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ABSTRAK

Nama : Ferry Indrawan

Program Studi : Pengkaiian Kelahanan Nasional

Konsentrasi : Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan

Judul Tesis . Faktor — Faktor yang Mermpengaruhi Implementasi Kebijakan

Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM RI

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis
kinerja di Hngkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk
menciptakan transparanst dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan
anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hulaum dan
HAM RI difskukan di Biro Percncanaan dan Biro Keuangan

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran
berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George O
Edwards 11T {1980) dan teori pendukung lainnya.

Penelitian ini termasuk penelitian anpalisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling.
Pengumpuian data ditakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang
pejabat di lingkungan Biro Kevangan dan Biro Perencanaan Sekrefariat Jenderal dan.
Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empst
aspek berdasarkan teori George €. Edwards III (1980) yaiti sumber daya,
komunikasi, sikap/disposisi dan straktur birokrasi.

Kesimpulan dari basil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam
implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik
sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada
pada kriteria sedang, vang mespgartikan bahwa faktor komuonikesi belum mendukung
keberhasilan implementasi anggaran berbasis kineria dan masih ada kendala dalam
mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Kata Kunet : ITmiplementasi Kebijakan, Anggaran, Kinerja
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ABSTRACT

Name : Ferry Indrawan

Program of Study : National Resihence Studies

Concentrated : Strategic Planning, Strategies And Policies

Title : Factor - Factor Influencing Implementation Performance

Budget Policy of Environment Secretary General of Justice and
Human Rights of Republic of Indonesia.

This research is focus on the Implementation of budget policy base on
working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of
Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget
arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation
in Justice and Human Rights Deparfemen of Republic of Indonesia is under planning
bureu and financial buren,

Budget arranging and implementation use performance base budget system on
working capability, The theories used in preparing this thesis are George €, Edwards
1T { 1980¢) and other supporting theory.

This research include descriplive analysis research with qualitative and is
quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data
collecting used deeply interview with 2 ( two ) senior officer from financial boreu of
Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis deseriptive is
based on 4 { four ) aspect of the theory of George C. Edward IIT { 1980 } which are
resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure.

Conclusion from result of research, communications factor which there are in
implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource
factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure facter reside v criterion,
inferpreting  that communications factor not yet supported efficacy of budpet
implementation performance budget and constraint there s still in implementation
policy of performance budget.

Keyword : Implementation Policy, Budget, Performance
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BAB I
PENDAHULUAN

i.1.  Latar Belakang

Reformasi sektor publik vang diseriai adanya tuntutan demokeatisasi
menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan perubahar yang
bergejolak di lingkungan pemerintah Indonesia bahken seluruh sendi kehidupan
berbangsa dan bemegara ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas
menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang penpelolaan
kevangan Negara. Reformast di Indonesia semakin diperkuat dengan kekecewaan
rakyat terhadap pemerintahan di maga lal.

Salah satu poin penting perubahan adalah reformasi di bidang keuangan
Negara. Reformasi dibidang keuanpan Nepara memepang fungsi strategis dalam
proses perubahan menuju tingkat kemakmuran yang lebih baik. Reformasi ini
ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No.[7
Tahun 20073 tentang Kevangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, UU WNo.I5 taln 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungiawaban
Kevangan Negara dan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Perencanmaan Pembangunan
Nasional.

Dengan pernbahan i dibarapkan anggaran Negara vang difvangkan pada
UU APBN dan dirinei pada Persturan Presiden tenfang rincian APBN, serta
didokumentasikan dalam dokumen pelaksanaan anggara;n dapat menjadi anggaran
vang lebih responsive. Anggaran jugs diharapken memfasilitasi upaya pemenuhan
tuntulan peningkatan kinegja, kualitas pelayanan publik dan efistensi pemanfaatan
sumber daya kevangan yang ada.

Menurut Corbett (1998;118) bahwa "4 budget is a formal statement of

Planned expenditure for a predetermined future period with an accompanying
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statemerd af where the money is to come from”. Kurang lebih artinya bahwa anggaran
adalah suatu pernyataan formal tentang pengeluaran vang direncanakan untuk periode
masa depan yang ditetapkan sebelumnya dengan suatu pernyataan yang menyertainya
terhadap dari mana vang berasal,

Terkait dengan permnyataan teori tersebut, paket regulasi yang dikeluarkan
Pemermtah dalam upaya menderong pencapalan tujuan pembangonan yang efektif
dan efisien maka diperlukan pola perencanaan yang bersifat berkelanjutan
(sustainable), Peran Perencangan dalam penganggaran akan mendorong terciptanya
optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian hasil keglatan dapat
dijadikan tolok ukur keberhasilan perencanaan, sedangkan fakior anggaran berperan
sebagai pendekung pelaksanaan kegiatan.

Keberhastlan suaty organisasi dalam mencapai soatu tyjuan, visi dan misi
yang telah ditentukan, anfara lain dipengaruhi oleh fakior penentuan kepiatan yang
akan dilaksanakan sccara rasional dan mateng. Proses penentuan kegiatan itu meliputi
apa yang akan dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan. kapan dilaksanskan,
dimana dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Di dalam penentuan kegiatan
tersebut, perlu diperkirakan juga kemampuan sumber daya yang dimiliki, baik
sumber daya manusia, organisasi, prasarans dan sarasa, maupun dana yang dapat
disediakan,

Organisasi pemeriniah maupun swasta selalu menghendaki agar tojuan, visi
dan misinya dapat dicapai dengan berdaya guna dan berhasil guna. Salab satu fakfor
yang perlu dipenubi ager fujuan, visi dan misi tersebut dapat dicapai adelah
dilakukannya perencanaan pesyusunsn  anggaran dan  ditindaklanjuti  dengan
petaksanaan anggaran secara rasional dan matang. Anfara kegiatan perencanaan
penyusunan anggaran dengan pelaksansan anggaran merupakan dua hal yang sangat
berkaitan, karena anggaran memupakan repcana kegiatan yang sudeh dinilai dengan
satuan uvang. Hal senada juga dikemukakan oleh James AF. Stoper & Charles
Wankel (1993:136), bahwa “guggaran merupakan bagian penting dori proses
perencanagr”, karena ia membimbing pengalokasian sumber daya menufu

pencapaiazz sdfaran.
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Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan <an penerapan prinsip
Good Goverment telah mendorong terjadinys perubahan peran, fungsi dan aktivitag
pemerintah dalam memenuhi kebutuban magyarakamya dengan didasari oleh clemen-
elemen akuniabilitas, transparanst, partisipesi dan prediciability.

Nuansa baru dalam pengelolzan keuangan negara melalul  sistem
penganggaran berupa penerapan  sistern  anggaran  berbasis  kinerja  untnk
menggantikan sistem anggaran tradisional sebehunnya vang dianggsp kurang
sempurna yang tidak dapat mengukur prestasi kerja dari suatu unit organisasi. Selama
ini kesuksesan penggunasn anggaran negara hanva dilihat dari produk yang
dihasilkan oleh sualu kegiatan/proyek dan belum menyentuh kepads manfaat apa
yang didapat.

Undang-undang Nomor 17 Tshun 2003 tclah dengan tegas membuzt
perubahan kbususnya fentang proses penganggaran. Pengangparan disusun dengan
kerangka pendekatan baru yaitu penerapen kerangka pengcluaran jangka menengah,
penerapan penganggaran ierpadu (unifed Sudgef), dan penerapan pepganggaran
Berbasis kinerja.

Dengan Anggaran Berbasis Kinerja ini diharapkan pengpunsan anggaran
negara akan lebib terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan schingga fungsi
pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mengacu prinsip-
prinsip Good Governance, Sistem ABK ini sendiri mulai diterapkan secara bertahap
mulai tshun anggaran 2005, Dengan demikian, suka tidek suka semua
instansi/lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah harus sudah mulad
menerapkannya.

Anggacan berbasis kinetia (Performance budveting) merupakan sistem
perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara
anggaran dengan hasil yang diinginkan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa
setiap alokasi dana bharus dapat divkur pencapaian oufpulioufcome (keluaran/hasii)
vang hendak dicapai dari inpat (masukan) yang ditetapkan ( Hatry ; 1999)

Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja,

baik pada Ievel nasional {pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga),
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yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, vang dijabarkan dalam
program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setiap instansi
selaniutnya meryusun kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang
direncanakan dengan format RKA-KL, yvang akan dibahas dengan otoritas anggaran
(Departemen Keuvangan, Bappenas dan DPR). RKA-KL dari  keseluruhan
kementerianfiembaga menjadi bahan penyusunan RAPEN bagi pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagl
manajemen unfuk mengritkan sefiap pendanaan vang dituangkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan keluaran dap hasil yang dibarapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dar keluaran fersebut, Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam
target kinenja pada setisp unit kenja. Sedangkan bagaymana tujuan ihu dicaps,
ditvangkan dalam program, diikuti dengsn pembigyaan pada setiap tingkat
pencapaian tujuan.

Program pada angpgaran berbasis Kinerja didefinisikan sebagai instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang aken dilaksanakan oleh instansi
pemerintab/lernbaga untuk mencapal sasaran dan tujuan, seria memperoleh alolas
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instanst pemeriniah.
Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerjn fahunan. Dengan kata
lain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari
Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggeran berbasis kinerja.

Konsep dasar Anggaran Berbasis Kinerja adalah transparansi, akuntabilitas
dan value for morep, vaitu manajemen keuvangan yang efektf, efistensi dun
elkonomis. Efek dari perubahan sistem tradisional menjadi sistern kinerja tersebut
tenfunya timbul hambatan-hambatap dan berpotensi untuk mengalami kegagalan
dalam pelsksansannya.

Sumber utama dalam penyusonen Anggaran Berbasis Kinerja adalah data «
baik berupa finansial mavpun non finansial, karena data tersebut akan diolah menjadi
informasi yang berguna untuk menenfukan indikator (ukwran), seria eniuk
mengevaluasi dan mengambil keputusan pengalokasian dana agar Iebih objektif,
Nanun data yvang tersedia kadang tidak bisa dijadikan sebagai informasi (disebabkan
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data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang dibutahkan), ataupun bahkan, tidak
ada data dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Faktor perilaku manusia juges memberikan kendala yaity kwrangnya sikap
carz dan aware terhadap data dokong dan informsasi yang berkuvalitas, sehingga
perencanaan yang dibuat sering meleset, dan akhimya tidak mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Masalah yang kedua adalah fakior politis yang disebabkan oleh
adanya kepentingan-kepentingan  politik yang ikat serta dalam perencanaan
pembangunan, Kendala ini cukup sulit untuk dihindari, karena biasanya datang dari
adanya ik menarik kepenﬁngan diantara elit politk dan elit penguasa dalam
mempengaruhi  kebijaksanaan pemerintah. Ketiga, sulitnya meneatokan skala
priortias ateu bahkan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam
proses penpelolagn kevangan negara vang mentmbulkan pemborosan swmber daya
publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas
anggaran di mana ada keterpaduan anfara rencana kegiatan dengsn kapasitas sumber
daya yang dimiliki. Juge lemahnya analisis blaya-manfaat (cost and benefit analysis)
sehingga kegiatan yang dijalankan kadang tidak memberikan tingkat keuntungag atan
manfaat bagi publik. Keempat, tidak adanya standarisasi pengukuran kinerja secara
seragam, sehingga penilaian kebethasilan per-departemen juga tidak seragam.
Kelima, tidak jelasnya tujuan dan indikator kinerja. Indikator kinerja kadang kurang
spesifik dan kurang terukur, slapa saja instansi yang bertanggung jawab dan
bagaimana kontribusi masing-masing instansi untuk mewujudkan kinerja. Keenam,
yaitu masalah format RKA-KI nyaris tidak terbaca kinerja apa yang akan dihasilkan
dari penggunaan anggaran unfuk program dan kegiaten yang divsulkan, Dan yang
terakhir, belum adanya standar biaya (SB) dan standar pelayanan minimal {SPM).

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai
salah satu unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintaban di bidang Hukum dan HAM { Peraturan Presiden
Normor 9 Tahun 2005 ). Sebagal lembaga pemerintah yang menvediakan jasa
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pelayanan bukumn dan hak asasi manusia. Departernen Hukum dan Hak Asasi

Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikat

1. perumusan kebijakan nasional, kebijekan pelaksanaan dan kebijakan teknis di
bidang hukum dan hak asasi manusia;

2. pelaksanaan urusan pemenntaban sesual dengan bidang tugasnye;

3. pengelolazn barang mililkekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnys;

4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan

5. penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan

fungsinya kepada Presiden.

Paket kebijakan di bidang perencanaan dan keuvangan negara memberikan
implikasi terhadap perubahan organisasi. Secara struktur, perubahan organisasi tidak
ada perubahan, akan tetapi terhadap pelaksanaan tuges pokok dan fungsi terdapat
perubahan yang signifikan terkait dengan paket regulasi tersebut. Perubahan tugas
pokok dan fungsi tersebut lebih ditekankan kepada fungsi pelaksanaan perencanaan
dan keuangan,

Sebelum terbitnya Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Departemen Hukum
dan HAM fahun 20465 pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penvusunan anggaran
dilakukan di Biro Keuangan, sedangkan di bidang perencanaan dilakukan oleh Biro
Perencanaan, ?enyusinan anggaran bersifat 2 {dua) jenis yaitu rutin dan
pembangunan dimana pelaksanaan peeyusunan anggaran rutin dilakukan oleh Biro
Keuangan, sedangkan Bire Perencanaan menyusun angparan yang sifatnya proyek.

Perubahan kebijakan Pemerintah terhadap sistemn perencansan yaitu
penyusunan anggaran yang berbagis kinerja sebagaimana yang tertvang dalam
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM nomor M.04.PR.07.10
tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM,
tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan salah satunya adalah Penyusunan Anggaran,
Sejalan dengan kebijakan Pernerintah melalui Undang-Undang nomer 17 tahun 2004
tentang Kevangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional maka tugas pokok tersebut dialibkan kepada Biro
Porencanaan dan mula berlaku sejak tahun 2008.
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Namun diakui bahwa kinegga Departemen Hukumn dan HAM masih rendah.
Hal ini ditunjukkan laporan keuangan Departemnen Hukoem dan HAM yang
dinyatekan disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain ity
berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
tentang integritas pelayanan publik, Departemen Hukum dan HAM dinyatakan
sebapai salsh satu instansi yang tingkat pelayanan publiknya rendah.

Perubahan menuju penganggaran kinerja memang merupakan proses yang
kompleks karena berkaitan dengan perubshan yang fundamental bask dalam sistem,
mangjemen  maupun  perilaku  manusianya. Selain  itw, pengapggaran Kinegja
memboutuhkan dukungan sistem manajemen kinerja, sistem akuntansi pemerintaban,
dan perhitungan biaya.

George C.Edwards 111 { 1980 ; 1 ) menegaskan “...buf ever a brillignt
policy porrly implemented may jail fo achieve the goals of its designers”.

Hal ini berani bahwa sebaik apapun kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa
ditkuti dengan implementasi yang baik maka kebijakan itu tidak akan mencapai hasil
yang telah direncanakan. Implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat
penting dalam kebijakan publik sebagaimana George CEdwards TIE { 1980 ; | }
mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut

“Policy implemeniation as we have seen, is the siage of policy making
between the establishment of policy such as the passage of a legislative
aci. the issuing of et execulive order, the handling down of judicial
decision, or the promudgation of a regulatory rule, and the consequences
of the policy for the peopie whom it affects™.

Dari pengertian ini teclibat bahwa pelaksanazan atau hnplementast kebijzkan
merupakan suatu tahapan diantara pengesahan dengan akibat atau dampak dari
kebijakan itu terhadap publik, Untuk memahami keberhasilan implementasi
kebijskan Fdwards, memperkenalkan suatu pendekatan dengan mengemukakan
beberapa faktor penting vang saling berinteraksi  dan mempengaruhi proses
implementasi kebijakan,

Diharapkan dengan implementssi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang

betul-betul mengacu kepada tercapainya twuan dan penggunaan indikator kinerja
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dalam penyusunannya, akan tercapsi suatu sistern pemerintahan vang berorientasi
kepada publik dengan memberikan pelayan terbaiknya kepada publik dengan
mengacy prinsip-prinsip Good Governarnce.

Tidak hanya itu, dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja
Juga harus tercapai kesclarasan kebijakan dengan onfcome/owtput yang akan
dihasilkan, penyusunan owlcome den ouipt dilakukan dengan konsultasi secara
ekstensif dengan berbagal pihak ferkait, seperti stakeholders dan grup pelanggan.
Sehingga pemerintah tabu dengan pasti apa yang menjadi keinginan publik terhadap
pelayanan vang nantinya akan disediakan oleh pemerinigh,

Keterkaitan omfput unit kerja dengan eufcome tergambar dengan jelas dan
terpetakan/terstrukiur dengan baik dengan indikator yang spesifik dan terukur.
Pembahasan anggaran di tingkal legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan
kineria yang ditargetkan. Apropriasi anggaran juga harus didasarkan pada oufcome
yang dihasilkan.

Orientasi  pakef kebijakan pemerintah ini bertujuan agar pelaksanaan
kegiatan yang berorientasikan output lebih dintamakan dimana ukuran keberhasilan
dapat dinilai dan hasil pencapaian kegiatan. Ukursn keberhasilan pada pencapaian
kegiatan dapat dijadikan acuan unituk melaksanakan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan, dapat dijadikan
sebagai salah satu indikator tugas pokok dan fongsi dalem mengukur pencapaian hasil
pelaksanaan keglatan darf suatu program yang dilakukan oleh satuan kerja, Variabel
kontrol melalui mekanisme penganggaran dapat dilakukan melahd mata anggaran
kegiatan. Mekanisme kontrol ini dapat mengukur fingkat penyerapan anggaran
kegiatan akan tetapi tidak dapat mengukur tingkat keberhasilan pencapajan program.
Oleh sebab itu, perencanasn penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang akurat harus
dilakukan secara terintegrasi apar pelaksanaan tugas pokok dan fungs: setiap satuan
keria dapat tercapai secara optinal.

Sehingga dibutuhkan suatu upaya wuntuk menganalisa implementasi
kebijakan tentang anggaran berbasis kinerja tersebut sehingga dapat diketahui apakah
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kebijakan anggaran yang sudah ada telah berjalan efektif dan sesum dengan tjvan

yang welah ditetapkan.

1.2

L3

1.4

Permasalzhan

I

Yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut

Bagaimana faktor — faktor komunikasi, sumber daya, sikep/disposisi dan
struktur birekrasi mempengaruhi  implementasi kebijakan Anggaran
Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretanat Jenderal Departemen Hukum
dan HAM RI?7

Apa kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemien Hukum dan
HAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis
kinetia? 2

Tujuwan Penelitian

1.

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana faktor — faktor komunikasi, sumber daya,
sikap/disposisi dan struktur birokrasi mempengarubi implementasi
kebijakan anggeran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal
Departernen Hulowm dan HAM RI.

Untuk mengetaing kendala vang dihadapi Sekretariat Jenderal Departemen
Hukun dan HAM RI dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan
anggaran berbasis kinega

Muanfant Penclitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan

pengetabvan  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  secara  berkelanjutan
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{ suistainable policy making process ) dan mengimplementasikan kebijakan anggaran

berbasis kinerja tersebut di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sedangkan dari aspek akademis, apa yang ditemukan melalui penslitian ind

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahiuan mengenal anggaran berbasis

kinerja dengan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disajikan secara sistimatis dan disusun dalam enam
bab yang saling menunjang dan berhubungan satu dengan lainnya, sehingga
membentuk satu Kesatuap. Urntan pembahasan untuk setiap bab adalab sebagai
berikut :

Bab ! Pendahuluan _
Bab ink berisi, dimulai dari latar belakang masalah, pokok permasalahan,
tujuan penelitian, manfast penelitian secara akademis dan prakiis, dan
sistematika penulisan.

Babll Tinjavan Pustaks
Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian,
Kerangka teori yang digungkan meliputi Teori implementasi kebijakan
digunakan sebagai pijakan pengetahuan yang mendasari implementasi
atau  pelaksangan kebijakan anggacan berbasis kinerja serta teorl
pengukuran kinefja sebagai feori yang mendasari evaluasi techadap
anggaran berbasis kinerja, definls Anggaran dan Penpanggaran, serta
definisi anggaran berbasis kinerja.

BABIH Metode Penclitian
Bab ini akan membahas mengenal metode Penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini molal dari pendekatan penelitian, Sumber data dan
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Bab IV

BABY

Bab VI

il

Instrumen Penelitian, Proses Pengumpulan Data, dan Proses Analisa
Data, serta mengungkapkan keterbatasan penelitian vang dimiliki.
Gambaran Umum Departemen Hukum dan HAM

Bab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fangsi Departemen Hukum
dan HAM, Sekertariat Jenderal Departemen Hukuom dan HAM, serta unil
kerta Biro Keuangan dan Biro Perencanaan yang mencakup tugas pokok
dan Rmgsi.

Analisis Hasil Penelitian

Membahas hasil penelitian mengenai implementasi kebijukan anggaran
berbasis kineria di Departemen Hukum dan HAM, serta menjelaskan
kendalackendala yang timbul darl implementasi kebijakan sistem
anggaran berbasis kinerja denmgan menggunakan teon implementasi
kebijakan George Edward 1L

Penutup

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penclitian don

saranfrekomendasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Anggaran dan Penganggaran

Menurut Corbett (1998,118) anggaran adalah " formul statement of planred
expenditure for a predetermined fiture period with an accompanying statemeri of
where the mowney is 1o come from”. Kurang lebih artinya bahwa anggaran adalah
suatu peruyataan formal tenfang pengeluaran yang direncanakan untuk periode masa
depan vang ditetapkan sebelumnya dengan swatu pemyatsan yang menyedainya
terhadap dard mana ueng berasal Dengan demikian, benang merah dari definisi
anggaran mepurut Corbett adalah pernyataan formal yang memuat 1) rencana
pengeluaran periode masa depan, dan 2) keterangan dari mana penerimaan diperoleh,

Agpak berbeda dengan pengertian yang diberikan Corbett, menurat Woelfel
(1987;30) pengerlian anggaran adalah “an erderly and cocrdinated plan of financial
planning and management. The budgeting forces management to determine ifs goals
and objectives an lo develpp a coordinated plan for achieving these ends”, Kurang
lebih artinya bahwa anggaran adalah suatu perencanaan keuangan dan manajemen
vang teratur dan terkoordinasi. Penganggaran mengharuskan manajemen untuk
menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan-tunjuan serta mengembangkan suatu rencana
vang terkoordinasi untak mencapal sasaran-sasaran dan fujuan-tnjuan tersebut,
Dengan demikian, Woelfel menekanken arfi pentingnya pencapaian target sesual
dengan hasil yang ingin dicapat dengan cara penerapan proses koordinasi,

Menurut The National Commite on Govermental Accounting (NCGA) dalam
Sugitanto, Gunardi, dan Loho (1995;22) definisi anggaran adalah “plawn of financial
aperation embodying an estimated of proposed expenditure for a given period of time
and the proposed means of financing them”. Kurang lebih artinya bahwa anggaran
adalah perencanaan operasi keuangan untuk mewujudkan suatu perkiraan pengajuan
pengeluaran untuk periode waktu terientu dan pengajuan tersebut bererti untuk

membiayai mereka, Dari definisi di atas dapat dicalat bshwa anggaran Negar
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meliputi 1) rencana belanja; 2) untek jangka waktu tertentu; 3) untuk membiayai
kegiatan-kegiatan.

Sedangkan defimist anggaran menurpt Aaron Wildavsky di dalam bukunya
berjudul The Politics gf the Budgetary Process, 1974) dalam Henry (1995:249),
seperti diterjemahkan Luciane D. Lontoh, dinyatuken babwa “anggaran adalah
serangkatan tujuan dengan tariff masing-masing”™. Selain itu, Wildavsky dalam Jones
{1591°256), sepert] yang diterjemahkan Ricky Ismanto, menjelaskan bahwa:

Datam batasan yang paling umum, penganggaran diarfikan  sebagai
penigalihan sumberdaya finansial bagl kemanfamian serta mencapai tujuan
untuk manusz. Oleh karena itu, sebuzh mmggaran dapat dicirikan sebagai
serangkaian tujuan dengan daftar harga twrlampir. Semenjak adanya
keterbatasan dana bantuan, yang itu pun masih harus dibagi-bagi lagi,
anggaran menjadi membuat pilihan-piliban di antara pilihan pembiayaan
{expendifures).

Telah dikemukakan dimuka makna tujuan adalah keadaan aklur yang hendak dicapai
atau hasil akhir yang akan dicapa: dalamn jangka waktu tertentu. Dengan demikian,
definisi anggaran menurut Wildavsky adalah serangkaian kegistan bermanfaat yang
ingin dicapal dalam waktu tertentu dengan daftar harga kegialan yang telah
ditentukan. Selain aspek cfisiensi, anggaran menekankan arti pentingnya aspek
prioritas.

Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar terdahulu, Munandar
dalarn Muljono (19861}, memberikan definist anggaran yaitu “suatn rencana yang
disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan
dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) terfentu
vang akan datang”. Dengan pengertian yang sama, Sabeni dan Ghogali {2001;39)
mengarttkan anggaran pemerintah adslah “jenis rencana yang menggambarkan
rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatokan dalam bentuk angka-angka rupiah
untak suatu jangka waktu tertentu”. Selain itu Tunggal (1995;1-2) mengartikan
snggaran adalah ;

... suafu rencana tindakan (plan of action) yang Jdinyatakan secara kuamitaiif
mengenal apa yang ingir dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa
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mendatang dalam hubungennya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan
dan rencana-rencana lalnnya yang relevan dengan hal-hal tersebut,

Dengan demikian, benang merah dari definisi anggatan yang dikemukakan oleh
ketiga pakar tersebut adalah bahwa anggaran merupakan rencana selureh kegiatan
organisasi yang dJinyatakan dalam ukuran biaya yang berlaku dalam kurun wakiu
tertentu dimasa yang akan datang, .

Masih di dalam buku yang sama, Robbins dan Coulter {199%9,25%9)
mengatakan bahwa ®anggaran adalab rencana numeric untuk  mengalokasi
sumberdaya bagi kegiatan-kegiatan tertentu”. Sedangkan John F. Due dajam bukunya
berjudul Government Finance and Economics Analysis dalam Sugijanto, Gunards,
dan Loho (1995;22), memberikan pengerfian anggaran adalah :

... & budget, in the general sense of the ter, is a financiol plan for uspesific
pariod of time. A government budget therefore, is a statement of proposed
expenditures and expecied revenues for the coming period, logether with data
of actval expenditures and revenues for currentand past period,

Apa yang dikemukakan John F. Due, kurang lebih berarti anggaran merupakan
perencanaan kewangan untuk periode waktu tertentu. Oleh karena #tu, anggran
pemerintah adalah pernyataan pengajuan pengeluaran dan penerimaan untuk periode
yang akan datang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan sebenarnya
untuk waktu sckarang dan waktu yang akan datang,

Dari beberapa definisi anggaran vang telah dikemukakan, definisi anggaran
menurut Jones (1991,262) adalah yang paling singkat vaitu “rencana bagi peroasukan
dan pengeluaran vang”, Dimana rencana diartikan sebggai carg yang ditctapkan untuk
mencapat fujuan. Sedangkan tujuan adalah keadaan akhir yang hendak dicapai.

Berdasgarkan pengertian atau definisi-definisi yang dikemukakan diatas, pada
hakikatya anggaran mengandung unsure-unsur: pengeluaran dalam satusn vang
yang direncanakan membiaym kegiatan-kegiatan dengan standar harga yang berlaka
untuk pencapaian fujuan dan sasaran organisasi; penerirmaan dalam satwan vang yang
direncanakan dan keterangan dari mana penerimaan tersebut diperoleh; serta waktu

vang direncanakan untuk pengeluaran maupun penerimaan,
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Selanjutnya, pendapat pakar mengenai kegunaan atau manfaat anggaran perlu
dipaparkan pula. Menurut Robbins dan Coulter (1999;259), “anggaran digunakan
untuk memperbaiki wakta, roang, dan penggunaan sumber daya material”,
Sedangkan Henry (1999252} menerangkan manfaat anggaran adalah “sebagal alat
yang sistematis dalam mengkoordinir manajemen pemerintah das untuk mendukung
system perolehan keuntungan™. Di dalam buku vang sama Henry (1999254)
mengatakan bahwa “anggaran Kinerja menvajikan kontribugi vang berari dalam
mengukur efektivitas suatu organisasi”,

Sedangkan arti penting penganggaran perlu pula dipaparkan, Nawawi
{2000;109) menzatakan bahwa:

pengangearan  sangat penting bagl organisasi  non-prefit  dalam
mengaktualisasikan perencanaan, karena tidak saja berkenaan dengan
penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannva,
sebagai kegiatan tala laksana keuangan dalarm Manajemen Operatif atau
Adniinistrasi Kevangan secara sempit. Namun dari semua kegiatan itu, untuk
melaksanakan fungsi pengangaran tersebut organisasi non-profit harus
menerima kemyataan bahwa aspek yanpg terpeniing adalah mglaksanakan
pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab dalam arti secara tepat guna
{efektif).

Sclain itn penjelasan tentang klasifikasi anpgaran perlu dipaparkan pula.
Sebagaimana dikemukakan Arsyad dan kawan-kawan (1992;43), klasifikasi anggaran
adalah “usaha yang menststernatiskan jenis-jenis pengeluaran pemerintah ke dalam
kelompok yang benar. Di Indonesia pengeluaran diklasifikasikan baik secara objek,
organik, maupun ekonomis”.

Sedangkan menurut Sugijanto, Gumadi, dan Loho (199524} klasifikasi
anggaran merupakan “pengelompokan atau pembagian dari anggaren agar dapat
memberikan gambaran yang lebth terinci. Adapun Kklasifikasi anggaran dapat
dijelaskan sebagai berikut”.

Berdasarkan Objek

Berdasasrkan objek, yaits penggolongan anggaran berdasarkan jenis
penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdini dari beberapa jenis seperti
Pendapatan Pajak Penghasilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain-
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lain, Sedangkan pengeluaran mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
Belanjz Modal. Pencrimaan dan pengeluaran dibagi lagi lebih lanjut yang disebut
perincian jenis penerimaan atau pengeluaran.

Berdasarkan Organisasi

Berdasarkan organisasi, yaitu pembagian anggaran didasarkan pada satuan
prganisasi  yang merupakan  bagian  terstruktur  ketatanegaraan  seperti
Departernen/Lembaga  yang diperinci lebih lanjut menurut unit orgamisasi
{(Bsclon 1) dan setersnya,

Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, yaitu penggolongan anggatan berdasarkan fungsi
pengeluaran yang berupa tujuan pengeluaran sesuai yang diemban negara seperii
pengairan, pendidikan, dan lain-lain, Fungsi-fungsi tersebut dapat digolongkan lebih
lanjut ke dalam sektor dan subsektor (seperti digunakan dalam UTI APBN)
Berdasarkan Sifat/Karakter

Berdasarkan sifat'karakter, yaitu pembagian anggaran berdasarkan sifat
pengeluaran, seperti pengeluaran operasional, pengeluaran belanja, pembayaran utang
dan pengeluaran modal.

Berdasarkan APBN atau disebut juga berdasarkan Ekonomi

Berdasarkan APBN/ekonomi, yaitu dalam rangka pembangunan tferlebih
dahnlu dibedakan pendapan mutin dan pendapatan pembangunan serta belanja rutin
dan beianja pembangunan,

Sedangkan fungsl anggaran dapat mengacu funpsi kewangan negara
sebagaimana diramuskan oleh Musgrave (1984). Menurut Musgrave dalam Arsyad
dan kawan-kawan (1992:44), anggaran mempuuyai fungsi alokasi, fungsi distribusi,
dan fungsi stabilisasi,

Fungsi Alokasi

Pungsi alokast adalah proses di mana sumberdaya nasional dipergunakan
uniuk barang privat dan barang publik. Selain dalam rangka penyedizan barang
publik, sunberdaya nasional juga harus dialokasikan ke sektor publik karena pedunya

peranan pemerintah dalam mengatasi kegagalan mekanisme pasar.
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Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi pada hakikataya adalsh peranan keuangan negara dalany hal
ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan. Berdasarkan mekanisme
harga, pembagian pendapatan berdasarkan pemilikan sumberdaya atau faktor-faktor
produksi, misalnya pemilik tanah dan modal. Tetapi ada pula scbagian masyarakat
tidak memperaich pembaglan pendapatan menurut mekanisme pasar, misalnya orang
cacat dan jompo. Karena distribusi pendapatan mengandung unsur barang publik,
maka pemerintah harus tampil mengatasi kelidakmerataan pembagian pendapatan
pembagian  pendapatan, misalnya melalul sisi penerimaan seperti pajak dapat
dikenakan dengan cara pemberian tarif pajak progresif seriz pada sisi pengelvaran
anggaran juga dapal menjadi instrumen dalam pembagian kembali pendapatan yaitu
melalui program pembayaran transfer atau subsidi.
Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi adalah proses dimana anggaran merupakan alat kebijakan
makro pemerinteh. Misalnya: 1) pemeriniah menatkkan pajak, maka konsumsi ruma
tangga berkurang akibatnva pengeluaran agregat berkurang karena konsumsi
merupakan komponen pengeluaran agregat. Hal ini dapat mengubah keseimbangan
pendapatan si sekior riil dalam bentuk penuronan cuipuf, 2) pemerintah menurunkan
pajak, maka kopsumsi rumah fangga beriambah akibainya pengeluaran apregat
menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan ouwipd {pendapatan
nasional).

Agar pemahaman lebik jelas, maka perlu pemaparan perbedsan antara
snggaran (budget) dan penganggaran {budgeting). Pengerilan anggaran negara dan
penganggaran menurt Arsyad dan kawan-kawan {1992;41—42) adalah

~ anggaran pendapatan dan bhelenja negara (APBN} yang pada
hakikatnyamerupakan rencana kerja pemerintahan yang akan dilakoukan dalam
satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Sedangkan pengertian
penganggaran adaleh suatu proses yang sistematis vang menghubungkan
pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan tujuan yang telah direncanakan,

Lebih lvas dapat dijelaskan hahwa anggaran negara pada hakikatnya juga

mengandung sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Pada sisi pengeluaran anggaran
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negara ada pengeluaran rutin yang terdin dan belanja pegawai, belanja barang,
belanja pemelibaraan, belanjs pedalanan, dan belanja subsidi/bantuan serta ada
pengeluaran pembangunan yang terdini dari belanja penunjang dan belanja modal
Dengan demikian dapat dijelaskan bahiwa pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang
disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintaha secara terus menerus
dengan kriteria a) pelaksanaan kegiatan setiap tahun dilakukan berulang secara
periodik; b) dilaksanakan oleh subyek atau urit pelaksana secara berulang; ©) jenis
kegiatan yang dibiayai secara berulang sama; serta d) mempunyai objek atau sasaran
yang cakupannya sccaraberulang sama. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah
pengeluaran yang bertwjuan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta ditujukan
untuk investasi pemeriniah bagi pelsksanaazn pembangupan baik melalui pembiayaan
rupizh murni maupun pembiayasn proyek dalam waktu tertentu. Sedangkan pada sisi
penerimaan anggaran negara terdapat penerimaan perpajakan, penerimasza negara
bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah

Menurut Kana (1590;4) perbedaan arti anggaran dan penganggaran adalah
sebagai berikut :

... anggaran (budges) merupakan hasil yang diperoleh setelzh menyelesaikan
aktivitas  (tugas) perencanaan, sementara penganggaran  {budgeting)
menunjukan suatu proses yang dimulai dari sejak tahap persiapan yang
diperlukan sebelums memulai penyusunan rencana, pengumpulan berbagai
data dan informasi yang periu, pembagian fugas perencanadan, penyusunan
rencana i sendin serla tmplementasinya, sampal pads tabap pengendalian
dan penilaian hasH pelaksanaan rencana yang bersangkutan,

Selain itu, Simamora {1999;190) memberikan perbedaan pengertian angparan
(budge(; dan penganggaran {budgeiing} sebagai berikut

Anggaren adalsh suatn rencama rinci yang memperlibatkan bagaimana
sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode
waktu tertentu. Oleh karena iu, anggaran merupakan suata rencana finansial
yang dipakal untuk pengelolaan sumber daya organisast. Sedangkan
pengangparan (budgeting) adalah “proses penyusunan anggaran-anggaran™,
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2.2. Jenis-jenis Anggaran Sekfor Publik

Anggaran sektor publik terdirl dari anggaran tradisional dan anggaran dengan
pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ditandai dengan cir
utamanya yang bersifat fine-itern dan incremeniafism, sedangkan anggaran dengan
pendekatan NPM adalah anggaran vang berorientasi pada kinerja, yang terdiri atas
Planning Programming and Budgeting System (PPBRY), Zoro Based Budgeting (ZBB)
dan Performance Budgeting.

Jenis-jenis anggaran tersebut antara lam
1. Sistem Anpgaran Tradisional (Tradirional Budge! System)

Sistem Anggaran Tradisional adalab suatu cara menyusun anggaran yang
tidak didasarken ates pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan
untuk mencapal tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada
kebutvhan rutin berdasarkan obiek pengeluaran Give-item budgeting) seperti belanja
pegawai, belanja barang, befanja pemeliharaan, belanja perjaianan dinas dan
pengeluaran rotin lainnyva.

Kenaikan anggaran pada umumnya dilakukan secara incremenfal dan
digunakan sebagai dasar pengeluaran adalgh pengeluaran tahun sebelumnya ditambah
sejurniah kenaikan, penyesusian dan perobahan.

Anggaran gadisional lebih difokuskan pada aspek pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran sehingga oricntasinys mencakup pada pengawasan serta
penyvusunan pembukuannya, Penjelasan mengenai penerimaan dan pengeluaran
secara detail tidak dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pada dasarnya anggaran pengeluaran digunakan sebagal landasan pengukuran
besar kecilnya kegiatan dan sama sekali tidak menggambarkan hubungan yang jelas
antara input dan output,

Dengan  demikian sistern  anggaran  tradisional  inipun tidak dapat
mengidentifikasikan berapa besarnya dana yang skan dikeluarkan unfuk kebutuhan
suaty jenis pelayapan tertentu, disamping ifu anggaran tradisional ini tidak dapat
mengidentifikasikan apakeh suatu jenis pengeluaran terteatu masih dipakai atau tudak
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sehingga suatu pengeluaran tertentu masih masuk dalam anggaran yang pada tabun-
tahun berikutnya pengeluaran tersebut akan terus muncul dan tidak perah dievaluasi
apakah masih diperlukan lagi atau tidak. Dengan demikian anggaran tradicional ini

kurang menggambarkan berape sebenarnya kebutuhan unit secara idealnya,

2. Sistem Anggaran PPBS (Planning, Programing, Budgeting System }

PPBS meneckankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun
sesual dengan fujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah
bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jz2sa-jasa
dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain.

Proses Implementasi PPBS ini melalui beberapa tahap sebagat berikut

a. Menentukan fujuan organisasi vang hendak dicapai dengan jelas.

b. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan,

¢. Mengevaloasi berbagal alternatif program dengan mengitung cost-benefis dari
masing-masing program.

d. Pemiliban program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil.

e. Alokasi sumber daya ke masing-iasing program yang disetujui.

Penerapan PPBS lebih sulit karens

a. Tujuan-tujuan sulit didefinisikan dalam kegiatan pemerintah pada wmumnya
dihadapkan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang spesifik
dan berenckeragam. Masing-masing kebutuhan memeriukan perhatian yang
berbeda bahkan kadang-kadang bertenfangan.

b, Output dani pelayanan ureum biasanya sangat sukar diukur, oleh karena v
program fersebut jarang mempunyai sistem pengendalian ofomatis untuk
memnjukkan  sampal  sejauh mana  efekitifitas dan  efisiensi program
bersangkutan,

3. Sistern Anggaran Dasar Nol {Zero Based Budpeting}
Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang

ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakarn
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konsep ZBB dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran di
asumsikan mulai dari nol (zere based).

Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besmnya
realisasi anggaran tahun ini untuk menctapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan
menyesuaikannya dengan tingkat inflasi etau jumiah penduduk. ZBB tidak
berpatokan pada angparen tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun
penantuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ind,

Proses ZBER terdiri dari :

a. Membagi semua kegiatan pemerirdah menjadi unit keputusan, unit ini bisa
berupa program, Kegiatan atau unit organisasi terendah, dalam hal ini ZBB
mengikuti pola organisasi seperti halnya PPBS.

b, Membagi masing-masing unit keputusan menjadi paket keputusan dasar
pembagian ini dapat berupa kepiatan tertentu, pelayanan tertentu sub unit dari
unit keputusan, atau altematif kegiatan yang dapat dijalankan uatuk mencapai
tujuan program.

¢, Memilih alternatif terbaik penyelenggaraan pelayanan berdasarkan analisis
biaya manfaat atau analists lainnya.

d. Menyusun rangking keputusan anggaran diurut dari bawah ke atas, dan pada
setiap tahap pembahasan dilakukan rangking package keputusan berdasarkan
prioritas. Prioritas ini dapat disusun melalui PPBS atau kalan belum ada
disusun berdasarkan tingkat pelayanan.

e. Membagi altermatif vang terpilib kedalam berbagai tingkatan pelayanan,
misalnya tingkat pelayanan tahun lalu, minimal dikurangi, ditambah atau
maksimal seliap tingkaten tersebuf dibitung biayanya dan biaya yang
diperoleh dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan,

Dalam  prakteknya penerapsn  ZBB  mengalami  kesuolitan,  karena
membutuhkan wakty yang lama untuk menyusun rangking unif dan paket keputusan
disamping itu juga sulit untuk menghitung biaya alternatif pelayanan. Oleh karena itu
penerpan ZBB biasanye dimodifikasi, dilakukan peninjauan terhadap beberapa
kegiatan setiap beberapa tahun sekali, dan bukan dilakukan setiap tahun, sedangkan
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jenis pelayanan diasumsikan dijalankan terus sehingga pembahasan hanya dilakukan
atas tingkatan pelayanan saja.
4. Sistern Anggaran Kinerja (Performance Budget System)

Anggaran yang berorientasi kinerja adalzh sistemn anggaran yang berorientasi
pada output organisast, dan berkaitan erat techadap vist, misi, dan Rencana Strategis
organisasi, Sistem inl juga berorientasi kepada pendayagunaan dana yang lersedia
untuk mencapal hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem
penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa vang dibelanjakan saja,
tetapt jugs didasarkan kepada tujuan-tujuanirencana-rancana terienfu yang untuk
pelaksanaannya perlu disusun atan didukung oleh suatu anggaran biava yang cubup
dan biava/dana vang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Hal
ini juga merupakan alat untuk dapst menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang
diterima olelt masvarakat pada akhirnya adalab oufpu dari suatu proses kegiatan
birokrasi,

Ukuran-ukuran kineria pada sistern angparan vang berorientasi pada kineria
berguna pula bagl lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD} pada saat
menjalankan fungsi pembentukan kebijakan, fungsi penetapan anggaran, dan fungsi
pelaksanaan pengawasan. Bagi manajemen puncak di pihak eksckutif berguna untuk
melakukan kontrol manajemen dan kualitas, serta dapat digunakan untuk sistem
insentif pegawal.

Performance budgeting berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategis
organisasi. Inl berartl dalam proses perencanaan anggaran, visi, misi dan rencana
strategis menjadi acuap utama. Dengan demikian, misi dan rencana strategis harus
dirinel sehingga menghasilkan program, sub p'mgram serta proyek yang relevan
dengan tujuan jangka panjang. Setiap oufpuf orgamsast harus dapat dikaitkan dengan
misi dan rencana strategis organisasi. Sehingga misi dan sasaran dapat dikatakan
sebagal elemen-elemen strategis sedangkan eclemen-elemen prakiisnya terdin dari
program, aktivitas dan target aktivitas.

Penganggaran berdasarkan kineria bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas pelayanan publik serta efeltifitas dar pelaksanaan kebijakan dan
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Program. Sistemn penganggaran berdasarkan kinega, sejalan dengan beberapa
penyempurnaan lainnya di bidang manajemen keuangan negara seperti penerapan
anggaran terpadu dan kerangka pengelvaran jangka menengah yang berusaha untuk
menghubungkan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran,

Satu hal penting vang mendasar dalam penyempurnaan manajemen keuangan
ini adalsh kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar bagi kementerian
negare/lembaga dalam mengelola program dan kegiatan yang ada dalam lingkup
kerjanya dimana penganggaran berdasarkan kinerja akan sangat membantu dalam
penarapannya.

Untuk mengstahui perbedaan pokok antara Traditional budget system,
performance budget system, dan PPBS dapat dilihat pada tabel bertkut ini.
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Tabel 2.1

Perbedaan Pokok antara;
Traditional Budget System, Performance Budget System, PPBS

24

Planning
Traditional Performance Programsming,

No | Keferangan Budget System Budget? System Budget System

1 Pengertian Suaty perkiraan atau | Mencerminkan Suatu bemtuk  kebijakan
budget rencapa  ponerimaan | program  kerja dan | pemerintsh dalam  proses

dan pengeluaran dana | sebagai  alat  dari | alokasi sumber-sumber
dan merupakan alat | manajemen  unfuk | ekonomi yang langka untuk
vang mencerminkan | mengukur prestasi memenuln  kebuluhan yang
pengesahan tak terbatas

pendapatan  belanja

negara

2 i Landasan Besar kecilnys | Performance  atau | Keberhasilan rencang,
pengukuran | pengeluaran, jika | prestasi dayi tujuan / | program  dalam  mencapst
{tolak ukur) | seimbang  dikaizkan | hasil anggaran vang | tujan negara dan

berhasiL efisien pengaruhnya terhadap
lingkungan sosial.

3 Bentuk Reacana jangka | Rencana jangka | Rencana jangka pendek dan
Tencana pendek (rencana | pendek {rencana | jangka panjang (20 -~ 30

tahunan) {ahumnan) tahun

4 Orientasi Pertanggungjawaban | Pendayapunaap dana | Penyusunan  rencana  dan

pelaksanaan anggaran | yang tersedia unfuk | program
mencapai hasil yang
optimal

5 | Pengumpula | Penerimaan- Penerimaan dan | Kesejahteraan  sosist  dan

n data penerimaan dan { pengeluaran  serta | kebutuhan masyarakat, baik
terutama pengeluaran- | data biaya dimasa yang lalu maupun
pengeluaran masa yang akan datang

6 | Pengelompo | Didasarkan atas | Didasarkan atag [ Didasarkan  atas  tujuan-
kan pos-pos | obyek-obyck repcan kegiatan dan | tujuan yang hendak dicapai
anggaran pengeluaran ditetapkan tolak | di masa yang akan datang.

ukur berupa standar
biaya dan  hasil
Kerja.

7 | Sistem Cash basis Cash basis, accrual { Cost  system,  misal:biaya
akuntasi basis, dan cost basis | research dan  development,
keuangan biava operasi dan biaya-

biaya lain vang terpadu,

Sumber: Sabeni dan Ghozall, Pokok-Pokok Akuniansi Pemerintah, 2001,
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Sedangkan menurut Bertram Gross dan Allen Schick dalam Henry (1995;248,
244, 283) menyatakan bahwa ada 3 periode dengan perbedaan konsep berdasarkan
perkembangan anggaran, Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Beherapa Perbedasn Antara Konsep-Konsep Anggaran

Perihal Traditional | Performance | Planuing, | Management | Zero Based
Budget Budget Programing, { by Objective | Budgefing
Budget
QOrientasi Penpawasan | Mansiemen | Perencanaan | Mamajemen | Pombuatan
dasar Kebujakan
Cakupan Imput Input dan | Input, Input, Output | Input, Qutput
Output Qutput, dan akibat akibat, dan
akibat  dan alternatif
alternatif
Keahlian Akunting Manajemen | Himu Pengetahuan | Matajemen
Personal ekonomi dap | awam dan
perencansan | manajerial Perencanaan
Informasi Objek Kegiatan Sasaran- Efektifitas Sasaran
Kritis pembiayaan | Instansi sasaran program program atan
instansi instansi
Gava Menaik Menaik Sistemik Desentralisast | Sistemik
pembuatan dan kausalis
kebijakan partisipan
Tanggung | Jarang Tersebar Terpusat Menyeluruli | Desentralistis
jawab terdapat namun
perencanaan teralokasi
Peran Alokast Efisiensi Kebijakan Bfektifitas Penentuan
instansi dana dan efisisensi | prioritas
anggaran prograi kebijakan

Sumber: Henry, Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik, 1995

Berkaitan dengan perryusunan anggaran, Fattah (2000;30) mengatakan bahwa

“persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimans memanfaatkan

dana secara efisien dan mengalokasikan secara tepat sesuai dengan skala prioritas™,
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Oleh karena itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memeriukan tahapan-tahapan

yang sistematik. Tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

Dmengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode
anggaran; 2 mengidentifikasikan somber-sumber vang dinyatakan dalam
uang, jasa, dan barang; 3) semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab
anggaran pada  dasarnya  merupakan  pernyataan  fimansial;  4)
memformulasikan anggaran dalam bentuk format vang teleh disetujm dan
dipergunakan oleh instansi ferlent; 3) menyusun usulan anggaran unfuk
memperoleh persetujuan dart pihak yang berwenang; &) melakukan revisi
vsulan anggaran; 7) persetujuan revist usulan anggaran;, &) pengesahan
anggarat,

Lebih lanjut Woelfel (1987;33) menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan

pengangparan yang perlu mendapatkan perhatian organisasi,

i

P

bk

Perencanaan dan penganggaran hamus terpade. Untuk mencapal hal ind,
kebijaksanaan-kebijaksansan organisasional dibutuhkan dan suatu  filosofi
manajemen organisasional harvs ada.

Penganggaran adalah soatu proses untuk menetapkan prioritas-prioritas.
Perencanaan dan peapanggaran harus berdasarkan data dan berorientasi kepada
hasil (keluaranj

Penganggaran adalah suatu proses penyalur sumberdaya. Ini dapat menimbulkarn
konflik pada dan didalam tingkatan-tingkatan organtsasional.

Konfrontasi bisa muncul dari faktor-faktor ekonomis (seperti ketidakcukupan
sumberdaya), proses-proses penyalor, kurangnya pengertian, sikep keberpihakan
pada satu kelompok, dan kepemimpinan yang tidak memadai.

Penganggaran pada hakikatnya bersifat politis dan menuntut kemarmpuan unfuk
mempengaruhi dan berkompromd.

Ada suatn dikotomi yang permangn antara kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-
keinginan organisasional dan ketersediaan sumber-sumber daya.

Sumber-sumber daya keuangan tidak tak terbatas atau tidak dapat meraperbacui
diri.

Penganggaran adalah suatu pemaparan sasarap-sasaran dan tujuan-tujuan

kelembagaan dalam terminclogt keuangan,
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10. Hubungan penganggaran harus secara sistematis menghubungkan pengeluaran
dana-dana dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan,

11. Penganggaran bertumpu pada orang-orang yang membuat piliban-pilihan opiimal
dalam urusan-urusan ekonontis dan non-¢konomis.

12, Penganggaran harus dapat disesuatkan dengan keadaan dan luwes,

13. Penganggaran kembali sumber-sumber daya adalabh sumber utam keluwesan,
ketika pertumbuhan pendapatan terhenti.

14. Penilaian dan kompromi sering mendahului  bentuk-bentuk  pengambilan
keputusan yang bersifat penghitungan dan birokratis,

15. Keputusan penganggaran sering kali dinegostasikan dengan cars yang sering kali
subjektif.

16. Ketidaksepakatan sering diselesaikan dengan penggunaan paksaaan apabila
diperlukan.

Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran menuret Sugijanto, Gunardi,
dan Loho {1998,26-28) adalal ;

“keterbukaan, periodisitas, pembebanan  anggaran  pengeluaran  dan
menguntungkan anggaran penerimaan; fleksibilitas; prealabel; kecermatan;
kelengkapan atau universalitas; komprehensif; terinei, anggaran berimbang;
dinamis”,

Selain anggaran dan penganggaran terdapat pula pengertian terdapat pula

pengertian penganggaran kinerja. Woelfel (1987,36—37) menyatakan bahwa
.. Dengangparan kinerja adalah svatu simukéur penganggaran yang (1)
berfokus pada kegiatan-kegiatan atan fungsi-fungsi yang menghasilkan nilai
tambah dan dari mana sumberdaya digunakan atau (2) mengembangkan svatu
proses anggaran yang berussha menghubungkan fujuan-tujuan organisasi
dengan pemanfaatan sumberdaya. Fokus utamanva adalah memperbaiki
efesiansi dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi kegiatan dan ukuran-
ukuran biaya. Unswr-unsur wmum dari sistem anggaran kinerja adalah
kiasifikasi kegiatan, vlouran kinerja, dan laporan kinetja.

Sedangkan Plastrik dan Oshome (2000;147), seperti yang diterjemahkan
Abdnl Rosyd dan Ramelan, menyatakan bahwa:
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Penganggaran kinerja merupakan salah satu alat manajemen kinerja.
Penganggaran kinerja menetapkan persyaratan kinerja tertentu ke dalam
penentuan besarnya dana anggaran yang bdiberikan pada suatu organisasi.
Ketika eksekutif menyiapkan anggaran, legislatif akan meloloskannya dengan
menetapkan hasil dan keluaran yang harus dicapai oleh organisasi tersebut
sebagai ganti dari dana anggaran yang disepakati untuk dikeluarkan. Selain
itn penganggaran kinerja memperbaiki fungsi pengarahan (strategi inti),
karena mensyaratkan pembuat kebijakan untuk menetapkan secara jelas hasil
atau keluaran seperti apa yang ingin mereka “beli”, dan memungkinkan
mereka untuk melihat hasil yang diperolehnya sebagai imbalan dana yang
dikeluarkan (2000;298)

Disamping itu, cara penerapan model anggaran dalam bentuk penyerahan
sejumlah dana yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi mengandung makna agar sasaran organisasi tercapai (sebagaimana di
Inggris disebut “running cost” budget adalah biaya operasi) (Plastrik dan Osborne,
2000;210). Int artinya membenkan wewenang yang lebih besar untuk mengelola
sumberdaya mereka sesuai dengan besarnya anggaran.

Dengan demikian penganggaran kinerja bernuansa bagaimana tingkat
efisiensi yang optimal tercapai sehingga kinerja yang optimal dapat tercapai juga.
Dengan kata lain, anggaran yang diberikan harus sesuai dengan kinerja yang
diharapkan berdasarkan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ditetapkan oleh organisasi.

Selain itu Campo dan Tommasi (1999;62) menyatakan bahwa di dalam
anggaran kinerja, anggaran menunjukkan maksud pengeluaran, biaya program yang
diusulkan untuk maksud-maksud tersebut, dan pengukuran dan hasil di bawah setiap
program. Dengan demikian, anggaran kinerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

#* Kegiatan-kegiatan pemerintah dibagi dalam fungsi-fungsi yang Iuas,
program-program, kegiatan-kegiatan, dan unsur-unsur biaya. “Fungsi”
dapat disamakan suvatu tujuan yang luas dari pemerintah (misalnya
promosi pertanian). “Program™ adalah serangkaian kegiatan yang
memenuhi rangkaian yang sama dari tujuan-tujuan khusus (misalnya
pengembangan hasil pertanian). “Kegiatan” adalah suatu subbagian dari
suatu program ke dalam kategori yang homogen (misalnya proyek

iripasi). Kriteria yang digunakan untuk memperluas kategori kegiatan
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adalah tingkat dimana Indikator-indikator kinerja dapat dijabarkan dan
biaya-biaya bisa diukur. Tujuan operasional dari setiap program dan
kepiatan diidentifikasikap untuk setiap tahun anggaran.

< Indikator-indikator kinerja dan biaya-biaya yang ditetapkan, diukur, dan
dilaporkan,

2.3.  Proses Penyusunan Anggaran

Siklus anggaran merupakan serangkaian prosedur dari suatu rangkaian
kegiatan didasari prinsip-prinsip snggaran, metode serta teknik penyusunan yang
dapat diterima secara umum. Prinstp-prinsip pokok siklus angparan perlu diketahui
dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan, Mardiasmo (2002 ;70)
mengatekan siklos anggaran meliputi empat fshap yang terdinl atas persiapan,
ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi. Tidak jauh berbeda dengan apa
vang dikemukakan oleh R Dantel, Mupllins dalam Sheh, Anwar ( 2007 | 222 )
menggambarkan  siklus  anggaran  terdiri dari : persiapan  dan  formulasy
persetujuan/otorisasi, pelaksanaan, serta audit dan evaluasi.

Menurat National Advisory Council on State and Local Budgeting
{(NACTSLB), seperti dikutip oleh Mullins (2007 ; 227 }:

* « good budgel process incorporates a long-term perspective, establishes
links 10 broad organizationad gools, focuses budyet dectsions on results and
outcomes, bvolves and promotes  effective  commupication  with
siakeholders, and provides Incentives lo governmewi mancgement and
employees ” (NACSLB 1998).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa proses anggaran yang baik adalah yang
dibuat untuk perspekiif jangka panjang, berkaitan denpan sasaran organiasasi dan
melibatkan swakeholder serta melengkapinya dengan insentif bagl pegawal
pemerintahan, dengan demikian proses dan prosedur dalam formulasi dan persetujuan

suty anggaran harus diperkuat dengan elemen-elemen tersebut.
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Gambar. 1
Budget Cycle and Institutional Roles
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Pada tahap persiapan, peranan cksekutif mendominasi termasuk dalam
perencanaan karena memberikan panduan dan platform kepada institusi yang
berhubungan dengan kerangka fiskal jangka menengah sampai kepada kerangka
pengeluaran jangka menengah dalam periode tahun anggaran, menyusun dan
mengembangkan skala prioritas dan sumber daya agar mampu menutupi seluruh
rencana pengeluaran, memberikan petunjuk dan masukan kepada agency budget
submission {dirjen anggaran) dan melakukan penilaian kembali permintaan dana dari

institusi.
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Persetujuan dilakukan oleh legislatif yang ditandai dengan penyerahan
anggaran kepada dewan sebagai bahan pertimbangan, persemjvan itu meliputi
cakupan anggeran, tingkatan dokumentssi diitkuti cakupan kewenangan persetujuan,
diskrest oleh legisiatif dalam penyesunian anggaran, seris jadwal pelaksanaan, Tahap
i sama dengan yang dimaksud dengan ratifikasi anggaran, yang melibatkan proses
politik yang cukup rumit dan berat, pimpinan eksekutif tidak hanya ditontut
managerigd skill namun juga harus mempunyai political skifl yang memadai.
Intergritas dan kesiapan mental vang tinggl sangat penting dalam tahap ini, karena
dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan menjawab dan
memberikan argumentasi atas pertanyaan <an bantaban dari pihak legislatf.

Setelah  anggaran disetujui  oleh  legislatif, tohap selanjutnva {ahap
pelaksanaan anggaran meliputl problem/isu negara yang tejadi  earraats
issugncel/yang  harus  segera  dircalisasikan, mekanisme  yang  memastikan
akuntabilitas eksekutif sesupi kebijakan legisletif peda tabap sebslumnya,
pendistribusian anggaran, administrasi pelaksanaan, serta unsur flcksibilitas sehingga
dimungkinkannya penyesuaizn prosedur pertengaban tabun agar mencapal hasil
maksimal dan pengendalian keuangan.

Tabap terakhir adalah audit dan evaluasi yaitu melakukan verifikasi
terhadap pelaksanaan anggaren dalam bentuk-bentuk soperti program azudits,
Brnancial audit, laporan akuniabilitas, dan penpungkapan olch publik Judblic
disciosure). Siklus penganggaran harus disesuaikan dengan kalender anggaran vang
telah ditetapkan oleh pemerintah, Proses penyusunan anggaran yang baik dan tepat
waktu akan menghasilkan oufcomes yang optimal.

Proses penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi dan proses
mangiemen. Prosss akuntansi karena penyusunan anggeran merupakan  studi
mekanisme, prosedur merakit dats, dan format anggaran, Proses manajemen karens
penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran tiap kepala unit/satuan kerja
dalam peloksanaan program atan bagian dari program dan penetapan pusat-pusat

pertangguogiawaban.
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Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagalmanapun
juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakokan dimasa mendatang. Pemikiran
strategis diseliap organtsasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang
pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran
masa mendatang, Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi
eksternal, manajemen gkan didorong untuk menyusun stategl. Pemikiran strategis
manajemen, dircalisast dalam berbagai perencanaan, dan proses infegrast keselurvhan
i didukung prosedur penganggaran organisasi .

Dialam proses pecyusunan angparan harus dapat mengkomunikasikan
tujuan organisasi, alokasi sumber daya, memberikan feedback, dan motivasi bagt
pegawai.  Anggaran disusun harus sesval dengan kebutuhan, Konsisten dengan
strulctur organisas! dan somber daya yang dimiliki. Kepiatan dalam proses ind
menciptakan tujuan, rencana kegiatan, identifikasi sumber data dan sumber daya,
mengecek  sarana/fasilitas, menyusun  prakiraan, analisa  kendala/hambatan
berdasarkan pengalaman di masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan, Hal ini
merupakan proses vang sangat kompleks.

Adz enam fahapan proses penyusunan anggaran menurut Shim, Jae K dan
Siepel (2005 ;92 :

1. Setting whjectives, dalam hal proses penyusunan anggaran adalah penting
menjadikan tujuan sebagai hal yang paling menentukan mengapa anggaran
tersebut diperlukan,

2. dAnalyzing available resources, kemudian analisa jumish sumber daya yang
dimitliki perlu untuk menyeimbangkan keterscdiaan sumber daya yang ada
dengan output yang akan dihasilkan.

3. Negofioting o estimaie budget components, tujuan yang telah ditetapkan
dinegosiasikan dengan komponen-komponen anggaran yaitu sumber-sumber
penerimaan ataupun pengeluaran,

4 Coordinating and reviewing componerss, serta dilekukan koordinasi dan

review kembali terhedap komponen-komponen tersebut.
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5. Obtaining final approval, pada akhirmmya proses penyusunan anggaran tersebut
harus mendapatkan persemjuan dari legislatif.

& Distributing the approved budget pendistribusian hasil penyusonan anggaran
kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, departemen teknis untuk
dilaksanakan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan serta agar
dapat dipertanggungjawabkan.

Dari enam tahapan tersebut menunjukan bahwa dalam prosesnya suwatu
anggaran harus membual estimasi umek semua komponen anggaran, menywsun
rekomendasi, melakukan revisi jika diperlukan, menyetujui atan menolak hasil
penyusunan bagi legislatif scbelum dilaksanakan. Kesuksesan proses penyusunan

anggaran membutuhkan kerja sarma selurub level dalam organisasi.

2.4.  Proses Pelaksanaan Anggaran

Masa berlakunya anggaran merupakan tnhun anggaran dalam rangka realisasi
pencapaian tujuan sefizp program atau target yang disnggarkan, baik untuk anggaran
rendapatan manpun belanjanya. Aspek-aspek teknis administratif dalam proses
pengelolaan anggaran berada pada proses pelaksansan angyaran ini. Schingga proses
pelaksanaan anggaran merupakan tahap ntama sikios anggaran, Peran dominan dalam
proses pergelolaan anggaran dalam proses ini, secara teknis penganggaran berada
pula pada Menteri Keuangan.

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal ferpenting vang harus diperhatikan
oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntasi dan
sistern pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2002 :72). Belanja Negara di dalem
APBN merupakan batas' tertinggi untuk tiap jemis pengeluaran, oleh karema it
pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak tersedia di APBN.
Selain itn juga tidak diperkenankan melakulkan pengeluaran selain dari tojuan
diadakannya belania tersebut {Arif dkk, 2002 :42}.

Pelaksanaan anggaran dilakukan untuk :

Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



34

(1) Memastikan bahwa anggaran akan dilaksanakan sesual dengan kewenangan
yang diijinkan secara hukum pada aspek keuangan dan kebijakan;

(2) Menyesuaikan pelaksanaan anggaran bagi perubahan yang sigaifikan di dalam
linglcungan ekonomi makro;

{3} Memecahkan kembali permasalalmn-permasalahan yaog muncul selama
pelaksanaan;

(4) Mengelola perlengkapan dap menggunakan sumber daya secara efisien dan
efektif.

Sistern pelaksanaan anggaran mempunyat 3 {tiga) sasaran utama dart sistem
pembiayaan publik, yailu ©

1} Pengawasan jumiah biaya;
2} Stratepi pengalokastan sumber daya, dan
3) Efisiensi pelaksanaan operasional. Dan prosedur pelaksanaan anggaran
harus dapat memastikan bahwa sasaran kevangan diselenggarakan dengan
efektf dan para managjer tunduk pada anggaran yang disahkan aieh'
fegisiatif (S8chiavo-Campo dan Toramasi, 1999 : 143-144;.
Pelaksanaan anggaran belanja dilaskukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan pada Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN, vaitu

a.

15

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebuiuhan teknis vang
disvaratkan.

Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan setiap
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nasional.

Anggaran Berbasis Kineria

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya,

Berbagal variasi dalam sistemn penganggaran pemerintah dikembangkan eotuk
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melayani berbagai tujuan termasuk gusa pengendalian  keuangan, remcana
manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungiawaban kepada publik.
Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai
alat pengukuran dan pertangpongjawaban kinerja pemerintah,
Pengangparan berbagis kiverja merupakan metode penganggaran bagi
mangiemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituanpkan dalam kegiatan-
kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaisn hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut ditvangkan dalam
target kinerja pada setiap unit kerja, Sedangkan bagaimara (ujuan o dicapai,
dituangkan dalam program, ditkuti derngan pembiayaan pada setap tingkat
pencapaian tujuan,
Program pada anggaran berbasiz kinerja didefinisikan sebagai instumen
kebijakan yang berist sato atau lebih keglatan yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapal sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan magyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapal kinerja tabunan. Dengan kata
[ain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merepakan rencana operasional dari
Renstra dan anggaran tshunan merupskan komponen dari anggaran berbasis kineria.
Elemen-clemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis
kinerja adalah ©
1} Tujoan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
2y Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapatan kinerja dapat
diandalkan dan kopgisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biays dengan
prestasinya,

1) Penyediaan informasi secara terus mencrus schingga dapat digunakan dalam
manajemen perencanagn, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagat fakior pemicu keberhasilan
implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, adalah :

1)  Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.

2} Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
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3} Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu
dan orang).

4}  Penghargaan {reward) dan sanksi (punishment) vang jelas

3} Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Dalam menyusun anggaran berbasis kineria perlu diperhatikan antara lain

prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis

kinerja dan peranan legislatif.

1.  Prinsip-Prinsip Penganggaran -

)

2)

3

Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajiken informas: yang jelas mengenal tujuan,
sasaran, hasil, dan manfaat yang dipercleh masyarakat dari suatu kegiatan
atau proyek yvang dianggarkan. Angpota masyarakat memiliki hak dan akses
yang sams untuk mengetahul proses anggaran karena menyaogkut aspirasi
dan kepentingan mesyawakat, terulama pemenuhan kebutuban-kebutuhan
hidop  masyarakat, Masvarakat juga berhal  uniuk ;ncnmizzt
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anpgaran fersebut.
Disiplin anggaran

Pendapatan yang dircocanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan
belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi
pengeluaran belamja, Pengangparan pengeluaran harus didulung dengan
adanya kepastian tersedianya peperimaan dalam jumilsh vang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek vang belum/tidak tersedia
anggarannya. Dengan Kata lain, babwa penggunasn setiep pos anggaran
harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang divsulkan

Keadilan anggaran

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil
agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi
dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pemeriniah pada

hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.
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4} Efisiensi dan efektivitas anggaran
Penyusunan anggaran hendakanya dilakukan berlandaskan azas efisiensy,
tepat  guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya  dapat
dipertanggungjawabkan, Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan
sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan
yang rmaksimal unink kepentingan masyarakat.
5} Disusun dengan pendekatan kinerja
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutarnakan upaya
pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau
input yang telab ditstapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar
dari biaya atan input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu
menumbuhkan profesionalisme kerja di settap organisasi keja yang terkait.
Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diwratkan di atas,
Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci
tentang penganggaran sebugal berikut:
1). Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah
Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang
menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanmaan  dan
penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber
daya agar lebih rssionsl dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan vaog optimal dan
Iebih efisien.
Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian
di masa yang =skan datang dalam penyedizan dans untuk membiayai
Pada saat yang sama, harus pula dihitang implikasi kebijakan baru tersebut
dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Cara ini juga
memberikan peluang untuk melakukan analisis apakah pemerintah perlu
melakukan percbahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan
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program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan bam dapat
diakomodasikan.
2).  Penerapan penganggaran secara terpadu
Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara
terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperfukan sebagai
bagian upnya jangka pamjang untuk membawa penganggaran menjadl lebih
fransparan, dan memudahkan penyosunan dan pelaksanzan anggaran vang
berorientasi kineria. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir
kineria program, sangat penting untuk memperiimbangkan biava secara
keseluruhan, baitk vang bersifat invesiasi maupun biaya vang bersifat
operasienal.
3). Penerapan penganggaran berdasarkan kinegja

Pendekatan ini memperjelas tujuan daa indikator kineria sebagal bagian dari
pengembangan  sisten  penganggaran berdasarkan kinerja, Hal ini akan
mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan somber daya
dan memperkuat proses pengambilan keputusan fentang kebijakan dalam
kerangka jangka menengah. Rencana kerga dan angparan (RKA) yvang disusun
berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang
sehesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleb karena
itn, program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD harus
diarahkan untuk mencapai hasil dan keluzran yang telab ditetapkan sesuval
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau rencana Kerja Pemerintah

Daeral (RKPD).
2.  Aktiviias Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbagis Kinerja
Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasie kineria adalab

mendapatkan data kuantitaif dan membust keputusan penganggarannya. Proses

mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk mempercleh informasi dan pengertian
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tentang berbagal program yang menghasilkan output dan outcome vang diharapkan.
Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagatmana manfaat setiap
program terhadap rencana strategis. Proses pengambilan keputusan huarus melibatkan
setizg level dari manajemen pemerintzhan, Pemilihan dan prioritas program yang
akan dianggarkas akan sangat tergantung pada data tentang targst kinerja vang
diharapkan dapat dicapai.

3, Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran

Alckasi anggaran setiap program di masing masing unit kerja pada akhimya
sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif’ dan cksekutif. Prioritas dan
pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kega dihasilkan setelsh melalui
koordinasi diantera bagian dalam lembaga eksckufif dan lepislatif. Dalam usaha
mencapai kesepakatan, seringkall keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran
menjadi fieksibel dan longgar namun dengan adanya Analisis Standar Belanja (ASB),

alokasi anggaran menjadi iebih rasional.

2.2.1  Kebijakan Publik (Public Policy)
4. Drefinisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik meropakan cabang dai disiplin ilmu polittk yang
‘berkembang pada pertengahan tahun 1960, Merurut pendapat Edward Il dan
Sharkansky dalam Islami (1984:18), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah
apa yang pemerintah kataken dan dilakukan, atan tidak dilakukan. Pendapat tersebut
juga senada dengan Dye yang mengartikan “public policy is whatever governments
chovse to or not te de”. Definisl ini dibvat oleh Dye dengan menghubungkan pada
beberapa definisi fain darl David Easion, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Fredrich,
Easton menyebutkan kebijakan publik sebagai “Kekuasaan mengalokasi nilai-nilai
untuk masyarakat secara keseluruhan,” yang mengandung konotasi fentang

kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat.
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Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya dapat mencakup seluruh
masyarakat kecuali pemerintah, Sementara Laswell dan Kaplan melibat “Kebijakan
sebagal sarana untuk mencapai tujuan dan sebagai program yang diproyeksikan
berkepaan dengan tujuen, nilai dan prakiek™ (q projecied program of goals, values,
and practices). Fredrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan
adaleh adanya tujuan (goaf), sasaran {ohjective), atav kehendok (purpose} (Abidin,
2004:20-21).

Sedangkan Jenkins (1978:15) mendefinisikan kebijskan pubbk sebagai
berikut ;

Public policy is a set of interreiated decisions taken by a political actor or
group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving
them within the power of this actors fo achieve.

{Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh seseorang politisi
atau kelompok politik berkaitan dengan tujvan ferientu dan cara-cara
mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut masih dalam batas
kewenangan kekuasaan pelakn politik tersebut).

Dart definisi-definist tersebut dapat disimpulkan babrwa kebijakan publik
ferdiri atas unsur pemerintah pembuat kebijakan, program-program afau rangkaian
kegiatan atau tindakan tertentu untuk meneapai tujuan tertentu. FPemerintah sebgai
pembuat kebijakan berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang
dihadapi dan membuat kebijakan yang divancang uniuk menangani keadaan di masa
mendatang.  Adapun  kebijakan publik mempskan pilthan pemerintah  untuk
mengerjakan sesuatn atau tidak mengerjakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan
bagi kesejshteraan masyarakat,

Menurut Dunn (2000:98) agar suatu kebjjakan dapat berjalan secara efekiif,
sebelum dilakukan perumusan kebijakan haruslah terlebih dahule dilakukan analisis
kebijakan vaitu sumam aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik.
Kemuwdian aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagal proses pembuatan kebijakan
{policy making process). Dalam melakukan analisis kebijakan, terdapat tiga
pendekatan, yang dapat diketabul dengan pertanyaan yang diajukan, yaitu :
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I. Pendekatan empiris, dengan bentuk pertanyaan adakah dan akankah ada
{fakta). Dalam hal ini, tipe informasi yang dibutuhkan adalah deskriptif
dan prediktif,

2. Pendekatan valuvatif, dengan bentuk pertanyaan apa manfaatnya (nilai}.
Palam hal ini, tipe informasi yang dibutubkan adalgh valuatif,

3. Pendekatan normatif, dengan bentuk pertanyaan apakall yang harus
diperbuat {aksi). Tipe informesi vang diburohkan adalah perspektif,

Selanjutnya Dunn (2000:110-123) mengatakan ada tiga bentnk analisis
kebijakan, vaitu

1. Analisis kebijakan prospektif, vakni berupa produksi dan frapsformast
informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan  dilmplementasikan
genderung mencil cara beroperasinya para ckonom, analisis sistem den
peneliti operasi.

2. Analisis kebijakan retrospektif, yakni sebagai penciptaan dan transformasi
informasi sesudah akst kebijakan dilakukan.

3. Analisis kebijakan terintegrasi, vyakni bentuk analisis  yang
menghkombinasikan gaya oprasi para praktisi yang menaruh perhatian pada
penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan
kebijakan diambil.

Analisis kebijakan adalab bagian dari sistem kebijakan. Suvatu sistem
kebijakan menczkap hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu kebijakan
publik, pelaku kebijekan dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik dibuat cleh
badan-badan pemerintah yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang seperti
perdagangan, perindustrian, Kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pelaku kebijakan
antara lain kelompok warga negara, perserikatan burub, partai politik, dan agen
pemerintah, Lingkungan kebijakan adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian
di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengarubi oleh pembuat
kebiiakan dan kebijakan publik.
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Gambar 2
Tiga Elemen Sistem Kebijakan

AN

Pelako
kebiiakan

Lingkungan
Kebijakan “ Publik

3

Kebijakan

Suinber : Themas R. Dye diadaplasi oleh dunn 2000:110)

b. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan, terdapat beberapa tahepan dalam pelaksanaanya.
{Cochran dan Malone (1999:39-52) sevts Dunn (2000:24) membaginya dalam Hima
tnhapan yaifu :

1]

Identiftkasi masalah dan penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih menempatkan masalah pada agenda publik
untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis
penyebab-penyebab masalgh dan memetakan tujuan-tujvan,

Formulasi kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
disertai Jengan peramalan akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya
kebijakan tersebut di masa akan datang.

. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi harus didukung oleh mavoritag
legislatif atau konsensus dari sermua pihak yang terkait,

Implementasi kebijakan

Kebijakan vang telah diadopsi dilaksanakan oleh vnit-unit administrasi
yvang menggerakkan sumber daya,
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5. Evaluasi kebijakan
Evaluasi dilakukan untuk menifai apakah pelaksanaan kebijaksn sesuai
dengan persyaratan dan apakah tujuan telah tercapai. Evaluasi juga
menyumbang pada klarifikasi dan keitik terhadap nilai-nilal vaog
mendasari kebiiakan serta membantu penyesuaian dan perumusan
kembali masalah.

Secara garis besar Bromley (198%:32.33) membagt 3 (liga) fingkatsn dalam
proses kebijakan yang disusun berdasarkan hierarki seperti pada gambar 3. Susunan
higrarki proses kehijakan mulai dari tingkatan teratas sampail deogan tingkatan
terendah berturut-turut adalah policy level, organizationa! level, dan operarional
level,
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Dari gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Policy Level

| \

%

Institational Arrangement

l

Organizational Level

Institutional Arrangement

Operational Level

1

Patterns of interaction

Outclm@x

1

Agsessment

Sumber : Bromley, 1989:33

Pertama : policy level, pada tingkat ini pernyataan mengenal tujuan nasional
diformulasikan  oleh pihak legsilatif dan  selanjuinva pihak  eksekutif
mengaktualisasikan  tujuan ke dalam  peraturan-peraturan  yang mendukung
terlalsananya kebijakan tersebut.

Kedua : organizational level, pada tingkat ini ditetapkan organisasi atau departemen

teknis sehagai pelaksana untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut,
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Ketiga : operational level, pada lingkat ini persturan-peraturan dijabarkan secars
teknis untuk dapat diimplementasikan oleh unit pelaksana yang berhubungan
langsung dengan masyarakat dan stakeholders. Terjad! interkasi antar berbagai pihak
yang ctrkait. Wujud dari interaksi tersebut akan menghasilkan keluaran {(owipt) dan
dampak (curcome). Selanjuilnya untuk menyempurnakan kebijakan diperlukan
penilaian {assessment) terhadap policy leve! dan organizationdd level berdasarkan

pertimbangan dampak yang terjadl.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik
a, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan poblik vang telah disyahkan, tidak akan bermanfaat, apabila
tidak diiniplemetasikan, Hal ini disecbabkan karena implementasi kebijakan publik
berusaha untnk mewnjudkan kebiiakan publik yang masth bersifat absteak ke dalam
realita nyata.

implemetasi kebijakan publik {(public policy tmplemantattion) merupakan
salah satu tahapan dari proses kebijakan publik {(public policy precess). Menurut
George C. Edwards I (1980:13 Implementasi Kebijakan scbagai berikut :

Policy implemerntation, as we have Seen, is the stage of policy making berween
the establishment of policy-such as the passage of a lzgisiative act, the issuing
of an executive order, the handing down of @ judicial decision, or the
promudgdtion of a regulatory rule-and the conseguences of the policy for the
people whom i gifects.

{Sepertl yang dapat kita libhat, implemetasi kebijakan, adalah suatu tabep
proses pembuatan kebijakan antara pengesahan kebijakan seperti bagian dari
kegiatan perabentukan wundang-undang, penerbitan peraturan pemerintah,
proses pengambilan  putusan  pengadilan, afau  penjabaran persturan
perundang-undangan dan kongekuensi kebijakan terhadap orang-orang yang
terkait).

Sedangkan menurut kamus Webster dalamn Wahab {1921:50) kebijakan
publik diartikan “to provide the means for carrying out {menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu); fo give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat
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terhadap sesuatu)”. Implementasi berari menyediakan sarana untuk melaksanakan
suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Mazmanian dan Sabatier menyebutkan bahwa “Implementation is the
carrying out of a basic policy decisio, usually incorporated in a statue but which can
also take jorm of important executive orders or court decision. Ideally that decision
identifies the problem (3) to be addressed, stipulates the objective (s} to be pursued,
and. in a variety of ways, "structures” the implementation process. The process
normally runs through o mumber of stages beginming with passage of the basic
stawiute, followed by the palicy outputs {decisions) of the implementing ugencies, the
complicnce of target groups with thouse decision, the actyal inpacis-both intended
and wiintended-of those oulpuis. the peorceived impacts of agency decisions, and
Sfinally, importamt revisions {or uaifempted revisions) in the basic stuiute”
(Mazmanian, etal, 1983:20-21). Penpertian implementasi tersebut dapat diartikan
bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang
biasanya dilakokan dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintab maupun
keputusan eksekutif maupun badan peradifan. Biasanya leputusan fersebui
mengidentifikasikan masalah yang dibadapi, tujuan yang ingin dicapai, dan strukiur
dari proses implementasi, Proseg ini normalnya melewati berbagal tahapan yaitu
pengeluaran peraturan Jdasarnmya, ditkuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana,
dampak aktual, dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya,

Selanjuinys Van Meter dan Van Hom mengemukakan bahwa mplementasi
diarttkan sebagai “those getions by public and private individuals {or groups) that
are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This
includes both one fime efforts to transiorm decisions info operational terms, oz wells
as continuing efforts to achieve the large ond small chonges mandated by policy
desicions (1975:14) atau dapat diartikon bahwa implementasi diartikan sebagal suatu
tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu {atau
kelompok) swasta, ysng diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada

suatu saat berusaha untuk mentrasformasikan keputusan menjadi pola operasional,
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serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun
yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu,

Dengan demikian berdasarkan definisi implementasi kebijakan publik yang
dikemukakan diatas, maka penulis hanya akan membshas faktor-faktor vang
mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintahan serta dampak dari

penerapan implementasi lersebut.

2.2.3 Model-Maodel Implementasi Kebijakan Publik
A} Model George €. Edwards I {1980)

Edwards T (1980:9-10) mengatakan ada empat fakior atau variabel uiama
vang periu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan yaitu : komunikasi
{commuyrication, sumber-sumber (resources), diposisi atau sikap (dispositions or
attitudes), dan straktue birokrast (bwreauecratic struture).

a. Komunikasi (commpumnication)

Agar implementasi kebijakan efektif maka pihak yang bertanggung jawab
dalam implementasi kebijjakan barus mengetahui denpan jelas apa yang harus
dilakukan, Petunjuk atau perintah untuk irmoplementasi kebijakan harus diteruskan
kepada personil yang tepat dengan jelas, akurat dan konsisten, Perintah harus secara
jelas menerangkan kapan dan bagsimana suatu program dilsksanakan. Berbagai
petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh kontradiktif agar pelaksana mudah
untuk mengikutinya {George C. BEdwards 1, 1980:17).

Proses implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh
kejelasan dengan mana standar dan tujuan dicantumkan dan dikomunikasikan kepada
para pelaksana (implementors) secara Kkonsisten dan akurat (accwracy ond
consistencyy. Maka dapat distmpulkan komunikast kebijakan mencakup dimensi ;

i. Dimensi transformasi (frowsmission), mengandung pengertian bahwa
sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatn keputusan, fa harus
menyadari balhwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk
pelaksanaannya ielah dikeluarkan. Namun ada beberapa hambatan yang

timbul dalarn mentransmisikan perintah-perintah implementasi, antara
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lain pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, informasi melewati berlapis-lapis

hierarki hirokrasi, serta persepsi vang selektif dan ketidakmavan para

pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijskan.

Ada beberapa ssluran komunikasi dalam organisasi. Menurui Kasim

(1989:71-77) pada komunikasi formal dapat diidentifikasikan menjadi

tiga yaitu :

a)

b)

Komunikasi ke bawah

Komunikast ini dalabh komunikasi yang berasal dap pimpinan
tertinggl ditujukan kepada pimpinan menengah, kepada manajemen
tingkat rendah dan terus kepada para bawahen, Fungsinya adalah
memberi pengarahan, instruksi, indokdirinasi, evaluasi dan
sebagainya, Makin rendali tingkat hierarkhi makin rinci perintah
atau instruksi yang dikomuaikasikan.

Disamping mengkomunikagikan perintah, komunikasi kebawah
juga berkaitan dengan informasi tentang ftujuan  orgasisasi,
kebijakan, peraturan, insentif, manfaat, halc-hak khusus, umpan
balik dari atasan atas hasil pelaksanaan tugas bawahan dan
schmgainya. Media yang dipakai untuk konmnikasi meliputi rapat,
telepon, memo dan periemuan tatap muka Selain itu dapat jugs
digunakan buletin, poster, papan pengumuman dan sebagainya.
Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan
dan ditujukan ke atasan, biasanya bergerak menurut garis hierarkhd
dalam organisasi. Fungsinya untuk mcngei‘akmi kegiatan-kegiatan
para bawahan termasuk keputusan yang akan dibuat dan bagaimana
prestast kerja {performans).

Bentok komunikast ini meliputi laporan pelaksanaan pekerjaan,
saran-saran, rekomendasi, rencana anggarsn, pendapat keluhan,
permintaan bantuan dan sebagainya. Sementara media yang dipekai
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adalah rapat-rapat, laporan tertulis, memo, telepon, pertemuan
langsung (tatap muka). Disamping itu, dapat digunakan survai,
pertemuan Khusus antara pimpinan dengan pekerja, panitia khusus,
daftar pertanyaan, informan dan sebagainya.
¢)  Komunikasrt lateral

Komunikasi lateral terjadi antara orang-orang vang mendudukin
jabatan yang setingkat dalam struktur organisasi (komunikasi
horizontal) dan antara orang-orang yang mendudukt jabatan yang
berbeda tingkatannya tetapi tidak ada hubungan komando lansung
{koraunikasi diagonal). Komunikast ind texjadl sccara feratur
diantara para pekerja yang bekegasama sebagal safu tim, antara
anggota dart kelompok kerja yang mempunyat tugas yang saling
tergantung, antara tenaga staf dan lini dan sebagainya. Pola
komunikasi vang dipakai adsla pertemuan tatap muka, elepon,
memo, order kerin, dan sebagianya.

Fungsi utamanya adalsh koordinasi dan pemecshan masalah.
Komunikasi Jateral lebih cepat efektif dibandingkan dengan
komunikasi melalui saluran hierarkhi karena komunikasi ini selalu
langsung antava pejabat yang bersangkutan,

2. Dimenst kejelasan {clorify), wartinya kebijakan diimplementasikan
sebagaimana vang diinginkan, mekae petunjuk pelaksana tidak hanya
harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, melainkan juga konnunikasi
kebijakan tersebut barus jelas. Edwards mengidentifikasikan enam faktor
vang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu
kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidek mengganggu
kelompok masyarakat, kurangnys konsensus mengenat thjuan kebijakan,
masgalah-masalah dalam memulal svatu kebijakan baru, menghindan
pertanggungjawaban  kebijakan, dan sifal pembuatan  kebijakan
pengadilan (Edwards, 1980:26).

Linlversitas indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



3.

50

Dimensi konsistensi (consistency), mengandung pengertian bahwa jika
implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka parintah-perintah
pelaksanaan  harus  konsisten dan jelas. Walaupun perintah  yang
disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan,
tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak
akan memudahkan para pelaksana kebyjakan menjalankan {ugasnya
dengan baik. Di sigi lain, perintah implementasi kebijakan vang tidak
konsisten sksn mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang

sangat longgar dalam menafsivkan dan mengimplementasikan kebijakan,

b. Sumber daya {resources)

Petunjuk-petunjuk  dalam melakukan  implementasi  mungkin  telah

diransmisikan dengan jelas, akuraf, dan konsisten, tetapi jika sumber daya yang
dibutuhkan dalam bmplementasi lowang atau tidak tersedia maka implementasi
kebijakan tidak akan efektif (George C. Edwards 111, 198G:11}.

Sumber daya dalam implementast kebijakan antara fain adalah :

1.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya yang paling penting adalah SDM, implementast akan

berjalan efeltif jika jumlah SDM yang tersedia cukup memadai dan

memiliki keterampilan/keahlian, pelatihan dan pendidikan sesuai dengan

standar kualifikasi yang ditentukan,

Menurul Nawawi (2000:10) ada 3 pengertian SDM yaitu

8}  manusia vang bekera dilingkungan suaty arganisasi (disebut juga
pergonil, tenaga kerja, pegawai alau karyawan)

b)  tensi manusia scbagai penggerak organdsasi dalam menwujudkan
eksistensioya.

¢}  potensi vang weropakan aset dan berfungsi sebagai modal {son
material/non finansial) di dalam organisasi bisnis vang dapa
diwujudkan menjadi potensi nyata (real} secara fisik day non fisik

dalam mewujudkan organisasi.
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Menurut Sulistiyani dan Rosidah (20603:9) 8DM  adalah  potensi
manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi
fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang
terakumulasi pada secrang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah
kemampuan seorang pegawat vang terakumulasi baik dari latar belakang
pengetahuan, intclegensi, keahlian, keterampilan dan human relation.
Kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa SDM itu meliputi potensi
yang ada pada dini seseorang pegawai batk fistk maupun non fisik,
Dengan demikian  peleksansan  svatu  kegiatan/kebijakan  sangat
bergantung kepada potensikemampuan atau kualitas serta kuantitas
pegawai yang ada dalam organisast.

Informasi

Informast  vyang relevan dan  cukup tentang  bagaimana cara
mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelasn ataun kesanggupan
dari berbagai pihak yang terlibat dalarn implementast kebijakan tersebut.
Hal yang demikian ini dimaksudkan, agar para pelaksana tidak akan
melakukan suatu kesalaﬁan dalam menginterprestasikan tentang cara
bagaimana mengimplemeniasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut.
Disamping ity untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam
implementasi agar mereka mau mefaksanakan dan mematuhi aps yang
menjadi tugas dan kewajibannya,

Dana

Diperiukan  untuk  membiayal  operasionalisasi  implementasi
kebijaksanaan.

Kewenangan

Diperlukan uniuk menjamin dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang
akan dilaksanaken adalah seswal dengan yang mereka kehendaki.
Pemberian wewenang disesuaikan dengan fungsi dan jabatan setiap

pelaksana.
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5. PFasilitas
Merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi
suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanal, sarsna yang
kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam
implementasi kebijakan.
c. Disposisi atau sikap {dispositions or altitudes)

Disposisi berhubungan dengan kecenderungan/sikap dari pelaksana yang
dipengarehi oleh pandangan dan kepentingan kelompok atau individu dalam
melaksanakan implemeniasi kebijakan. Pada kenyatsannys implementor sering
menggunakan kecenderungan tersebut dibanding mengikuti petunjuk yang telah
ditetapkan dalam kebijakan {George C. Edwards 111, 1980:53).

d. Struktur birokrasi (bureaucratic struture)}

Struktur birokrasi mencakup Standard Operating Procedures (S0OPs) dan
dimensi fagmentation. SOPs berkembang scbagal respon  internal  untuk
mempermudah dan menyeragamkan tindakan sehingga lebih efisien. Tetapl yang
perlu diperhatikan dalam SOPs perlu disesnaikan dengan perababan yang ada
schingga tidak merintangi implementasi.

Dimensi Fragmentation menegaskan bhahwa struktur birokrasi yang
terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya kommmnikasi, dimana para pelaksana
kebijakan akan punya kesempatan yang besar berita/instmuksinya akan terganggu.
Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk
mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu,
akibatnya teriadi ketidekefisienan dean pemborosan sumber daya.

Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur  birokrasi
sehagaimana disebutkan di atas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan
kegagalan implementasi sustu kebijjakan publik. Secara skematis model proses
implementasi kabijakan publik dapat dilihat pada gambar 4 di bawzah ini :
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Komunikasi
& \
urmber dava
+
Implementasi

v

Disposisi

Strakiur Birokras:

b) Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980:8-14) implementasi kebijakan dipengamubd oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya (content of policy and context of pelicy). Isi
kebijakan mencakup :

a.  Pihsk yang kepentingannya dipengaruhi,
Individwkelompok vang bersentuhan  dalam | implementasi
kebijakan mungkin merasa  diuntungkan tetapi  dapal pula
sebaliknya merasa dirugikam. Sehingpa pibak yang merasa
kepentingannya terancam akan melakukan perlawanan.

b, Jenis manfaat vang akan dihasilkan.
Manfaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun terpisah.
Kebijakan yang bermanfaat secara kolektif biasanyva lebih mudah

diimplementasikan.
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Derajat perubahan yang diharapkan.

Derajat perubahan menyanglut perubahan perilaku dari pihak yang
memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat perubahan perilaku
dipengaruhi oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk mencapai
tujuan kebijakan.

Kedudukan pengambil keputusan.

Kedudukan pengambil keputusan terkait dengan jabatan organisast
secara struktural maupun secara geografis.

Pelaksana program.

Keahlian, keaktifan dan ianggung jawab pelaksana program
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya yang dilibatkan.

Sementara konteks implementasinya adalah :

a.

Kekuasaun, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor mempunyai
prosas administrasi pengambilan kepunisan. Masing-masing aktor
mempunyai  posisi  dan  kepenttngan khusus yamg  dapat
menvebabkan konflik kepeniingan melalui sirategi yang digunakan.
Karakteristik lembaga dan penguasa.

Interaksi dalam persaingan akior memperebuikan sumber days,
tanggapan darl pejabat pelaksana dan elite politik dipengaruhi oleh
karakieristik dari lembaga dan penguasa yang terkait.

Kepatuhan dan daya tanggap.

Kepatuhan (compliance) untuk mencapai tujuan kebijakan dan daya
tanggap (responsiveness) adalah msalah yang sangat penting dalam
implementasi kebijakan. Untuk mencapai kepatuhan maka para
pefabat pelaksana harus mendapatkan dukungan dari badan
pelaksana program, elite politik yang terksit dan pihak penerima
manfaat {(beneficiaries). Apabila etrjadi perlawanan dari pihak yang

merasa dirugikan maka peiabat pelaksana harus mampu
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mengalihkan perlawznan tersebut misalnya melalui bargainiag,
penyesuaian (accomodation) dan konflik.

Daya tanggap harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui
informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi
kebiiakan. Daya tanggap terscbut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan,
umpan balik tetapi juga melakukan kontrol {pengendalian) dalam pencapaian tujuan
kebijakan yang telah ditetapkan.

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dapat dilihat dalam gambar
3 dibawsh inl

T uj:an Kebijakan

Melaksanakan kegiatan

Eipengaruhi oleh :

{ay lsi kebijakan :

. Kepeatingan yang dipengarnki

Tipe manfaat

Derajat perubahan yang diharapkan

Letak pengambilan keputusan

Pelaksana Program

Sumber daya yang dilibatkan

{b) Konteks implementasi :

I. Kekuasaan, kepentingan dan
Strategi aktor yang terfibat

Z. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya anggap

S B N

Tujuan yang dicapal
fuan yang dicap Hasil kebijakan ;

a. Dampak pada masyarakat,
individo, kelompok

Program aksi dan )
Proyek individu yang b. Pf-;;lbahan dag ;:snenmaan
Didesain dan dibiayai Dieh masyaraka

Program yang dijalankan
Seperti yang direncanakan?

Mengukur keberhastlan
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¢) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan

hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu

kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan

unttuk merajh kinerja yang tinggi berlangsung dalam antarhubungan berbagai faktor.

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi

kinerja implementasi, yaitu :

1. Variabel utama

d.

Standar dan tujuan

Standar dan tujuan dalam melaksanakan setiap program kebijakan
harus jelas. Pernyataan standar dan tujuan dapat melalui pernyataan
pembuat kebijakan dalam peraturan, maupun peiunjuk pelaksanaan
program

Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia
(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non- human

TESOUrces).

2. Variabel antara

a.

Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Standar dan tujuan kebijakan perlu dipahami dengan jelas oleh
semua pelaksana. Untuk itu diperlukan komunikasi yang akurat,
konsisten dan seragam

Karakteristik badarn/instansi pelaksana

Krakteristik badan pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran staf,
dukungan politik, vitalitas organisasi, derajat komunikasi dan
hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
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Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan dapat diidentifikasi dengan melihat
ketersediaan sumber dava ckonomi, dan dukungan atau penolakan
dari kaum elit, maupun pihak terkait terkait termasuk kelompok
kepentingan swasts.

d.  Kecenderungan dari pelaksana
Terdapat tiga jemis kecenderungan/respon  pelaksana  yang
mempengaruhi kerpampuan dan kemauan untuk melaksanakan
kebijakan, Perrama, pengeiahuan {cognrtion), pemahaman dan
pendalaman  (cormprehention  and  understanding)  terhadap
kebijakan. Kedua, arah dan respon pelaksana apakah menerima,
netral atay menolak {(acceptance, nentrality, and rejection). Ketiga,
intensitas terhadap kebijakan.

d) Model Maniel A. Mazmanian dan Pgsaul A, Sabatier {A Frame Work for
Implementation Analisys) (1983)

Mennut Mazmanian dan Sabatier mda tga kelompok varabel yang
mempengaruhi keberhasilan implementast kebijakan, yakni karakteristik dari masalah
{tractubility of the problems), kavskteristik kebijakan {abilily of stutute to struchwre
implementotion), dan lingkungan kebijakan (uonstatutory variables affecting
implementation (Subarsono, 2008:94-99).
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BAB HI
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis
yang bersifat gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan desain penelitian
mengunakan metode survey sebagai metode pelaksanaanva, dengan pendekatan
melalui skala pengukuran model likert, dimana informasi dikumpulkan dari
responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian survey merupakan
pengumpulan data terhadap sampel. Karena tujuan survey adalah untuk
menggambarkan karakteristik dari sejumlah besar populasi oleh karena itu maka
sampel menjadi isu yang penting dalam survey. Hal ini karena sampel harus dapat
mewakili aiau mencerminkan populasi ( Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih,
2007:60 ).

Selain pertimbangan jumlah sampel, ada beberapa pertimbangan untuk
melakukan penelitian survey. Pertimbangan — pertimbangan itu antara lain :

I. Penelitian survey dapat digunakan untuk sampel yang besar

2. Penelitian survey dapat digunakan untuk mendapatkan informasi/data yang tidak
dapat diperoleh dari sumber lain

3. Dengan kuesioner dapat menghasilkan data/informasi yang beragam dari setiap
responden/individu dengan variabe!l penelitian yang banyak. Hal ini sangat berarti
untuk analisa.

4. Data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi.

Penulis memilih metode ini karepa pertimbangan : a). Waktu, baik untuk
penelitian yang cukup singkat, maupun waktu yang digunakan oleh penulis dalam
melaksanakan tugas-tugas rutin yang menjadi kewajiban penulis; b). Biaya, karena
variabel pepelitian penulis erat kaitannya dengan anggaran yang tersedia; c). Tenaga,
diperlukan tenaga untuk dapat mengolah daia-data penelitian yang cukup banyak dan

bervariasi menjadi informasi yang berguna.
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3.2  Tempat dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Saman Kerjia di lingkungan Sekretariat

Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.3, Pembatasan Penelitian

Masalah yang diteliti perlu dibatasi agar penelitian dapat {ebih terfokus
pada bagian terfentu dari permesalahan yang ditentukan. Penelitian difokuskan
kepada implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal, Sekretariat Jenderal, dengan data-data yang diberikan oleh setiap Kanior
Wilayah dan unit pelaksana teknois di lingkungan Departemen Hukum dan HAM.
Namnn  dikarenakan keterbatusan waktu untuk penelitian maka saya hanya
mengambil populasi dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Tekms saja, dengan
Jumlah populasi 33 Kantor Wilayah dan 705 Unit Pelaksana Teknis.

‘Wawancara mendalam dilakukan dengan setiap orang vang terlibat dalam
pembuat kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM,
diantaranya adalah :

1. Kepala Bagian Peloksanaan Anggaran
2. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

34, Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperfuan analisis data, peniitian ini memerlukan sejumiah data
pendukung vang berasal dari dalam lingkungan biro keuangan dan biro perencanaan
Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawangara dan kuesioner,
&, Penvebaran koesioner

Teknik dengan penyebaran kuesioper digunakan untuk menggali atau
mengumpidkan data tentang persepsi responden terhadap implementasi kebijakan
angparan berbasis kincria. Kuesioner ini berist perianyaan yang dirancang untuk
mengukur variabel dengan skala Likert. Skala Likert berbentuk kuesioner digunakan

untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang temtang
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fenomena sosial. Skala likert dikembangkan dengan asumsi bahwa instrumen
derpikian akan memudahkan pengumpulan data, karena dalam wakin yang relatif
singkat dapat segera dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini
kuesioner digunakan untuk mempertajam analisis data hasil penelitian kualitatif dan
digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dart wawancara.

Menginim atau menyebar daflar pertanyaan untuk mengurmpulkan data dari
populasi atau responden yang terlibat dengan materi penelitian, Dalam penelitian ini
telah diletapkan secaras spesifik oleh penelii yang selanjutnya disebul sebapal
variabel penelitian. Variabel yang akan divkur dijabarkan dalam indikator. Indikator
dijabarkan meniadi butir-pertanvaan di dalam kuesioner setiap variabel. Kuesioner
digunakan untuk mengetahui tanggapan atau persepsi dari responden yang diajukan.
Kelemahan metode i terletak adanya unsur yang tidak disadari vang tidak dapat
diungkapkan. Dalam skala likert jawaban responden mempunyar tingkatan dacl
sangat positif sampai dengan sangat negatif. Kuesioner yang digunakan adalah closed

guestion dengan alternatif jawahan dan skor dart setiap jawaban tersebut adalah :

Alternatif jawaban dengan 5 gradasi Skor setiap iawaban dari
pilihan pertanyaan
Sangat Tidak Sefuju |
Tidak Setuju p
Ragu — Ragu 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Terhadap jawaban dari responden kemudian dibuat persentase (%), dimana
persentase yang paling besar dianggap sebagal Jawaban yang memungkinkan untuk
digunskan sebagal unsur penilaian dan kemudian dipersepsikan.
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Kuesioner ini terdiri dari empat aspek yaitu :
1) Aspek samber daya
Kuegioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards 1, yang terdiri dari
indikator :
2.  Staf/ Tenaga Pelaksana
b, Informasi
¢.  Wewenang
d.  Fasilitas Fisik
Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentsk shale fikers, dimulai dar
jawaban sangat tidak sefuju, tidak setuju, ragu — ragu, setiu, dan sangat setnjuo.
23 Aspek komunikasi
Kuesioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards 111, vang terdiri dari
indikator
#.  Transmisi
b.  Dimensi kejelasan {clariiy)
¢.  Dimensi konsistenst (consisteicy)
Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skaio likert, dimulai dan
Jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu - ragu, setuju, dan sangat setuju,
3} Aspek sikap/disposisi
Kuesioner ini mengacu kepada teori George €. Edwards I, yang terdiri dan
indikator :
a.  Sikap dari para pelaksana
b. Pandangan kepentingan kelompok atau  individu dalam
melaksanakan implementasi kebijakan
Kuesioner dalam penelitian inl menggunakan bentuk siala likert, dimulai dar
jawaban sanget tidak setujn, tidak selujy, ragu - ragy, setujy, dan sangat setuiu.
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4} Aspek struktur birokrast

Kussioner ini mengacu kepada teori George C. Edwards I1, vang ferdin dari

indikator
8.  Standard Operating Frocedures {(SOPs)
b, Penvebaran Tangpung Jawab

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bentuk skala lkers, dimulai dari

jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu — ragy, setuju, dan sangat setoju.
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Tabel 3.1

Konsep Operasional

Variabel Indikator Sumber data
Primer
1. Komunikasi Kuisioner dan Wawancara
s Transmisi Pendistribusian informasi kebijakan ABK
Jalinan Komunikasi antara unit Pembina denga Satker
e Kejelasan Pemahaman maksud dan tujuan kebijakan ABK

* Konsistensi

Konsultasi dalam menghadapi permasalahan
Konsistensi Informasi

2. Sumber Daya
¢ Staf/Tenaga
Pelaksana
¢ Informasi
e Kewenangan
¢ Fasilitas Fisik

Kuantitas

Kualitas

Pemahaman

Kewenangan petugas

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kuisioner dan Wawancara

3. Sikap/Disposisi

Kuisioner dan Wawancara

s Sikap e Tanggung Jawab
= Perhatian terhadap petugas
¢ Ketaatan
¢ Komitmen » Pemeberian dukungan
* Kedisiplinan
¢ Pengiriman data dukung
4, Struktur Birokrasi Kuisioner dan Wawancara
+ SOP e Petunjuk Teknis
¢ Pelaksanaan kewenangan
s Penyebaran ¢ Efisien dan efektifitas koordinasi
Tanggung jawab | e Bentuk struktur organisasi
» Keseragaman

Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009

63



a4

b, Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Selanjutnya jawaban-jawaban
dari responden dicatat atau divckass. Teknik wawancara yang digunakan dalam
penelitisn ini adalah wawancara berstrulctur. Hal ini berarti kalimat dan vrutan
vang dinjukan harus mengikull pedomean. Pedoman wawancara dibuat agar
pertanyaan dapat disampaikan secara sistematis dan tidak menyimpang dari tujvan
penelitian,

Dalam peuelitian inl, wawancara dilakukan dengan cara direkam
bardasarkan penduan wawancars. Wawancara dilakukan dengan mendstangi
informan scoars pribadi atau berdasarkan kesepakatan dengan informan.

Wawancara dilakukan dengan dua orang pejabat yang ada di lingkungan
Sekretariat Jenderal. Dipilihnya dua orang pejabat karena mereka merupakan
pembuat kebijakan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

3.5,  Popalasi dao Sampsl

Dalasm penelitian ini, populast dan sampel merupakan suatu cara untuk
mendapatkan data kuantitatif sebagai bahan pemahaman atau pendukung dari
penielasan yahg bersifat deskriptif untuk mendapatkan informasi yang lebih
mendalam, Menurat pendapat Arfkunto (1998:117) tentang populasi dan sampel
adalah sebagai berikut :

“Jika kita hanya akan mengliti sebagian dari populasi, maka penelitian
tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atan wakil
populasi.  Dinamakan  sampel apabila kita bermaksud untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan
menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai
sesuatu yang berlaky bagt populasi.”

Populasi dalam penelitian inf entuk mengetahui implementasi kebijakan
anggaran berbasis kinerja pada Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Departemen
Hukum dan HAM, Yang salah sste penychabnya dalam penyusunan dan
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pelaksanaan anggaran adalah belum sepenuhnya dilakukan sesual dengan kousep
Anggaran Berbasis Kinerjs.
Populasi dalam penelitian inl adalah populast terbatas karena sumber
data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.
Teknik untuk mengukur sampel, pencliti memakal Simple Random
Sampling menggunakan rumus dari Tare Yamane yang dikutip oleh Rakhmat
(1998:82) sebagai berikut .

N
ni
N+ 1
Keterangsn . n = fumiah sampel
N = Jumlah populasi
d2 = Presisi yang ditetapkan

Diketahui jumlah populasi pejabat kantor wilayah dan unit pelaksana
teknis yang ierlibat langsung dalam Kkegistan peayusunan anggaran dan
pelaksanaan anggaran i ingkungan Departemen Hukum dan HAM scbesar N =
738 pejabat dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10%, maka jumiah
sampelnya

738

n=
(738). (0,1 + 1

n = §8 responden

Sesual dengan hasil perhitungan diafas, maka pengambilan sampel pada
kantor wilayah scbanvak 33 peiabat di kantor wilayah dan 705 peiabat di unit
pelaksana teknis diambil secara random dengan mengambil 10 % dari jumlah
pejabat di kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yaitu sebanyak 88 responden.

Berdasarkan sifatnya, populasi dalam penelitian ini dapat dikatakan
sebagai populasi homogen vaitu sumber datanya memiliki sifat yang sama

sehingga tidak perfu mempersoalkan jumishnya secars kvantitatifl Teknik
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pengambilan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling yaitu
pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa

memperhatikan strata dalam anggota populasi tersebut.

3.6. Metode dan Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pemrosesan data akan menggunakan bantuan
program SPSS 16.0 (Statistical Package jfor Statistical Science). Untuk
menganalisis jawaban-jawaban responden akan dipakai statistix deskriptif. Selain
itu, statistik deskriptif juga dipakai untuk mendeskriptifkan obyek yang diteliti
melalui data sampel seperti apa adanya. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian
akan disajikan dalam bentuk tabel karena dianggap lebih efisien dan komunikatif.
Rentang kriteria dalam menganalisis total skor rata-rata dari setiap variabel
dengan cara menjumlahkan total skor rata-rata lalu dibagi empat sesuai dengan

jumlah variabel lalu didapatkan kriteria dari analisis tersebut.

Skor | Rentang Kriteria /{ Perhitungan Rentang Skala
gradasi jawaban Rentang Kriteria
1 Sangat Tidak Baik . I 1-15
2 Tidak Baik 2 2-29
3 Sedang 3 3-3.9
3 Baik 4 4-4.9
4 Sangat Baik 5 5
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BAB IV
GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

4.1. Sejarah Umum Departemen Hukum dan HAM
Berdasarkan Kepotusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.OD-PR.U7.10 Tahun 2007, tanggal 20 April 2007, Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupaksn saleh satu unsur

peleksans pemerintah yang berada di bawah dan berianggung jawab kepada Pregiden.

Tugas Pokok dan Fungsi
Departemen Hukum dan Hak Asasi Mamusia Republik  Indonesia

mempunyal tugas imembante Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas

pemeriotaban dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas

tersebut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl menvelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a.

Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebiiakan
teknis dibidang hukum dan hak asasi manusia;

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
Jawsabnya;

Pengawasan atas pelaksanazn tugasnya;

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden,

Susanan Organisasi
Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari ;

a,

Sekretariat Jenderal;

b, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

Universitas indonesia
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umuin;

e o

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
Direkiorat Jenderal Imigrasi;
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;

BOogR @

Inspekterat Jerderal;

Badan Pembinaan Hukurm Nasional;

bk v
r

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Flak Asasi Manusia;

—.
]

k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukumn dan HAM; dan
l. Staf AhH.

4.2, Visi dan Misi Departemen Hulinm dan Hak Asasi Manusia

Visi Deparfemen Hukum dan HAM

"Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam

rangka tegaknya Supremasi Hukwmn dan HAM untuk menunjang tercapainya

kehidupan masyarakat yang aman, rekun, damai, adil, dan sejahtera”.

‘Misi Departemen Hukam dan HAM

i
2,

NV AW

Menyusun perencanaan hukum;

Membentuk, menyempumakan, memperbabarui hukum, dan peraturan
perandag-undangan;

Melaksanskan penerapan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum;
Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum;

Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum;

Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat;
Meningkatkan dan memantapkan jaringar dokumentasi dan informasi
hukum Nasional;

Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan

penghormatan hak asasi manusia;
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9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;

10. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum;

11. Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang
inovastif dan mventif;

12, Meningkatkan sarana dan prasarana hukum,

4.3, SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat  Jenderal mempunyai  tugas  melaksanakan  koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian  dukungan administrasi
Departemen. Dalam melaksanan tugasnya tersebut, Sekretariat Jenderal

menyelenggarakan fungsi |

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dil ingkungan
Departemen;

b. Penyelengparasn pengelolaan administrasi umum uatuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;

¢. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Deparemen lain,
Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;

d. Pelaksansan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri darh
Biro Perencanaan:
Birg Kepegawaian,

Biro Keuangan;

oo oo o

Biro Perlengkapan;
Birg Hubungan Magsyarakat dan Hobungan Luar Negeri;

»

3ire Umum.,
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4.4. BIRO KEUANGAN

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolsan

koordinasi, den pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

fungsi :

Dalany melaksanakan tugasnya tersebut, Bire Keuangan menyelenggarakan

a. Penyiapan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Departemen:

b. Pembinaan, pengelolaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Departerncn;

¢. Penyusunan dan perumusan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksaan
Anggaran (DIPA}) Departemen;

d. Penyusunan Revisi DIPA Departemen;

e. Pelaksansan pengeluaran keuangan Departemen;

£ Pelaksanaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (8PP} dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Departemen;

g. Pelakssnaan urusap perbendsharaan dan peneta usahaan administrasi
keuangan Departermnen;

h. Pelaksansan akuntansi dan penyusunan Laporan Kevangan Deparfemen;

i. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kevangan,

j. Pelaksanaan penyelesaian kerugian niegara,;

k. Pelaksanaan urusan tata usaha bire keuangan.

Biro Keuangan terdiri dari:

a
b.

e.

£

. Bapgian Pelaksanaan Anggaran;

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Kenangan;

Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar;
Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

Kelompek Jabatan Fungsional,
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Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Depariemen, Penyusunan dan perumusag

pelaksanasn DIPA, Revisi DIPA seria bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas lersebut, Bagian Pelaksansan Anggaran

menyelenggarakan fungst :

a. Penyiapan pelaksansan APBN Departemen;
b, Penyispan penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA;
Penyiapan revisi DIPA;

Boo

Penyusunan dan revisi petunyuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
DIPA:
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdirt dari :

a.

Subbagian Pelaksanasan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penylapan
bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,
revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta
pelaksanaan binbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Direkiorat
Yenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
dan Inspektorat Jenderal serta Kantor Wilayah Departernen Hukum dan Hak
Asasi Manusia di Jawa Barat, Banten, DKI Iakarta, Jaws Tengah, DI
Yopyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai fugas melakukan penyiapan
bahan peleksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,
revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta
pelaksanaan bimbingan feknis pelaksamaan anggaran untuk Unit Direktorat
Administrasi Hokum Umum, Dirgktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi
Manusia dan Badan Penclitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
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Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan
Lampung.

¢.  Subbagian Pelaksanaan Anggaran I} mempunysi tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,
revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA serta
pelaksanaan bimbingan teknig pelaksanaan anggaran untuk Unit Direklorat
Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta
Kantor Wilayal Departemen Hukum das Hak Asasi Manusis di Kalimanta
Barat, Kalimantan Tengah, Kalinantan Sefatan, Kalimantan Timur, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

d.  Subbagian Pelaksanaan Anggaran IV mempunyal tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,
revisi DIPA, peryusunan petunjuk pelaksanaan dan petunink teknis DIPA serta
pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran untuk Unit Sekretaniat
Jenderal dan Buadan Pembinaan Hukum Nasiopnal serta Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah, Sulawest Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontale, Nusa
Tenggara Tirnur, dan Nusa Tengpara Barat.

Rencana Strategi Biro Keusngan Tabun 2005-2009
Dalam rangka meleksanakan tugas dan fungsi Biro Kepangan telah
ditetapkan visi dan misi.

Visi:  Terwujudnya aparator Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang profesional dan menjunjung tinggl moralitas
dengan mendayagunakan samber daya secara efislen dan efektif,

Misi: Melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan kevangen di
lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

indonesia,

Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



Tujuan dan Sasaran

Palam rangka meocapai visi dan misi tersebut, Biro Keuangan menetapkan

tujuan dan sasaran vang akan dicapai, yaitu

Tujuan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum dan

administrasi.

Sagsaran :

1.
2.

Tersusunnya target PNBP Departernen Hukum dan HAM tahun 2606,
Terhimpunnya dalg pepawal, sarsnaz dap prasarana  dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
Surat Rincian Alokast Anggaran (SRAA) dan DIPA tahun 2000;
Tercapainya perubahan anggaran dalam hal revisi/porgeseran/pencairan dan
cadangan dana ABT {(Anggaran Belanja Tambahan};

Tercapainya penyelesaian kasus-kasus kerugian negara;

. Melaksanakan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Departemen;

Melaksanakan wurusan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan
Departemen serta penyiapan data realisasi pelaksavaan anggaran;
Melaksanakan penviapan pembinaan pengelolaan  perbendaharaan
dilingkungan Departemen;

Melaksanakan pembukusn dan penyusunan  perhitungan anggaran
Departemen serta verifikagi terhadap pelaksanaan anggaran;

Monitoring faporan realisasi anggaran belanja dan PNBP Departemen
Flukum dan HAM tshun 2006, sumber data dari SSBP, SPM, SPP, dan
SPzh;

10. Tercapainys penvusunan laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM

tahup 2006 yang tepat .waktu dengan mempergunakan aplikasi Sistem
Akuntansi Instansi (SAI);

1. Penerapan SAI pada unit Akuntansi Kuasa Pengpuna Anggaran (UAKPA),

Unit Akuntansi Pembante Pengguna Anggaran Wilayah {UAPPAW), Unit
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Alnymtansi Pembantu Pengguna Anggaran Esclon I (UAPPAE), dan Unit
Akuntanst Pengguna Anggaran (JAPA)

Kebijakan dan Program
Kebijakan :
Membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan
Departemen Hukum dan HAM RIL
Program:
Rumusan prograin tahun 2006 dan penyebarannya kedalam bentuk
kegiatan dapat diterangkan sebagi berikut
Program Perencanaan Hukum;
Program Pembentukan Hukum;
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum;
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
Program Penepakan Hukum dan HAM:
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
Program Pendidikan Kedinasan;
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

R T O S

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan;

10. Program Peningktan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nagional,

11. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK;

12. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;

13. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lLembaga Penegak
Hukum Lainnya;

14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak,

4.5. BIRO PERENCANAAN
Sementara itu Bagian Penyusunan Program dan Anggaran (PPA) sendir

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanean, program dan
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anggaran serta pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan departemen.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian PPA menyelenggarakan fungsi

a,

b.

C.

d.

koordinasi penyusunan perencanaan, program dan anggaran;

kengelolaan, pengolahan dan analisis data;

penyusunan rencana strategis yang melipufl rencang permnbangunan jangka
panjang, rencana  pembangunan  jangka  menengah  dan rencena
pembangunan tahunan;

pelaksanman pemberian bimbingan teknis perencanaan departemen,

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri dari :

a,

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran 1 mempunyai tugas
meilakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penvusiman rencanasirategis, Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapstan das  Belanja Negara (RAPBN)
Departeraen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan teknis
perencanaan di lingkungan Unit Direkforat Jenderal Peraturan Perndang-
undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat lenderal
serta Kaotor Wilayah Departernen Hukum dan Flak Asasi Manusia di Jawa
Barat, Banten, DK Jakarta, Jawa Tengah, DI, Yogyakarta, Jawa Timur dan
Bali,

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran 11 mempunvai fugas
melakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis dats, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penyiapan hahan penyusunan rencana strategis, Nota
Kevangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{RAPBN} Departemen, pembabasan anggaran dan pemberian bimbingan
teknis perencanaan di lingkungan Unit Direlttorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Direktorar Jenderai Hak Asasi Manusia, dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Rian, Jambi, Bengkuly,
sumatera Selatan, Kepulanan Bangka Belitung, dan Lanpung.
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Subbagian Penyusonan Program dan Anggaran {II mempunvai tuges
melakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusunan rencana,
prograim dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan renicana sitategis, Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) Departemen, pemhahasan anggaran dan pemberian bimbingan
leknis perencansan di lingkungan Unit Dircktorat Jenderal Tmigrasi,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan
Irian Jaya Rarat.

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV mempunyai tugas
melakukan pengelolaan, pengolaban dan analisis data, penyusunan rencana,
program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN} Departemen, pembahasan anggaran dan pemberian bimbingan
telaug perencanaan di lingkungan Unit Sekretariat Jenderal, dan Badan
Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawes
Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur,
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Gambar 6

Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM
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Gambar 7
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
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4.6 FPROSES PENGANGGARAN

Anggaran memiliki  tshapan-tahapan yang berulang sefiap periodenya.
Tahapan-tahapan tersebut sebagat berikut -

+  Penyusunan RAPEBN (Prepuration}

Tahap ini dimulal dengan dikelsarkannya Surat Edaran Menteri Kouangan vang
ditujukan kepada para pimpinan Departemen dan Ketua Lembaga Negara yang berisi
permintasn untuk menyerahkan rancangan anggaran organisasinya. lazimnya, surat
edaran ini dikeluarkan setiap bulan Mei atau Juni sebelum tahun anggaran dimulai
sehingga tiap punpinan  diberl waktu kurang lebih  enam  bulan  untuk
mempersiapkannya.

Setiap pimpinan departemenflembaga negara menyerahkan rancangannya
kepada menteri keuvangan untuk dibahas bersama-sama dengan Bappenas dan
dilimpun menjadi RAPBN. RAPBN ini kemudian diajukan kepada DPR. Dalam
penyusunan RAPBN, maka setiap pimpinan departemen/lembaga  hendaknya
memperbatikan gikius penyusunan anggaran.
¢  Pengesahan RAPBN {Ratification)

Setelah menerima RAPBN, DPR membahas rancangan terscbut bersama-sama
dengan pemerintah,  Dalam pembahasan tersebut, DPR dapat menpolak maupun
menyetujui rancangan tersebut. Apabila DPR menolak maka dipakailah APBN tahun
sebelurnya sedangkan bila RAFBN disetiui maka presiden akan menetapkannnys
menjadi UU APBN pada tanggal 1 April tahun anggaran,

o Pelaksanaan APBN (Inplementation)
Yang menjadi kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan APBN adaiah
a.  Penerimaan dan/atau penagihan untuk pendapatan dan pembiayaan.
b, Pengeluaran dan/atay  pembayaran  untuk  pembelanjasn  dan
pembiayaan
Pelaksanaan APBN tidak terlepas dari pengadaan, baik barang meaupun jasa.

Pada kegiatan pengadaan ini ada peraturan yang kemudian membatasi siapa yang
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berhak melakukan pengadaan, dari siapa, dengan perantaraan siapa, spesifikasi
barang dan jasa vang disetujui, serts apa saja dokumen-dokumen yang dibutibkan
untuk melaksanskan pengadasn yvang tepat guna dan tepat administrasi. Kegiatan
kedua dari pelaksanaan setelah pengadaan tentu saja adalah pembayaran. Tak dapat
dibayangkan apabila pengadaan tidak dipasangkan dengan pembayaran, Sama seperti
pengadaan, pembayaranpun memiliki proseduc-prosedur vang difkati. Uang vang
telah diangpackan tidak sekaligus diserahkan kepada pimpinan secara lumpsum (utuh)
namun diberikan secara bertahap seswal dengan kebutuhan dan permintaan. Ha
sebabnya diperlukan dokumen-doknimen yang harus dipenuhi agar pembayaran dapat
dilakukan secara tepat wakiu dan tepat sasaran.

«  Pertanggongiawaban AVPBN (Heporifing and Evaleation)

Tzhap ini adalah (ahap ferakhin sekaligus yang mengawali siklus anggaran. Di
dalamn tahap ini, pelaksanaan anggaran dievaluasi dengan kriteria-kriteria antara lain
kesesnaian dengan prosedur, kesesuaian dengan anggaran, kelertiban pencatatan dan
fain sebagainya. Bagian dari pertanggungiawaban ini melibatkan tshap verifikast
seria akuntansi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2

Tabel 4.1 Siklus Waktu Proses Anggaran

Tahun

afslalrle sl TizIs|a]s el [Blelmmiliialalala|e]z [ 8]8 [w]ix]iz!

e

200405

) 7/
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Tahap Jangka Waktu
A. PENYUSUNAN 6 Bulan
B. PENGESAHAN 3 Bulan
C. PELAKSANAAN 12 Bulan
D. PERTANGGUNGJAWABAN 6 Bulan

sumber : Modul Diklat Jarak Jauh Anggaran Departemen Hukum dan HAM tahun
2005. Tim Penyusun Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Hukum dan HAM.

Hal.24
Gambar 4.2 Proses anggaran

Shdus-Anggaran Negara
Akuntabilitas

Pemyusunar -
Anggaran FPelaksanaan Anggaran Anggam“n

.| PeRerimaan/|.
Pendapalen .
Pencatatan
1 Sistim
: i Pengeiuarary Akutansi
Pembahasan -h- {-Belanfa Laparan
Anggaran g - Keuangan
- | Fﬁengadaan ) -
R & . . . Barang & '
- - . Jasa =
Penetapan L
Anggar:m ) -
Pernbayaran =

: Txansaksi

i

Universitas Indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



BAB YV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Hasil Penelitian

Untuk memperoieh gambaran obyek yang diteliti, berikut ini akan disajikan
deskripsi data tentang jawaban responden atas butir-butir pertanyaan yang ada di
dalam daftar kuesioner penelitian. Data hasil penelitian berikut ini diperoleh dari
wawancara terhadap 2 orang pejabat sebagai narasumber dan penyebaran kuesinoner
terhadap 88 responden dilingkungan Sekretariat Jenderal Depariemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Dalam penyajian data hasil penelitian ini, diuraikan berbagai aspek antara
lain ; pertama, profil narasumber dan responden. Data ini digunakan untuk
menggambarkan karakteristik narasumber dan responden sehingga dapat memahami
kebijakan yang diambil dalam pengimplementasian anggaran berbasis kinerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua,
menyajikan tentang hasil perhrtungan dengan menggunakan distribusi frekuensi
mengenai  pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja dilihat dari
implementasi  kebijakan, aspek komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan
struktur birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia

5.2. Karakteristik Narasumber dan Responden

Peranan narasumber dan responden sangat penting, yaitu sebagai sumber
informasi / data dalam penelitian. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan
analisis dalam mengkaji implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja saat ini di
lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.

Seperti diketahui narasumber dalam penelitian ini berjumlah 2 orang

narasumber pejabat yang terdiri dari Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, dan

Universitas Indonesia

82

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



83

Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggarsn pada Sekeratariat Jenderal dan
Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia.

5.3. Variabel Hasil Kuisioner
a.  Aspek Komunikasi
Tabel 5.1
Indikater Maksud dan Tujuan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja

No Frequency | Percent Valid | Comulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 80
2 | Tidak setuju 16 182 18.2 261
3 | Ragu—Ragu 46 52.3 52.3 78.4
4 | Setaju 18 21.6 21.6 100.0
S | Sangat Setuju - - -
& | Total 88 1000 100.0
Rata-rata 2,82

Sumber ; Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Dilikat dari tabel 3.1, ternyata ketika ditanyakan tentang maksud dan tujuan
kebijakan anggaran berbasis kinerja, 2 responden menjawsh sangat tidak setuju ( 2.3
% ), 16 responden menjawab tidak setuiu { 18.2 % ), 46 Responden menjawab ragu-
ragu { 52.3 % ), dap 19 responden menjawab setuin ( 21.6 % ). Apabila dilihat dari
skor rata-rata, maka nilai skor 2.82 berada pada kriteria tidak baik,

-
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Tabel 3.2
Indikator Informasi tentang Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kineria
Ne Frequency | Percent Valid | Comulative
peroent pereent

1 | Sangat tidak setuin 4 4.5 4.5 5.7
2 | Tidak setuiu i$ 17.0 17.0 22.7
3 | Ragu ~ Ragu 42 47.7 47.7 705
4 | Setuiu 24 273 27.3 9%.7
5 | Sangat Setuju 2 2.3 2.3 100.0
& | Towl 38 100.0 1H00.0

Rata-rata 3.02

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti}

Berdasarkan tabel 5.2, diketahui bahwa, 4 responden menjawab gangat tidak

setuju ( 4.5 % ), 15 responden menjawab tidak setuju { 17.0 % ), 42 Responden

menjawab vagu-rage ( 47.7 % ), dan 24 responden menjawab setuju

(273 %), 2

responden menjawab sangat setujn ( 2.3 % ). Apabila dilibat dari skor rata-rata, make

nilai skor 3.02 berada pada krileria sedang, indikator ini sangat pertu ditingkatkan

karena dengan informaesi yang jelas akan berdampak positif ferhadap keberbasilan

implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja

Tabel 5.3

Indilkeator Komunikasi Sather dengan unif pembina
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent pereent
1 | Sangat tidak setuju 4 4.5 4.5 4.5
2 | Tidak setuju 25 284 28.4 33.0
3 | Ragu-Rapu 31 35.2 35.2 68.2
4 | Setuju 25 28.4 284 96.6
5 | Sangat Setuju 3 34 34 1000
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 2.9%

Sumber : Hasil Penelitian (Diolal Peneliti)
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Berdasarkan tabel 33 ketika ditanya fentang komunikesi anfara satker
dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai pembing pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja selama ipi tidak mengalami hambatan sehingga pembinaan yang
dilakukan kedua Bire tersebut berjalan lancar ternyata 4 responden menjawab sangat
tidak setju { 4.5 % ), 25 responden menjawab tidak setuju { 28.4 % ), 31 responden
menjawab mgu-ragu { 35.2 % }, 25 responden menjawab setwju { 28.4 % ), dan 3
responden menjawab sangat setuju ( 3.4 % ). Apabila dilibat dari skor rata-rata, maka
nifai skor 2.98 berada pada kriteria tidak baik. Berarti selama ini komunikasi antars
satker dengan unit pembina tidak berialan lancar sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi daripada implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Tahel 5.4

Indikator Konsultasi Satker dengan Unit Pemnbina
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 4.5
2 1 Tidak setuju 20 22.7 22.7 27.3
3 | Ragu - Ragn 13 14.8 42.0 42.0
4 | Setuiu 42 47.7 47.7 89.8
S | Sangat Setuju 9 10.2 10.2 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 234

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.4 ketika ditanya tentang satker selalu berkonsultasi
dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran
berbasis kineria setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan anggaran
berbasis kinerja ternyata, 2 responden menjawab sangat tidak setju (2.3 %), 20
responden menjawab tidak setuju ( 22.7 % ), 13 responden menjawab ragu-ragu
( 14.8 % ), 42 responden menjawab setuju { 47.7 % ), dan 9 responden menjawab
sangat setuju { 10.2 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka pilai skor 3.34
berada pada kriteria sedang.
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Tabel 5.5
Indikator Informasi tentang penyusnnan dan pelaksapaan anggaran
e Frequency | Percent Valid | Camulative
percent percent
| | Sangat tidak setuju & 6.8 6.8 13.6
2 1 Tidak setuiu 25 8.4 284 42.0
3 1 Ragu - Ragu 21 239 235 65.9
4 | Sctuiu 26 29.5 20.5 93.5
3 1 Sangat Setuju 4 4.5 4.3 100.0
& | Total 88 100.0 1000
Rata-rata 2.76

Sumber : Hasil Penetitian (Diclah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.5 ketika ditanya tentang informasi / pelatihan tentang

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara konsisten

ternyata & yesponden menjawab sangat tidak setuju { 6.8 % ), 25  responden

menjawab tidak setuju ( 28.4% }, 21 responden menjawab mga;mgu {23.9%),26

responden menjawab setuju ( 28.5 % ), dan 4 responden menjawab sapgat sefuju
(4.5 % ). Apabila dilibat dari skor rata-rata, maka nilai skor 2.76 berada pada kriteria

‘tidak baik. Berarti informasi / pelatihan tentang penyusunan anggaran dan

pelaksansan anggaran tidak dilakukan secara konsisten.
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b.  Aspek Snmber Daya

Tabel 3.6

Indikator Jumish Pegawai untuk mendukong
pelaksanaan anggaran berbasis Kineria

87

No Frequency | Percent | Valid Cunzulative
percent | percent
1 | Sangat tidak setuju 8 4.1 2.1 0.1
2 1 Tidak setjn 30 34.1 34.1 432
3 | Rapu- Ragu 20 22.7 2.7 65.9
4 | Setuyju 27 30.7 307 96.6
53 | Sangat Setuju 3 3.4 34 100.0
6 | Total 28 100.0 100.0
Rata-rata 2.85

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Peneliti)

Dan tabel 5.6 ketika ditanya tentang jumlsh pegawai di bagian penyusunan

anggaran Jdan bagian pelaksapsan anggaran telah memadal untuk mendukung

pelaksanaan anggaran berbasis Kinerja ternyata 8 responden menjawab sangat tidak

setuju { 9.1 % ), 30 responden menjawab tidak sefuiu

{ 34.1 %), 20 responden

menjawab ragu-ragu { 22.7 % ), 27 responden menjawab sctuju { 30.7 % ), dan 3

responden menjawab sangat setuju { 3.4 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka
nilai skor 2.85 berada pada kriteria fidak baik. Berarti Jumlah pegawai untuk

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja belum memadai  sehingga

dibutuhkan penambaban jomish pegawai di bagtan ini,
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Tabel 5.7

Indikator SDM telah memahami tentang implementasi

anggaran berbasis kinerja

B8

No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent percent
I | Sanpat tidak setuju 4 4.5 4.5 5.7
2 | Tidak setuju 22 25.0 250 30.7
3 {Rago- Ragn 24 27.3 27.3 580
4 I Setuju 31 352 352 93.2
S | Sangat Sewju 6 6.8 5% 100.0
6 | Total 88 160.6 16066
Rata-rata 3.11

Sumber : Hasil Penelitian {Diolah Penelity)

Berdasarkan tabel 3.7 ketika ditanya fentang SDM di bagian penyusunan

anggaran dan bagian pelaksanean anggaran telah memahami tentang implementasi

anggaran berbasis kinerja ternyata 4 responden menjawab sangat tidak sefuju

(4.5 % ), 22 responden menjawab tidak setuju { 25.0 % }, 24 responden menjawab

ragu-ragu ( 27.3 % ), 31 responden menjawab setuja { 35.2 % ), dan 6 responden

menjawab sangat setuju { 6.8 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor

3.11 berada pada kriteria sedang. Berarti SDM di bagian penyusunan anggaran dan

pelaksanaan anggaran telah cukup memahami tentang implementasi anggaran

berbasis kinerja.
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Tabel 5.8

39

Indikator kuslifikasi SDM dalam mengimplementasikan
anggaran berbasis kinerja

No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 4 4.5 4.3 4,5

2 | Tidak setuju 13 14.8 148 19.3

3 {Ragu—Ragn 22 25.0 250 443

4 { Setuju 42 47.7 47.7 82.0

| 5 | Sangat Setuju 7 8.0 8.0 106.0
6 | Total 38 100.0 100.0

Rata-rata 3.40

Sumber : Hasil Penelitian (Diwlah Peneliti)

Dari tabel 5.8 ketika ditanya tentang SDM petugas Ji bagian penyusunan
anggaran dan bagian pelaksacaan anggaran telsh memillld kualifikasi yang

diperlukan umink mengimplementasikan anggaran berbasis kinerje temyats 4

responden menjawab sangat tidak setuju { 4.5 % }, 13 responden menjawab tidak

setju { 14.8 % ), 22 responden menjawab ragu-ragu { 25.0 % ), 42 responden

menjawab setuju ( 47.7 % ), dan 7 responden menjawab sangat setuju ( 8.0 % ).
Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.40 berada pada kriteria sedang.

Tahel 5.9

Indikator pesgefahuan SDM tentang
anggaran berbasis kineria

No Frequency | Peresmt | Valid | Cumulative
percent percent

I | Sangat tidak setuju 6 6.8 6.8 6.8
2 | Tidak setujn 5 37 5.7 12.5
3 | Ragu-— Ragu 27 30,7 30.7 43.2
4 | Setuju 46 52.3 52.3 95.5
5 | Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0
& | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata 342

Sumber : Hasil Perelitian (Diolah Penelit)
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Berdasarkan tabel 5.9, 6 responden menjawab sangat tidak setuju {68 % ),
5 responden menjawab tidak setuju { 5.7 % ), 27 responden menjawab ragu-ragu
( 30.7 % ), 46 responden menjaweb setyju { 52.3 % ), don 4 responden menjawab
sangat setuju { 4.5 % }. Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.42

berada pada kiiteria sedang.

Tabel 5.10
Indikator sumber dana
No Frequency | Percent § Valid | Cumulative
pereatil perceni

1 | Sangat tidak setuju 0 0 0 0
2 1 Tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3
3 | Ragu -~ Ragu 4 4.5 4.5 6.8
4 | Setuiy 45 51.1 511 580
5 | Sangat Setuyju 37 42.0 42.0 100.0
6 | Total 88 100.0 10001
7 | Rata-rata 4.33

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Dlari tabel 5.10 ketika ditanya fentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
dibutuhkan sumber dana vang memada ternyata 2 responden menjawab tidak setuju
(2.3 % ), 4 responden menjawab mgu-ragn ( 4.5 % ), 45 responden menjawab setuju
( 51.1 % ), dan 37 responden menjawab sangat setaju { 42.0 % ). Apabila dilthat dari
skor rata-rata, maka nilai skor 4.33 berada pada keiteriz baik berarti dalam

pelaksansan anggaran berbasis kinerja membutuhkan sumber dana yang memadat.
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Tabel 5.11
Indikator sarana dan prasarana
No Frequency | Percent Valid | Commlative
pereent percent
1 | Sangat tidak setuju & 8.8 5.8 8.0
2 | Tidak setuju 23 26.1 26.1 34.1
3 | Ragu - Kagu 27 30.7 30.7 64.8
4 | Setuju 29 33.0 33.0 977
5 | Sangat Setuju 2 2.3 2.3 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-raia 2.94

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Peneliti)

Dari tabel 5.11 ketiks ditanya terdang satker telah mempunyai sarana dan
prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
temnyata 6 responden menjawab sangat tidak setuju ( 6.8 % ), 23 responden
menjawab tidak setuju { 26.1 % }, 27 responden menjawab ragu-ragu { 30.7 %),
29 responden menjawab setuju { 33.0 %% ), dan 2 responden menjawab sangal setuju (
2.3 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 2.94 berada pada kriteria
tidak baik berarti satker belum mempurnyai sarana dan prasaran yang memadai untak

mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,
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Aspek Sikap / Disposisi

Tabel 5.12

Indikator satker selaiu mentsati dan melaksanakan ketentnan — ketentuan
dalam pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kinerja

92

No Frequency | Percent { Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 Y D ¢
2 | Tidak setup g 10.2 10.2 10.2
3 ! Ragu - Ragu 19 21.6 21.6 31.8
4 | Betuiu 47 534 53.4 85.2
5 Sangat Setujy 13 14.3 4.8 1060
6 1 Total 38 106.0 100.0
7 | Rata-rata 3.73

Sumber : Hasi! Penelitian {Diolah Penciiit)

Berdasarkan tabel 5.12 | ¥ responden menjawab tidak setuju ( 10.2% }, 19

responden menjawab ragu-ragu { 21.6 % ), 47 responden menjawab setujn { 53.4 % 3,

dan 13 responden menjawab sangat setuju { 14.8 % ). Apabila dilihat darci skor rata-

rata, maka nilal skor 3.73 berada pada kriteria sedang berarti satker selalu mentaati

dan melaksanakan ketentuan-kefentuan yang telah diatur dalam  pelaksanaan

implementasi anggaran berbasis kinegia,

Tabel 5.13
Indikator pengiriman laporan tepat wakin
Na Frequency | Percent | Valid | Cumulative
pereent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 0 0 0
2 1 Tidak setuju 10 11.4 ild Iid
3 1 Ragu -~ Ragy 22 250 250 354
4 | Setuju 42 47.7 47.7 84.1
3 | Sangat Setuju 14 15.9 15.9 100.0
6 | Total g8 100.0 100.0
7 | Rata-rala 3.70

Sumber ; Hasil Penelitian {Diolah Peneliti}
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Berdasarkan tabel 5.13, 10 responden menjawab tidak setuju ( 11.4 % ), 22
responden menjawab ragu-ragn ( 25.0 % ), 42 responden menjawab setuju {(47.7 %),
dan 14 responden menjawab sangat setoju { 13.9 % ). Apabila dilihat dati skor rata-
rata, maka nilai skor 3.70 berada pada kriteria sedang berartt satker selalu mengirim

daty dukung dan laporan tepat waktu sesuai dengan jadual yang ielah ditetapkan.

Tabel 5.14
Indikator Pengintegrasian barus didukung oich seluruh satker
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 0 0 0
2 | Tidak setuju 0 0 0 {
3 | Ragu-Ragu 3 5.7 3.7 3.7
4 | Setuju 39 44.3 443 30.0
5 | Sangat Sefuju 44 50.0 580 100.0
6 | Total 38 160.0 160.0
7 | Rata-rata 444

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan fabel 5,14, 5 responden menjawab ragu-ragu {( 5.7 % ), 39
responden menjawab senju { 44.3 % ), dan 44 responden meniawab sangat setuju {
50.0 % ), Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 4.44 berada pada kriteria
baik berarti pengintegrasian antara penyusunan anggaran dan pelaksanasn anggaran
didukung oleh seluruh satker.
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Tabel 5.15
Indikator kesadaran dan tanggung jawab
No Frequency | Percent | Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 0 0 0
2 | Tidak setuju 3 3.4 3.4 3.4
3 | Ragu — Ragu 15 17.0 17.0 20.5
4 | Setuju 35 62.5 62.5 33.0
5 [ Sangat Setuju 15 17.0 17.0 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.93

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.15, 3 responden menjawab tidak setuju { 3.4 % ), 15

responden menjawab ragu-ragu { 17.0 % ), 55 responden menjawab setuju { 62.5 % ),

dan 135 responden menjawab sangat setuju ( 17.0 % ). Apabila dilihat dari skor rata-

rata, maka nilai skor 3.93 berada pada kriteria sedang berarti setiap responden

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran telah melaksanakan tugasnya

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Tabel 5.16

Indikator perhatian pimpinan satker terhadap
implementasi anggaran berbasis kinerja

No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3
2 | Tidak setuju 5 5.7 5.7 8.0
3 | Ragu—Ragu 16 18.2 18.2 26.1
4 | Setuju 52 59.1 59.1 852
5 | Sangat Setuju 13 14.8 14.8 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.76

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5.16 , 2 responden menjawab sangat tidak semju
(2.3 % }, 5 responden menjawab tidak setuju ( 5.7 % }, 16 responden menjawab ragu-
ragn { 18.2 % ), 52 responden menjawab setuju { 59.1 % ), dan 13 responden
menjawab sangat setuju { 14.8 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor
3.76 berada pada kriteria sedang,

Tabel 5,17
Indikator manfaat kebijakan anggaran berbasis kinerja
Na Frequency | Pereent | Valid | Cumulative
pereent percerit

1 | Bangat tidak setuju 0 0 0 0
2 | Tidak setuju 2 2.3 2.3 2.3
3 | Ragu~—Ragu _ 4 4.5 4.5 6.8
4 | Setuju 52 568.1 59.1 65.9
5 | Sangat Setuju 30 34.1 34.1 100.0
6 | Total 88 166.0 100.0
7 | Rata-rata 4.25

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.17, 2 responden menjawab tidak setuju ( 2.3 % ), 4
responden menjawab ragu-ragu { 4.3 % ), 52 responden menjawab setuin (581 % ),
dan 30 responden menjawab sangat setuju { 34.1 % ). Apabila dilihat dari skor rata-
rata, maka nilai skor 4.25 berada pada kriteria batk, maka manfast dan kebijakan

anggaran berbagis kinerja mampu meningkatkan kineria perencanaan daa keuangan,
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d. aspek struktur birokrasi
Tabel 5.18
Indikator pengimplementasian ABK telah ada petunjuk dan SOP
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent percent

1 } Sangat tidak sefuju 0 0 0 0
2 | Tidak setuju 0 0 0 0
3 | Ragu--Ragu 30 34.1 34.1 34.1
4 | Setuju 54 61.4 61.4 95.5
5 | Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0
6 | Total 38 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.70

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5.18, 30 responden menjawab ragu-ragu ( 34.1 % ), 54

responden menjawab setuju ( 61.4 % ), dan 4 responden menjawab sangat setuju

(4.5 % ). Apabila dilihat dari skor rata-rata, maka nilai skor 3.70 berada pada kriteria

sedang, bahwa pengimplementasian anggaran berbasis kinerja telah ada petunjuk

pelaksanaan atau prosedur standar opérast.

Tabel 5.19
Indikator koordinasi dengan mempertimbangkan efesiensi
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent percent

1 | Sangat tidak setuju 0 0 0 0
2 | Tidak setju 1 1.1 1.1 1.1
3 | Ragu— Ragu 13 14.8 14.8 15.9
4 | Setuju 65 73.9 73.9 89.8
5 | Sangat Setuju 9 10.2 10.2 100.0
6 | Total 88 100.0 100.0
7 | Rata-rata 3.93

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 5,19 , menunjukkan 65 responden menjawab setuju
{73.9 % ) bahwa ABK dilaksanakan melatui koordinast dengan mempertimbangkan
efisiensi dalam penggunaan sumber daya vang terbatas. Apabila dilihat dari skor rata
- rata, maka nilai skor 3.93 berada pada keiterin sedang.

Tabel 520
Indikator struktur birckrasi
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
percent pereent
1 | Sangat tidak setu 0 4 0 0
2 | Tidak setuju 7 8.0 8.0 9.1
3 | Regu - Ragu 25 28.4 28.4 37.5
4 | Setuju 51 58.0 58.0 955
5 | Sangat Setuju 4 4.5 4.5 100.0
6 1 Total 38 100.0 100.0
Rata-rata 3.56

Swrnber : Hasit Penelitian (Diolah Penehiti)

Berdasarkan tabel 5.20 , menonjukkan 51 responden menjawab setuju
{ 38.0 % ) bahwa struktur birokrasi yang ada sudah tepat didalam mendukung
pelaksanaan  implementasi anggaran berbagis kinerja sedangkan 7 responden
{ 8.0 % ) menjawab tidak setuju. Apabila dilihat dart skor rata ~ rain, maka nilai skor
3.56 berada pada kriteria sedang,

Tabel 5.21
Indikator koordinasi dalam melasksanakan kebijakan
No Frequency | Perceni | Valid | Comulative
percent percent
1 | Sangat tidak setuiu 0 0 0 : 0
2 | Tidak setuju ) G 0 O
3 | Ragn--Ragu 2 2.3 2.3 34
4 | Setujn &0 68.2 68.2 71.6
5 | Sangat Setuju 25 28.4 284 160.0
6 | Total 88 100.0 100.0
Rata-rata 4,22

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Berdasarkan tabel 521 , menunjukkan 60 responden menjawab setuju
{ 68.2 % ), sedangkan 25 responden { 28.4 % ) menjawab sangat setuju, bahwa
anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui koordinasi agar terdapat keseragaman
dalam melsksanakan kebijakan. Apabila dilihat dari skor reta — rata, maka nilai skor
4.22 berada pada kriteria baik.

Tabel 5.22
Indikator keordinasi guna memperkecil kesalaban
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
pereent percent
I i Sangat tidak setuju 0 3 0 0
2 i Tidak setuju 0 4 8 4
3 | Ragu— Ragu 4 4.5 4.5 5.7
4 | Setuju 62 70.5 70.5 76.1
5 | Sangat Setuju 21 239 239 100.0
& | Totd 88 100.0 100.0
Rata-rata 4.15

Sumber : Hastl Penelitian (Diolal Penelii)

Berdasarkan tabel 522 , menunjukkan 62 responden menjawab setiju
{ 70.5 %), sedangkan 21 responden ( 23.9 % ) menjawab sangat setuju, bahwa
anpggaran berbasis kinerja dilaksangkan melalui koordinast guna memperkecil
kemungkinan terjadinya kesalahan, Apabila dilibat dari skor rata — rata, maka nilai
skor 4.15 berada pada kriteria baik,
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Tabel 5.23
Indikator kewenangan tidak fumpang tindih
N Frequency | Percent Vaiid | Cumnlative
peroent percent
1 i Sangat tidak setuiu & 0 0 0
2 1 Tidak setnju 4 4.5 4.5 5.7
3 | Ragu-—Ragu 18 20.8 20.3 26.}
4 | Setnjun 52 59.1 39.1 85.2
5 | Sangat Setuju 13 14.8 14.8 100.8
& | Total 8§ 190.0 100.0
Rata-rala 3.80

Sumber © Hasil Penelitian {Diolah Peaeliti}

ragu-ragy, 52 responden menjawab setuju { 39.1

Berdasarkan tabel 523 | menunjukkan 18 responden { 20.5 % ) menjawab

% ), sedangkan 13 responden

{ 148 % ) menjawab sangal setuju, bahwa kewenangan yaug dimiliki responden

untuk melaksanakan anggaran berbagis Kkinerja tidek tumpang tindih dengan

kewenangan responden lainnya. Apabila dilihat dart skor rata — rata, maka nilai skor
3.80 berada pada kriteria sedang.

Tabel 5.24
Indikator kewenangan felah dilaksanakan dengan baik
No Frequency | Percent Valid | Cumulative
pereent percent
1 | Sangat tidak setojn 0 g Q 0
2 | Tidak setuju & 6.8 6.8 3.0
3 | Ragu- Ragu 15 17.0 17.0 25.0
4 | Sefuju 54 61.4 614 86.4
S | Sangat Setuju 12 13.6 13.6 100.0
6 | Total 83 100.0 100.0
Rata-rata 3,78

Sumber : Hasil Penelitian {Diclah Penelit)

Berdasarkan tabel 524 , menunjukkan é responden { 6.8 % ) menjawab
tidak setuju, 15 responden ( 17.0 % ) menjawab rage-rage, 54 responden menjawab
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setuju { 61.4 % ), sedangkan 12 responden ( 13.0 % ) menjawab sangat setuju,
bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada responden penyusunan dan
pelaksanaan anggaran telsh dilaksanakan baik sesuvai dengan tugas yang telah
diarnanatkan, Apabila dilihat dari skor rata — rate, maka nilai skor 3.78 berada pada

kriteria sedang.

5.4. Nilai Total Skor Ratsa-rata Beradasarkan masing-masing Variabel

g Variabel Komunikasi

Tabel 8.25
Variabel Komuanikasi
No PERTANYAAN SKOR TOTAL SKOR
RATA-RATA | RATA-RATA
I {Para peleksana sudah  memahami 2.82
maksud dan tuwan dari  kebijakan
anggaran berbasis kinerja,
2 | Satuan  kerja  telah  mendapatkan 302
informasi tentang pelaksanaan anggaran
berbasis kineria secara jelas.
3 | Jalinan komunikasi antara satker dengan 2.98

Birc Perencanaan dan Bire Keuangan
sebagai pembina pelaksanasn angparan
berbasis kimerizs  berjalan  baik  dan
lancar.

4 | Adanya jalinan konsultasi antara Satker 334
dengan Biro Perencanaan dan Biro
Keuangan apabila Satker menghadapi
kesulitan dalam mengimplementasikan

anggaran berbasis kinerja,
3 | Informasi/pelatihan teniang penyusunan 2.76
anggaran dan pelaksanaan  anggaran
telah dilakukan secara konsisten
Total 14.92 2.98

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Peneliti)
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Tabel 525 menunjuklkan bahwa, untuk variabel komunikasi berkaitan
dengan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja diperoleh skor rata-rata
2.96. Kondisi terselwt mengindikasikan bahwa komunikasi berada pada kondisi tidak
baik. Terutama pada indikator maksud dao tujuan Kebijukan Anggaran Berbasis
Kinerja, Indikator Komunikasi Satker dengan unit pembina Peleksanaan Anggaran
Berbasis Kinerja, dan indikaror infonmusi / pelathan tentang pesyusunan anggaran
dan pelaksanaan angparan telah dilakukan secara konsisten sehingga perlu perbaikan
terhadap indikator — indikator tersebut sehingga komunikasi antara satker dan unit
pembina dapat mendukung implementasi anggaran berbasis kinerja,

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa
aspek kemunikasi memang belum sepenuhinys berjalan dengan baik. Hal ini misalnya
berkaitan dengan maksud dan tujuan anggaran berbasis kinerja. Pada level pimpinan,
maksud dan tyjuan dari anggaran berbasis kinega sudah dipahami akan tetapi pada
tataran satuan kerja belum dapat dipahami secara tepat. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksana Anggaran:

"...Satuan Kenja belum memabami secara benar implementast sistern
anggaran yang sekarang diberlakukan. Hal ini mungkin karena belum
tersosialisasikannya sistem anggaran tersebut.,..”

Hal tersebut senada dengan yang dissmpaikan oleh Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Anggaran;

”...perlu adanya pengkomunikasian terhadsp sistem penyusunan anggaran,
hal ini penting karena masih banyak Satuan Kerja yang belum mampu
mengaplikasikan sistem anggaran yang berlaku...”.

Dikemukakan bahwa komunikasi antar satuan kerja dengan unit pembina
tidak berjalan lancar. Komunikasi yang dilakukan hanya jika ada kebijakan baru dard
departemen keuangan. Unit pembina meneruskan kebijakan baru tersebut kepada
satuan kerja melalui kantor wilayah, Pada sisi lain, pelatihan tentang penyusunan
anggaran dan pelaksanaan anggaran hanya dilakukan pada level pimpinan, sedangkan
pada level satuan kerja belum dilaksanakan secara konsisten.
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Variabel Sumber Daya

Tahel 5.26

Variabel Sumber Daya
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No

PERTANYAAN

SKOR
RATA-RATA

TOTAL SKOR
RATA - KATA

Jumlah pegawai di bagian peryusunan
anggaran dan bagian  peleksanaan
anggaran  ltelah  memadai  untuk
mendukung  pelaksanzan  angparan
berbasis kinedda

2.85

Sumber daya manusiza di bagian
penyustnan anggaran dan  bagian
pelaksanaan anggaran telah memahami
tentang implementasi anggaran berbagis
kinczia

3.1

Kualrfikasi  petugas di  bagian
penyusunan anggeran dan  bagian
pelaksanaan anggaran sudah memadai.

3.40

Pengetahuan  petugas di bagian
penyusunan - anggaran  dan bagian
pelaksanaan anggaran sudah memadai
tentang anggaran berbasis kinerja

3.42

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
dibutuhkan sumber dana yang miemadai

4.33

Satker telah mempunyal sarapa dan
prasarana  yang  nemadal  unfuk
mendukung  pelaksanaan  anggaran
berbasis kineria

2.94

Total

20.05

3.34

Sumber : Hasil Penelitian {(Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 5,26 dapat diperoleh gambaran, bahwa iotal skor rata-rata

yang diperoleh variabel sumber daya adalah 3.34, Kondisi diatas mengindikasikan

bahwa sumber daya i lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan

HAM berada pada kondisi sedang. Tetapi perlu penambaban jumlah pegswai di

bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yvang masih belum memadai
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dan juga perlu peningkatan saranz dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
anggaran berbasis kineria.

Gambaran ientang variabel sumber dava {ersebut ditegaskan kembali
melalul wawancara. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ;

..... dari sisi kuantitas jelas kurang walaupun sebenarnya bisa dikerjakan
tapi tingkat akurasinya dalam hal ketelitian karena hal ini menyanghkut
angka-angky itu yang saya rasakan masih kurang karenz bagaimana tidak
kits satu orang mengerjakan lebih dari 50 satuan kerja vang didalarnya ada
beberapa progrant...”,

Berdasarkan wawancara yang tclah dilakukan dikemukakan bahwa jumliagh
pegawai dianggap masih beifum memadai. Hal ini apabila ditinjau dan beban kerja
vang menjadi tanggung jawab pada bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan
anggaran. Sedanpkan berkaitan dengan kondisl satuan kerja, sarana dan prasarana
pun masih belum memadal, terutama ketersediaan sarana komputer. Hal ini juga
sepertl yang dimgkapkan oleh Kepala Bagtan Pelaksanaan Anggaran

“...sqrana komputer juga menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran.
Jika dilthat dari spesifikasinya, komputer yang tersedia saat sckarang belum
mendukung aplikasi sistemi anggaran. Scharusnva komputer-komputer
tersebut di-upgrade mendukung sistem aplikagi anggaran,..”

Apabila ditinjsu dari tanggungjawab yang harus dijalapkan, sarana
komputer mempunyai peranan yang sangat penting. Karena aplikasi penganggaran

pasti menggunakan perangkat komputer.
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Variabel Sikap / Disposisi

Tahel 5,27

Variabel Sikap / Disposisi

104

No

PERTANYAAN

SKOR
RATA-RATA

TOTAL SKOR
RATA -RATA

Ketentuan dalam implementasi
Anggaran berbasis kinerja selalu diteats
oleh satker

373

Satker mengirim data dukung dan
laporan fepat waktu sesual dengan
jadual yany telah ditetapkan

3.68

Anggaran  berbasis  kinerja  adalah
pengintegrastan  antara  penyusunan
anggaran dan pelaksanasn anggaran
yang harus di dukung oleh selurgh
satker

4.44

Selurub  pegawai baplan penyusunan
anggaran peluksanaan Anggaran
mempunyal kesadaran dan tanggung
jawab yang baik,

Pimpinan Satker mempunyai perhatian
terhadap implementast anggaran
berbasis kinerja

3.76

Kebijakan anggaran berbasis Kinerja
marypu meningkatkan kineria
perencanaan dan kevangan dengan baik

4.25

7

Total

23.79

3.97

Sumber : Hasil Penelitian {Diclah Penaliti)

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh gambaran, hahwa total skor rata-rata
yang diperoleh varisbel sikap/disposisi adalsh 3.97. Kondisi diatas mengindikastkan
bahwa sitkap para pelaksena dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran

berbasis kineria berada pada kondisi sedang.

Berdasarkan wawancars yang dilakukan informan berpendapat bahwa

kebijakan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan

kevangan dengan baik. Kebijakan ini dianggap sebagai sebuah alat vang mampu
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mempermudah proses dan mekanisme perencanaan kevangan. Hal ini sepertl yang
diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran

“...adanya sistem pengangparan berbasis kiverja mampu meningkatkan
kinerja  organisasi, terutama berkaltan dengan perencannan dan
penganggaran. Program dan kegiatan yang direncanskan akan Jebih mudah
diimplementasikan  jika perencanaan yang disusun  didukung  oleh
anggaran....”

Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran:

?_..Perencanaan program dan Kkegiatan sangat berkaitan  dengan
pengaggaran. Penyusunan anggaran yang baik adalah apabila sesual dengan
rencana  yang disusun. Dan  perencansan yang baik  juga  harus
memperhatikan ketersediaar anggaran...”.

Peningkatan kinerja perencanaan keuvangan ini jugs sangat terkait dengan
data dukeng dari satuan keria. Menurot Kepala Bagian Penyusunan Program dun
Anggaran;

”...penyusunan anggaran tidak terlepas dari data yang dikirim oleh Satuan
Kerja. Data-data tersebut menjadi data  dukung  untuk  melakukan
perencanaan  afau  pengalokasian  anggaran.  Yang  serdng  mengadi
permasalahan adalah data dukung fersebut terlambat diterima oleh Biro
Perencanaan atau bahkan Satuan Keria tidak mengirimkan data dukung..”,

Satuan kerjz mempunyai motivasi yang baik satuk mengirim data dukung
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian, kendala
yang sering dihadapi adalal masih sering terlambatnya data dukung vang diterima

oleh unit pembina baik itu di biro keuangan meupun di biro perencanaan.
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Variabel Struktor Birokrasi

Tabel 5.28

Variahel Strukiur Birokrasi

106

No

PERTANYAAN

SKOR RATA
-RATA

TOTAL SKOR
RATA - RATA

Ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur
standar operasional dalam implementasi

3.70

anggaran berbasis kinerja.

Terdapat koordinssi yang efektif dan
efisien dalam implementasi anggaran
berbasis kineria,

3.93

Struktur birokrasi yang ada sudah tepat
didalarn ~ mendukung  pelaksanaan
implementasi anggaran berbasis kineria

3.56

Koordinast merupakan upaya agar
terdapat Reseragaman dalam
implementasi kebijake

422

Koordinasi dilaksanakan ursbik
memperkea! kemungkinan  tedadinya
kesalahan

4.15

Terdapat tumpang tindih kewenangan
dalam Implementasi angparan berbasiy
kinerja,

3.81

Kewenangan  vang felash  diberikan
kepada pegawal penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
telah dilukssanakan dengan baik sesuai
dengan tugas vang telah diamanatkan

3.78

8

Total

27,15

3.88

Sumbrer : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

yang diperoleh variabel

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diperoleh gambaran, bahwa total skor rata-rata

strukhur  birokrast

adalah  3.88.

Kondisi diatss

mengindikasikan bahwa struktur birokrasi yang ada di Sekretariat Jenderal
Depactemen Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran

berbasis kinerja dalam kondisi sedang, Namun perlu peningkatan dalam hal petunjuk
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pelaksana atau prosedur standar operasi sehingge pengimplementasian kebijakean
anggaran berbasis kinerja berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan variabel struktor organisasi, informan berpendapat bahwa
struktur organisasi yang ada sckarang sudak mampu mendukung implementasi
anggaran berbasis kinerja. Menurut Kepala Bagian Pelaksanasn Anggaran;

®,.struktur organisasi tidak ada permasalahan, Bire Perencanaan dan Biro
Keuangan masing-masing mempunyal bidang tugas vyang saling
mendukung. Masing-masing biro menjalankan aktifitas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Dan diantara keduanya mempunyai jalur koordinasi
yang bak. "

Aspek lain vang mendukung pengimplementasian anggaran berbasis kinerja
adalah adanya petuniuk operasional dan strandar operasional prosedur anggaran
berbasis kineria. Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;

”.kita sudah mempunyal standard operasional dalam  penyusunan
anggaran, yaitu sejak proses inventarisasi data dukung, pepyustnan atau
pengaiokasian anggaran hingga pada revisi anggaran. Namun diakui bahwa
standard terscbut seringkali memgpersulit kesja penyusunan anggasan,
terutama ketika terjadi revisi,..”

Tujuan penyusunan Standard operasional precedure adalah mempermudah
penyusunan perencanaan anggaran. Namun pada beberapa  situasi, standard

operasional tersebut justro dianggap sebagai penghambat kinetja.

%5, Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Departemen Hukwm dan HAM

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuvangan negara khususoya dalam
sistem penganggaran telah banyak membawsa perubahan yang sangat mendasar dalani
pelaksansannya. Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Kevangan Nepgara secara tegas telah dinyatakan babhwa Pemerintzh
diwzyibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadn
funified budgelj, kerangka pengeluaran jangka menengah/KPIM Medivem Term
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Expenditure Framework} dan penganggaran berbasis kinerje/ABK{Performance
Based Budgeting).

Menurut Peraturan Pemeriniah Kevangan No. 0242008 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL, disamping menerapkan tiga pendekatan,
dalam anggaran belanja negara, pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3
(tiga) klasifikasi vaitu . klasifikast fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi
ekonomi atau jcnis belanja.  Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas
selanjutnya akan ditvangkan dalam dokumen petencanasn penganggaran yang lebih
dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-
KL} dan dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengranggaran ferpadu merdpakan unsur yang paling mesdasar bagi
peiaksanaan elemen reformasi penganggaran lainmya, vaifu penganggaran berbasis
kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jungka Menengah (KPIM). Dengan kata lain
bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih
dahulu, dengan kata lain anggaran terpadu merupakan prasyarat komponen reformasi
penganggaran lainnya.

Dalam kaitan dengan KPIM, keterpaduan (konsclidast) anggaran belanja
operasional dun anggaran belanja investasi sangat penting karens hanya dengan
mengetahui gambaran keduanya secara terkonselidasi, sebuab unit kerja/unit
organisasi dapat dengan baik mengenali dan menyusun secara teliti implikasi
finansial di tahun-tahtin vang akan datang dari kebijakan yang telah diputuskan sast
ini. Hal ini sangat penting wruk mencapai efisiensi alokasi, terlebih dilihat dari sudut
pandang antar waktu.

Dalam kaitan dengan Anggaran Berbasis Kinerja, keterpaduan (konsolidasi)
anggaran belanja operasional dan anggaran belanja invesiasi juga sangat penting,
karena pada prinsipnya penganggeran berbasis kinerja memberi penckanan pada
upaya untok mencapai tingkat kualifas tertentu daxi produk barang/iasa yang
dihasilkan kementerianflembaga dengan biaya yang terendah. Harga satuan kelvaran

(unit cost of output) skan menjadi salah safu insiruwmen dalam proses penyusunan
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anggaran dan evaluasi kinerja suatu kegiatan. Oleh karena itu, perhitungan harga
satuan keluaran akan menjadi topik yang sangat penting, Perhitungasn harga satuan
keluaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan sumberdaya,
termasuk  gajifepah karvawan yang terlibat dalam proses produksi. Langkah
konsalidasi anggaran menjadi mutlak untuk mengetahwi seberapa besar nilad
keseluruhan sumberdaya yang dikeiola oleh sebuah unit kema dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/iasa.
Penerapan unified budget diharapkan dapat mevujudkan :

a. Satuan Kerja sebagai sato-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab
terhadap asset dan kewgjibannya yang dimilikinya;

b, Alckasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung
kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program
dan kegiatan satvan kerja vang bersangkutan;

e. Adanya mata anggaran kegiatan standar untuk satu jems belanja dipastikan
tidak ada duplikasi penggupaannya, schingga satu owfput tertentu hanya
untuk satu jenis belama,

*Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyatuan anggaran ke dalam format
anggaran terpadu dimaksudkan untuk menghindarkan duplikasi pendansan suatu
kegiatan, Penganggaran ferpadu mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan
anggaran belania pembangunan yang memuat semua keglatan instansi pemerintahaa
dalam APBN. Hal ini merupakan tahapan yang diperlukan sebagal bagian dari upaya
jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan dan efisien.

Anggaran terpadu pada prinsipnya telah mulai dilaksanakan pada APBN
tahun 2005, namun masih perlu beberapa penyempurnaan, antara lain penajaman
penetapan standar biaya, perbaikan kriteria penentuan safuvan kerja bukae struktural,
dan perumusan kegiatan/sub kegiatan agar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian negaraflembaga.

Setelah diberlakukannya kebiiakan anggaran berbasis kinerja, hel perfama
vang harus dilakukan oleh kementrian lembaga negara adalah tidak lagi menyusun
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anggaran dengan membedakan belanja ke dalam anggaran natin dan perobangunan
seperti periode-periode ferdahulu.

Anggaran terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukom dan HAM
pada prinsipnya telah dilaksanakan pada tahun 2005, tetapi pelaksansannya tetap
melaiui dua pintu yaitu melalul Bire Keuangan dan Biro Perencanaan dan baru dapat
dilaksapakan proses penyusunan anggaran secara keseluruhan pada satu kewenangan
yaitu oleh Biro Perencanaan saja sejak tahun 2008,

Berdasarkan Keputusan Menteri Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R
Nomor: M.07- PR.07.18 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Depariemen
Hukum Dan HAM RUI baliwa keseluruhan proses penyusunan anggaran merapakan
tupoksi Biro Perencanaan sedangkan keseluruhan proses pelaksanann apggaran di
bawah kewenangan Biro Kewangan, telapi pada waktu itw  belum dapat
diimplementasikan, sehingpa Biro Keuvangan tetap melaksanakan kegiatan
peryusunan anggaran begitupun dengan Biro Perencanaan sehingga menyebabkan
overiapping pekerjaan penyusunan anggaran.

Sebelum  dikeluarkannya kebijakan penyusunen anggaran seperti yang
dimaksud dalam PP Mo 21 tahun 20604, anggaran disusun ke dalam dua daftar yaita
Daftar Isian Kegiatau (DIK) terdiri MAK anggaran mitin yang berisikan belanfa
pegawai, belanja barang, belanja lain, dan belanja peralanan serta Daftar Isian
Proyek terdirt MAK anggaran pembangunan yang berisikan belanja modal, belanja
penunjang yaog dikenal dengan dusl budeer.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran;

...ya, waktu itu kalau penyusunan anggaran mutin ada di biro keuvangan
sedangkan anggaran proyek ada di biro perepcanaan, sehingga kadang-
kadang apa yang sudah dialckasikan di anggaran rutin ternyata dialokasikan
juga di anggaran perabangunan...”

Dalam kurun waktu diberlakukannya dual budget ternyata memang
merungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran, sebagal contoh dalam satu satker
mendapatkan belanja atau pengadaan komputer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2,
yang sumber pendanaannya dari anggaran rutin dan anggeran pembangunan dalam

satu tahun anggaran untuk satu satker.
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anggaran dengan membedakan belanja ke dalam anggaran rutin dan pembangunan
seperti perfode-periode terdahulu.

Anggaran terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
pada prinsipnya telah dilaksanakan pada tahun 2003, tetapi pelaksansannya tetap
melalui dug pinta yaitu melatui Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan baru dapat
dilaksanakan proses penyusunan anggeran secara keseluruhan pada satu kewenangan
yaitu oieh Biro Perencanaan sala sejuk tahun 2008.

Berdasarkan Keputusap Menter] Peraturan Menteri Hokum Dan Ham R.1
Nomor: M.O7- PR.07.10 Tahun 2005 Teatang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Hukum Dan HAM R balrwa kessluruhan proses penyusunan anggaran merapakan
tupoksi Biro Perencanaan sedangkan keseluruhan proses pelaksanasn angparan di
bawah kewenengan Bire Kevangan, tetapi pada waktu itu  belum  dapat
diimplementasikan, schinpgps Biro Keuangan tetap melaksanakan kegiatan
penyusunan anggaran begitopun dengan Biro Perencanaan sehingga menyebabkan
overlupping pekerjaan penyusunan anggaran.

Sebelum  dikehiarkannya kebijakan penyusunan anggaran seperti yang
dimaksud dalam PP No.21 tahun 2004, anggaran disusun ke dalam dua dafter yaitu
Dafiar Isian Kegiatan (DIK} terdiri MAK anpgaran ratin yang berisikan belanja
pegawal, belanja barang, belanjs lain, dan belanja perjalanan serta Daftar Isian
Proysk terdiri MAK anggaran pembangunan yang berisikan belanja modal, belanja
penunjatg yang dikenal dengan dual budget.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran;

”..ya, waktu itu kalae penyusunan anggaran rutin ada di biro keusngan
sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanaan, schingga kadang-
kadang apa vang sudah dialokasikan di anggaran rutin ternysta dialokasikan
juga di anggaran pembanguban...”

Dalam kumun waktu diberlakukannya dual budger ternyata memang
memungkinkan terjadinya inefisiensi anggaran, sebagai contoh dalam sate satker
mendapatkan belanja atau pengadaean komputer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2,
yang sumber pendanaannyz dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam

satit fahun anggaran untok satu satker,
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Namun demikian pada Departemen Hukum dan HAM hal tersebut sangat
jarang terjadi, meskipun ada beberaps kasus tetapi volumenya zangat kecil, dan
satker-satker yang mengalami duplikasi tersebut lebih disebabkan karena kantor yang
dimaksud mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikembalikan untuk
menyelenggarakan kegiatannya, schingga tenis belanja yang terduplikasi pun bukan
dari kegiatan Rupiah Mumi.

5.6, Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Kebijakan

Reformasi di bidang perencanasn dan pengenggaran dimulai pada fahun
anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Kevangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem'
Perencanaan pembangunan Nasionsl. Sebagai tindak lanjut terhadep pelaksanaan
peraturan perundangan tersebut, Pemerintab telah menetapkan Peraturan Pemeriniah
Nomor 21 tghun 2004 yang menegaskan bahwa rencana keria dan anggaran yang
disusun menggunakan figa pendekatan, yaitu : {1} anggaran terpady unifled
hudget), (2) kerangka pengeluaran jangka menengal biasa dischot KPIM Gredium
ferm expenditure framework), (1) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBX
{performance based budget}.

Sesuai Pasal 7 PP 21 1sbun 2004, kementerian negara/lembaga diharuskan
menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan
evaluasi kimena, Peryusunan anggaran yang difuangkan dalam RKA-KL harus
dicerminkan dalam satuan output yang terukur.

Anggaran terpadu pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
telah dilakukan mulai tahun 2008 sesual dengan Surat Bdaran Sekretariat Jenderal
Departemen Hukam dan HAM Nomor. SEK. PR.O1L.03 — 10 tanggal 13 Maret 2008
perihal Penyosunan RAPBN dan KKA-KL tshun 2009 secars tferpadu dan
terintegrasi, telah jelas disebutkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-KL) Depkumham Tahun 2009 akan mulai diterapkan sistem

penganggaran terpadu tersebut secara penuh, sehingga diharapkan penyusunan RKA-
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K1, lehih terintegrasi antara Satuan Kena & Wilaysh, Unit Pusat, dan Sekretariat
Jenderal.

Jika dilibat dari hasil penclitisn yang mesgeksplorasi 4 vanabel

(komunikesi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi) ternyata variabel

komunikasi mengindikasikan kurang baik dan variabel sumber daya mengindikasikan

cukup baik tetapi ada indikalor yang kurang baik seperti indikator untuk jumiah

pegawai, indtkator sarana dan prasarana sehinpga diperlukan perubahan kebijakan

terhadap kedua variabel tersebut.

i

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagal berikut :

Variabel Komunikasi ; Perio dikembangkan satu sistem komuntkast yang afektif
antar unit pembina dan satuan kerja. Karena bila melibat Surat Edaran Nomor.
SEK. PR.01.03 ~ 10 tanggal 13 Maret 2008 tersebut ditujukan hanya kepada unit
utama dan kantor wilayah saja tidak sampai kepada satuan kerja, schingga satuan
kerja tidok mendapatkan informasi vang jslas mengenai kebijaken anpgaran
berbasis kinerja. Kedepannya diherapkan satuan kegia lebih dilibatkan dalam
penvusunan anggaran. Hal inl penting agar penyusunan program dan anggaran
untul satuan Keriz didasarkan pada kebutuhan pelaksanasn tugas satuan kega
masing-masing vang berorientasi pada keluaran {output}.

Dan juga di dalam surat edaran Sckretariat Jenderal tersebut tidak adanya
penjelasan mengenal penytsuna/penempatan Kepiatan yang didasarkan pada
program generik dan tekanis. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan
teknis harus ditempatkan dalam program teknis, Begitupun sebaliknya, kegiatan-
kepgiatan yang termasuk dalam kegiatan generik juga harus ditempatkan dalam
program  genevik. Hal ini penting wontuk  mempertegas  terbadap
pertanggungiawaban dalam pencapaian indikator kinerja.

Varigbel Sumber Daya @ adanya kebijakan mengenai penerimaan pegawsl yang
sesuai dengan kebutuban organisasi dan kebijakan nntuk pegawai i bagian
perencanaan dijadikan sebagal pejabat fungsional perencana. Fungsionalisasi ini
menjadi satu hal yang penting agar petugas pelaksana penyusupan program dan

anggaran mempunyai indikator kineria yang jelas dan tegas. Selain #tu indikator
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sarana dan prasarana terufama untuk satuan kerja di bagian penyusunan dan
pelaksanaat anggaran agar diprionitaskan karena walawpun dalam surat edaran
Sekretaris Jenderal Nomor. SEK. PR.O1.03 — 10 tanggal 13 Maret 2008 telsh
disebutkan penyediaan sarana dan prasarana tetapl hanya untuk petugas teknis
saja tidak untuk petugas penyusupan dan pelaksanean anggaran sehingga kalau di
lthat darl hasil penelifian mepyatakan bahwa sarana dan prasarana belum

memadai untuk mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
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BAB Vi
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terbadap hasil penelitian maka dapat ditarik

kesimpulan :

1. Fakior - faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijukan anggaran

berbasis kinerja di lingkungan Sskretariat Jenderal Departemen Hukuom dan
HAM RI dilihat dari empat faktor

Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil total skor rata-rata diperoleh 298 vyang
mengindikasikan bahwa faktor komunikasi berada pada kondisi tidak
baik

Faktor Sumber daya

Hastl Penelitian untuk faktor sumber daya dipercleh total skor rata-rata
diperoleh 3.34 berada pada kondisi sedang.

Faktor Sikap/disposisi

Untuk faktor sikap/disposisi hasil total skor rata-rata diperoleh 3.97
kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor sikap/disposisi berada
pada komiisi sedang.

Faktor Strukter birokrasi

Dran untuk variabel strukeur birokrasi basil total skor rata-rata dipereleh
3.88 yang mengindikasikan bahwa faktor struktur birokrasi berada pada

kondisi sedang.
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2. Kendala yang dihadapi oleh Sckretariat Jenderal Departemen Hukum dan

HAM RI dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja:

e  Komunikasi
Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk variabel komunikasi kendala
yang dihadapi terdapat pada indikator maksud dan tujuan kebijakan
anggaran berbasis kinerja, indikator komuntkasi satker dengan unit
pembina pelaksanaon anggaran berbasis kinerja, dan pada indikator
informasi tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang
harus dibenshi schingga implementasi kebijokan angparan berbasis
kinerja dapat berjalan dengan baik.

« Sumber dayva
Untuk variabel sumber daya kendala yang dibadapi terdapat pada
indikator jumlah pegawal untok mendulamg pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja dan indikator sarana dan presaraa

6.2. Saranm

1. Untuk Sekretariat Jenderal : Dalam penyusunan surat edaran disarankan
untuk langsung kepada satuan kerja schingga satvan kerja mendapatkan
informasi yang jelas mengenal kebijakan — kebijakan yang dibuat oleh
Sekretariat Jenderal,

2. Untuk Biro Perencanaan dan Bire Keuangsn : Perlu dikembangkan sat
sistern komunikasi yang efekiif antar unit pembina dan satuan kerja dengan
melibatkan sstuan kerja dalem penyusunan dan pelaksansan angparan
sehingga anggaran untuk satuan kerja didasarkan pada kebutuhan
pelaksanaan tugas satuan kerja masing-masing yang berorientasi pada
keluaran (output).

3. Untuk Biro Perencanaar : Adanya ketegasan dalam penyusunan /

penempatan kegiatan yang didasarkan pada program generik dan teknis.
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4, Untuk Biro Kepegawaian : Adanya penambahan jumilash pegawal yang
berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi den dijadikan sebagai
peiabat fungsional perencana ferhadap pefugas penyusunan program dan

anggaran sebagal upaya untuk meningkatkan kinerja personal/organisasi,

Universitas indonesia

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



PEDOMAN WAWANCARA
Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja
di Lingkungan Sekretariat Yenderal Departemen hukum dan HAM RE

Informan adalah Pejabat Eselon 111 di
Bagian Penyusunan Program dan Anpgaran Biro Perencanaan dan

Bagian Pelaksanagan Anggaran Biro Keuangan

DESERIPSL, PERSEPSI DAN ASUMS] TERHADAP IMPLEMENTAS]
KEBIAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERIA D LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang kebilakan angparan berbasis
kinerja?

2. Apaksh Bapak / by memahami tentang kebijakan anggaren berbasis
Kineria ?

3. Menorut Bapsk/bu, bagaimang implementasi kebiakan anggaran
berbasis kinerja yang selama ini telah berjalan di Departemen Hikum
dan HAM 2

4. Menurut Bapak/bu, apakah komunikasi amtara satker dengan Biro
Perencanaan dan Birp Kewvangan selama ini tidak mengalami
hambatan sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan
dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan?

5. Menurut Bapak/lbu, apakah jumlah pegawai di bagian penyusunan
program anggaran dan pelaksanaan anggaran felab memadai untok
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Jawab :

6. Mepurut Bapak/bu, apakah satker felah mempuonyai sarana dan
prasarana vang memadal untuk mendukung kebijakan anggaran
berbasis Xinesia?

7. Menurut Bapak/lbu zpakah pengimplementasian anggaran berbasis
kinerja mampu meningkatkan kinerja perencanaan dan kewangan?
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ii.

Apakah penerapan anggavan berbasis kKinerja pada ssat ini sudah
efektif?

Menurut Bapak/lbu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi
pegawal di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran?
Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai di bidang
penyusunan  anggaran  dan  pelaksanasn  anggaran  dalam
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja?

Menurut Bapak/lbu, apakah gteuktur birokrasi vang ada sudah tepat
didalam menduking pelaksanaan anggaran berbasis kiceria?

Menurut Bapak/lbu, apakah dalam pengimplementasian anggaran
berbasis kimeris sudah ads petunjuk operasionalinya dan prosedur

standar operasional ?

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



TRANSKRIP WAWANCARA
Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen hukum dan HAM RI

Informan adalah Pejabat Eselon I1I di

Bidang Penyusunan Program dan Anggaran Biro Perencanaan

DESKRIPS], PERSEPSI DAN ASUMSH TERHADAP IMPLEMENTAS!
KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Di LINGKUNGAN
SEXRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

i.

Apakah Bapak/ibu mengetahul tentang kebijakan anggaran berbasis

kineria? Yu

Apzkah Bapak / Ibu memahami tentang kebijakan anggaran borbasis

kinera 7 Yo

Menurut Bapak/Thu, bagaimana implementasi kebijakan anggaran
berbasis kineria yvang selama ini telah berjalan di Departemen Hukum
dan HAM ?

kalaw witnk pelaksanuan anggarannya sih sudah, letapi belom bisa
menenivkan indikator kinerfanya, kalauw di Depariernen Hukum dan
HAM belum, indikaior kinerja kan harus jelas, anggaran berbusis
kinerja itu bukan seperti bikin program sembarang jads, ada hasilnya.
Kolau gimi kan. kadang-kadang apa yang mau dicapai Hu ga
kelihatan, Pengertian kila sendiri terhudap kinerja itu, seperti apa
ya. kalaw memurut saye bevat, anggaran berbasis kiveria ini berat ada
owlput, outcone, maksid, tufuarn, sasaran, itukan  serisg
membingunghkan.. paling tidak kehifokan seperii itn, eselon I yong
bisg memformulasikan, sedongkan saya kan havya pelaksana

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



4. Menurut Bapak/ibu, apakeh komunikasi antara satker dengan Biro
Perencanaan dan Bire Keuangan selama ini tidak mengafami
hambatan schingga pembinaan vang dilakukan oleh Bire Perencanzan
dan Biro Keuangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan?

Apa yah. kalaw komumikasi kami sering melakukan hal fersebwt
seperti conlohnya kalau ada kebijakan yang baru dari Deportemen
Kevangan, kami selalu meneruskannya melalui surat edaran ke setiop
kanwil-keynwil, tapi munghin perfu_adanya penghkomunikasian yang
febih intensif lagi tevhadap sistem peryusunan anggaran, hal ini
penting kaveno muasih banyak satuan kerja yang belum mampu
mengaplikasikan sistem anggaran yang berlaiu, sehingga satuan

kerja tidak dapat mengalokasikan anggarannya serdiri.

5. Menurut Bapal/lbu, apakah jumiah pegawai di baghan penyustnan
program anggaran dan pelasksanaan enggaran telah memadai untuk
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kineyja?

Jawab

Menuriat suyoe bepinf mas, dovi sisf kuantitas jelas SDM yang ade
kurang waloupun sebenuarnya bisa dikerjakan tapi tinghat akurasinya
dedam hal ketelitian karena hal i menyangkut angka-angha e vang
sava rasokan masih kurang karena bagaimana tidak kita satu orang
mengerickan lebth dori S0an saiyon kerja yang didalamnya oda
beberapa program, karena jumlah pegawal di bagion i hanyva 16
orang dan satker yang ada kan 738 satker, jadi Kita bagi per wilayah.

&, Menurut Bapak/lbu, apaksh satker telah mempunyai sarana dan
prasarana yang memadai untuk mendukung kebijakan anggaran
berbasis kinerja?

Jawab ;
Sarana dan pravarana memang sudah ada yah mas seperti contohnya
bisa dilihat di ruangan ini tiap-tiap orang sudah mempunyci

komputer masing-masing fetapi dari segi spesifikasi homputernya
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18.

beium mendukung apalagi untuk di satuan kerja, makanmya kita
usahakan untuk tahun depon di Hap-tiap UPT akon ade pengadoun

komputer khusus umtuk menangani penyusunan anggaran

Menurut Bapai/ibu apakah pengimplomentasian anggaran berbasis
kinerja mampu meningkatkan kineris perencanaan dan keuangan?

Ya jelas sekali korens menurut sava Perenconcan program dan
kegiotan  sangat  berkeitan dengan pengaggaran.  Perpusunan
anggaran yung batk adaloh apabile sesuai dengan rencona yong
disusun, Dan perencanaon yang haik juge harus memperhatitan
ketersedigan anggargn, jodi sinergiias anfara peremcanacn dur

kenangan sangat diperfukan untuk meningkatkan kineria,

Apakal penerapan anggaran berbasis Kineria pada saak ini sudah
efuktif?

Ya untuk dikesaken sudah efektif apa belum kan itu hovus ado
evaluvasi dulu bafiwa suatie program itu berhasil ataw apa, selama ini
kan bBelum oda evaluasi tapl memirut gambaron saya bahwa
progrom-program Deportemen Hukum dan HAM itn kalau dilihat

dari sisi anggoray belum sesuai dengon apa yany diharapkan

Menurut Bapak/ibu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi
pegawat di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran?

Ya, it sangut diperlykon

Apakah kendala-kendala yang dibadapl oleh psgewal di bidang
penyusunan  anggaran  dan  peleksanean  anggaran  dalam
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja?

Data dukwng seperti LTE, TOR dun RAB. Kalo dijelaskar seperii ini
mas, Perpusunan anggarun tidok terlepas dari data dukung yong
dikirim oleh satuan kevja. Duta — data tersebut menjadi data dukung

untuk melakukan perepcanaan ataw pengolokasian anggoran. Yang
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12.

sering menjadi kendoly adalah data dukung tersebwt teviambat
diterima otau bokkan setuan kerja tidak mengivimkan data dukung
tersebut sehingga ketika waktu pembahasan angg&r:m, permohonan
anggaran oleh satker tersebut ditolak karesa ketidakadanya dmta

dukung tersebut,

Menurut Bapak/lbu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah tepat
didalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kineria?

Menurwt saya, struktur orgawisasi fdak ada permasaichan. Biro
Perewcancan dan Biro Kevangan mosing-masing mempuryai bidang
tugas yang saling mendukung, Masing-masing bivo merjolunkan
akiifitas sesuai dengan Iuges pokok dan fungsinva Ban divniera
reducrya mempuryal jolur koordinast yang baik

Menurut Bapak/ibu, apskah delam pengimplementasian angpgaran
berbasis kinerja sudah ada petunjuk operasionainya dan prosedur
standar operasional 7

kita sudak mempurvai stondard operasional dalam  penyuswnan
anggoran, yailu sejak proses inventarisasi data dukung, peryusunan
atau pengalokasian anggaran hingga pada revisi anggarayn, Namun
diakwi  bahwa  stondard  tersebut  seringkali mempersulit  kerja

penyusunan anggaran, ferutama ketika terjadi revisi
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TRANSKRIP WAWANCARA
[mplementasi Kebijakan Angoaran Berbasis Kinerja
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen hukum dan HAM Ri

Informan adalah Pejabat Eselon HI di
Bidang Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan

DESKRIPSL, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBHAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUK UM DAN HAMRI

{.  Apaksh Bapak/Ibu mengetabui tentang kebijakan anggaran berbasis
Kineria? Ja

2. Apakah Bapak / Ibu memahami tentang kebijakan anggaran berbasis
kineda 7 Yo

3. Menuryt Bapak/lbu, bagaimana implementasi kebijekan anggaran
berbasis kineria yang selama ini telah berjalan di Departemen Hukum
dan HAM 7
va, wakty it kalan penryusunan anggaran rutin ado di bive keuangan
sedangkan anggaran proyek ada di biro perencanaan, sehingga
kadang-kadeng apa yang sudoh dialokasikan di anggaran rutin
ternyata dinlokasikan jugae di anggaran pembangunan tetapi kalau
sskarang kan pemyusunan anggaran sudch di Biro Perencanaun

semuanya  sedangkan Biro Kewangan harya sebagai pelaksana

anggarannya sqja

4. Menurut Bapak/lby, apakah komunikasi antara satker dengan Biro
Perencanaan dan Biro Keuangan selama ini tidak mengalami
hambatan sehingga pembinaan yeng dilakukan oleh Biro Perencanaan

dan Biro Keuvangan sesuai dengan sasaran yang diinginkan?
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Satuan Kerja belum memahami secara benar implementasi sistem
anggaran vang sekareng diberiokukan. Hal ini mungkin karena

belum terspsialisasikannya sistem anggaran tersebut

Menurut Bapak/ibu, apakah jumiah pegawai di bagian penyusunan
program anggaran dan pelaksanaan anggaran telah memadal untuk
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Kalaw untuk pelaksanaan anggaran ya mas, jumlah pegeveai memang
masih kurang tapi vah mau bagaimuna lagi ya harus kita manfaat

kan jumiah pegawal yang ada

Menurut Bapak/Ihu, apakah satker telah mempunyai sarana dan
prasarana vang wemadai untuk mendukung kebijakan anggaran
berbasis kinerja?

Minmm.. begini, untuk sarana dan prasaronc khususaye sarana
komputer juga menjadi kendala dalam peloksanaan anggaran. Terus
Atka kirtg lihar darvi spesifikasinya, komputer vang lersedia saal
sekarang belum mendulung aplikasi sistem anggaran, Seharusnya
komputer-komputer fersebul di-upgrade lugi untuk mendulung sisiem
aplikasi anggaran.

Menurut Bapak/lbu apakeb pengimplementasian anggaran berbasis
kinerya mampu meningkatikan kineria perencanaan dan Keuangan?

Bya sangat jelas mas dengan adanya sistem pengonggaran berbasis
kineria manpu meningkatkan kinerio organisasi, terutoma berkaiton
dengan perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan yong
direncanakan akan lebin mudah diimplementasifan jika perencanaan

yang disusun diduiorg oleh anggaran yong lersedia

Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja pada saat ini sudah
sfektif?

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009
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1.

12.

Yah kalau sudah dikatakan efektif apa belum menurut saya pribadi
sth memang belum, anggaran berbasis kinerfa itu mesti berproses,
suatu aturan main itu dibuat pada saat pelaksanaan pasti akan ada
kekurangan. Nah kekurangan itu sebenarnya tinggal ditambal
kembali

Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu pemberian insentif tambahan bagi
pegawai di bagian penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran?

Ya, itu jelas mas untuk memotivasi mereka

Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai di bidang
penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja?

Kendala di bagian pelaksanaan anggaran sendiri ya ity mas
banyaknya jumlah revisi baik itu pergeseran anggaran maupun

pelepasan tanda bintang.

Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah tepat
didalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja?

Kan yang berubah hanya tugas, pokok, dan fungsinya saja kalau
untuk struktur organisasi tidak ada permasalahan. Biro Perencanaan
dan Biro Keuangan masing-masing mempunyai bidang tugas yang
saling mendukung. Masing-masing biro menjalankan aktifitas sesuai
dengan tugas pokok dan ﬁmgs:'nyﬁ. Dan diantara keduanya

mempunyai jalur koordinasi yang baik

Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pengimplementasian anggaran
berbasis kinerja sudah ada petunjuk operasionalnya dan prosedur
standar operasional ?

Biasanya halo petunjuk operasionalnya kita mengikuti dari
Departemen Keuangan yang diatur dalam peraturan menteri

keuangan di situ sudah jelas petunjuk operasionalnya.
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KUISIONER
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Nomor Responden ] : (kosongkan)

Unit Kerja

Lama Kerja

PETUNJUK PENGISIAN

A. Kuisioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden dengan harapan
Bapak/Ibu dapat mengisinya seobjektif mungkin (seperti apa adanya), karena
saya menjamin bahwa jawaban dari Bapak/Ibu tidak akan diketahui orang lain
atau pihak manapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima
kasih.

B. Petunjuk memberikan jawaban :

Mohon diberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini

(berikan tanda X)

Keterangan

1.(1) : Sangat Tidak Baik
2.(2) : Tidak Baik
3.(3) : Sedang

4.(4) : Baik

5.(5) : Sangat Baik

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009



DAFTAR PERNYATAAN

Variahe! Komunikagi

Para pelaksana sudah memahami maksud dan tujuan darf kebijakan
anggaran berbasis kinerja.

Satuzn kerja telah mendapatkan informasi tentang pelaksanaan
anggaran berbasis Kineria secara jelas.

Jalinan komunikasi antara satker dengan Biro Perencansan dan
Birp Kevangan schagai pembina pelaksanaan anggaran berbasis
Kinega berjalan baik dan lancar.,

Adanys jalinan konsultasi antara Satker dengan Biro Perencanaan
dan Bire Kevangan apabila Satker menghadapi kesulitan dalam
mengimplementssikan anggaran berbasis kinerja.

Informasi/pelatiban tentang penyusunan anggaran dan pelaksanaan
anggaran telah dilakukan secara konsisten

Variabel Samber Daya Manusia

Fumlah pegawai di bagian penyusunan angparan dan bagien
pelaksansan  anggaran  telab  memadal  watok  mendukung
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

Sumnber daya manusia df baglan penyusunan anggaran dan bagian
pelaksanaan anggaran telah memabami tentang implementasi
anggaran berbasis kinerja

Kualifikasi petugas ¢i baglan penyusunan anggaran dan bagian
pelaksanpan anggaran sudah memadat,

Pengetahuan petugas di bagian penyusunan anggaran dan bagian
pelaksanaan anggaran sudah memadal tentang anggaran berbasis
kineria

10,

Pelaksanaan anggaran berbasis kineria membutubkan sumber dana
yang memadai

1L

Satker telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

Sikap/Disposisi

12.

Ketentuan dalam implementasi Anggeran berbasis kinerja selalu
ditaati oleh satker

13.

Satker menginm data dukuog dan Iaporan tepat waktu sesuai
denpan jadual vang telah ditetapkan

14,

Anggaran Berbasis Kinerja  adalah  Pengintegrasian  antara
Penyusunan anggaran don Pelaksansan anpparan yang harus
didukung oleh selurch satker

15,

Selurub pegawal bagian penyusunan anggaran pelaksansan
anggaran mempunyai kesadaran dan tanggung jawab vang baik,

16.

Pimpinan Satker mempunyai perhatian terbadap Implementasi
anggaran berbasis kinerja
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17.

Kebijakan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinetja
perencanaan dan kenangan dengan baik

Strukiur Organisasi

18,

Ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur standar operasional dalam
irplementasi anggaran berbasis kinerja.

19,

Terdapat koordinasi vang efektif dan efisien dalam implementasi
anggaran berbasis kinerja.

20.

Struktur birokrasi yang ada sudah tepat didalam mendukung
pelaksanaan implementasi anggaran berbasis kineria

21,

Koordinasi merupakan upays apar terdapat keseragaman dalam
implementasi kebijakan

22,

Koordinasi  dileksanakan uatuk  memperkeci]  kemungkinan
terjadinys kesalahan

23,

Terdapst tumpang tndib kewenangan dalam  implementasi
anggaran berbasis kineria.

24,

Kewenangan yang telah diberikan kepada pegawai penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja telah dilakganakan dengan
baik sesuai denpan tugas yang ielah diamanatkan

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009
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VARIABEL KOMUNIKAS!

Statistics
Pernyataan] | Perwataan? | Pemvataand
N Vaiid Ba 88 88
Missing 8 2 e}
Boan 28182 3.0227 29773
£td. Error of Mean V10842 20685 100631
Median 30000 3,0000 340000
Mode 3,00 3,00 3,00
R, Daviation ,85897 L0843 84659
Variance 878 B27 488
Range 4,00 5,00 4,00
wtinimum B¢ L0 1,00
fMaximum 400 508 5.00
Sum 248,40 268 60 252,60
Statishcs
Pernyalaend | Pemyataand
N Vatid 89 88
Missing 0 €
Mean 34,3409 2,114
Std. Errar of Mean 2188 3522
Madian 40060 3,0040
Mude 4.00 400
B, Devistion 1,14388 126845
Varianee 1,368 1,508
Range 5,00 5,00
Minimum Kij¢] 4]
Maximum 500 5,80
Sum 284,040 243,50
Frequency Table
Parnyataant
Curnulative
Fracuency Farcent Valid Percent Percent
Vahd G0 B 5,7 5.7 57
1.60 b4 2.3 2,3 80
2,00 18 18,2 18,2 261
3,00 46 52,2 523 9.4
4,00 19 218 218 100.0
Total A8 1984 1000
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Parnyatsan?

Cumulalive
Eregusncy Parcent Yalid Percent Percent
Vaelid Q0 1 1.1 1.1 1.1
1,00 4 45 45 57
2,60 15 17,8 17,0 227
3,00 42 47,7 477 705
4,00 24 27,3 27,3 §7.7
&40 2 23 23 108,0
Footal £8 1000 1800
Pernyataan3
Gumulative
Fraquency Pergant Valid Percent Parcaent
Valid 1,00 4 45 4.5 4.5
2,06 25 28.4 284 33,8
3,00 ¥ 362 352 682
4,00 25 28 4 234 g8 .6
5,00 3 3.4 3.4 1688
Total ag 100,04 1000
Pemyataznsd
Cumuiative
Fragquency Percant Valid Parcent Parcent
Valid 00 2 2,3 2,3 23
1,00 2 23 23 4,5
2,00 20 227 22,7 273
3,00 13 14,8 14,8 42,0
4,00 42 477 47,7 89,8
5,00 9 10,2 10,2 106,08
Total 88 100,0 100,0
Pernyataan$
Cumuiativa
Eraquency Percent Valid Percent Percent
Vaid 00 6 6.8 6,8 6,8
1,40 6 6,8 6,8 136
200 25 28,4 28,4 42,6
3,00 21 23,8 239 65,9
400 26 29,5 29,5 95,5
500 4 4.5 4.5 100,0
Tuotal 8% 160.0 100,0
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VARIABEL SUMEER DAYA

Statistics
FPemyalasnt | Pemyslzan? | Pemyelaand | Pemyatasnd
] Vaid 88 g8 88 8%
Missing 0 g g i
Mezan 2,8523 31136 23,3977 34208
Std. Error of Mean J1378 478 16542 Ghag?
Median 3,0000 3,0000 4.0000 4,0006
Mode 2,00 4,00 4,00 4,00
&1d. Deviation 1.08717 1,07873 28880 83122
Variance 3,138 1,358 B7B 867
Rangs 4,00 5,08 400 400
pAirvimum 1.00 R4t 4,00 1680
Maxirmum 580 £60 5,00 &840
Sum 21,00 274,04 268140 301,60
Siatistics
PemyaloanS 1 Pernvalaant
N Valid 88 88
Miasing g 8
Mean #4,3298 2,8432
Std. Error of Mean RFEvE" 11005
Median 4,6000 A,0006
Made 400 4,00
Sid. Devialion B7334 1,03233
Varance A83 1,068
Range 3,60 & 60
Hirmum 2,50 B0
Maximum 8,60 £ 00
Sum 381 00 25800
Frequency Table
Parnyataan
Curmdative
Froguency Pergent alld Porcent Pargent
Valid .00 g 8,1 5.1 8.1
pRis) 34 344 341 4332
300 29 227 227 8538
4,00 27 07 30,7 g8 8
5,00 3 34 3,4 160,60
Total He 100,0 100,0

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009
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Pernyataan?

Cumuiative
Freguency Percent Valid Percent Pereent
valid .00 1 1.1 1,1 1.1
1,00 4 4.5 4,5 87
2,00 22 250 2540 207
300 24 223 273 580
4040 31 B2 352 g32
500 6 &8 88 100 9
Total &3 106,68 6.0
Pernyataand
Cumiative
Fronuenoy Paroant Valld Percant Percent
Valid  1.58 4 4.8 4,5 4.5
280 13 14,8 14,8 18,3
3,00 22 258 250 44,3
4,00 42 477 47 7 g2.0
5,00 7 86 80 1400
Tatal 88 106,08 108,0
Pernyataand
Cumulalive
Fregquency Fercent Valid Percent Percent
Valid 1,00 4] 6,8 6,8 6.8
2,00 5 8,7 57 2.5
3,00 27 307 36,7 £3.2
4,00 48 52.3 §2.3 855
5,00 4 4.5 4.5 1000
Total 88 100.0 00,0
Peawataand
Cumutalive
Fragquenty Bareart Valid Paroent Percent
Vaiid 2460 2 Z.3 2.3 2.3
300 4 4.5 45 58
4,80 45 51,3 81,1 580
500 37 42,0 42,8 14800
Total 88 00,0 He.o
Pernyataans
Cumulative
Freguency Percent Valid Percent Percent
Vaiid 00 1 1,1 1.1 1.1
1,00 6 6.8 648 8.0
2,00 23 26,1 281 34,1
3,00 27 anr 30,7 64 8
4,60 24 33,0 33.C 97,7
500 Z 2.3 2.3 1600
Totai &8 1000 1000
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VARIABEL SIKAP / DISPOSIS]

Btatistics
Pemyataand Pernyataan? | Pernyataand | Pemyataand
N Vil 48 88 88 58
Missing I3 0 5 0
Mean 17273 asms 4 4432 38318
Sk, Error of Mean AB05R L8381y L8438 KA e
tedan 40000 40840 45008 4.8000
Mode 4,00 4400 500 4,00
8td. Deviation 4046 S7816 Rie T B4z
Variance 706 J 385 Y3
Reange 3,80 3,00 2,00 3,00
Kinimum 280 2,00 3,00 2,00
Maximum £00 &,00 500 500
Bum 32800 324,00 351,00 348,00
Statistics
Pernyataans | Pemvyataan®
M Vaiid 88 B8
Missing & #
Mean 3,7614 42500
Btd, Error of Mean L9063 LDBS0E
Median 45000 4 0008
Mode 4,00 4,60
Std. Deviation B34568 BATIZ
Variance 873 A28
Range 5,00 3,08
Minimum Rallj 2,00
Maximum 500 500
Sum 33100 374 00
Frequency Table
Pernyataani
Cumulative
1 Frequency | Percent | Valid Percent Pefnent
Valid 2,60 g 02 10,2 0e
300 18 218 21,8 13
4,06 &7 834 &34 agz
500G 14 14,8 14,8 1000
Fotal aa 1000 100,60
Pernyataan2
Cunidative
Eroguency Percent Valid Parcent Parcent
Vami 2,00 10 11,4 1.4 1.4
o0 22 255 2590 B4
4,00 42 47,7 477 B4 4
5,00 14 15,9 15.9 10,0
Tetal 88 140.0 100.0
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Perpyateand

Cumulative
Frequency Parcent | Valid Perceni Percent
Vaid 3,00 5 Y 87 57
4,00 ag 44,3 44,2 50,6
500 44 0.0 56,0 06,0
Total a3 100,80 100,60
Pernyatzand
Comulalive
Fraquancy Percent Valid Porcant Peycent
Yalid 200 3 34 3.4 34
300 15 YR 17,0 248
4,00 55 52.5 62,5 83.0
5,00 15 17,0 170 90,0
Totat 88 00,0 1600
Pernyataan$
Cumulative
Fraguency Percent | Valld Percent Percent
Vg .00 2 2.3 2,3 29
200 = 87 5,7 30
308 15 18,2 18,2 284
4,00 52 281 52,1 852
&.00 13 14,8 14,8 160.8
Toval 88 100,68 00
Pomnyataant
Cumuiative
Frequency Fercent Valid Percent Parcent
Valid 2,00 z 2.3 23 23
380 4 4.5 45 6.8
400 52 59,1 59,1 85,8
40 20 34,1 34,3 106,86
Total £8 1800 180,80
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VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI

Stafigtics
Pemyalzani @ Pemyataan? | Pemyataand | Pernyaltaand
N Vahd 83 ga 88 88
Missing 1) g 8 c
Mean 32,7045 3,8318 31,5568 42158
Std. Errar of Mean 5853 REFE. D853 L7148
Medan 4 0000 46000 £8000 40600
ode 4,00 4,00 4,00 4,00
id, Deviation 56001 54236 B0026 56866
Varance 303 B4 G40 Ad7
Range 280 3,00 5,00 5580
1 Minimum 300 2,00 00 i
Maximiti 880 5,00 500 540
Sum 326,00 348 00 F13.00 37100
Statiatics
Pemvataand | Pernvalaant | Pemyataan?
N Vakd a8 EB 38
Kissing 0 0 {
Mgan 4,1477 3.0068 3.7841
8td. Enor of Mean (7145 L8832 09064
Madian 4,5600 4, 0005 4,000D
Hode 400 & 00 4,00
$1d. Devigdinn 87622 B284a LB5QEY
Variance A48T Baa 23
Range 5,00 5,60 560
Birdmiim 00 00 B0
Maximum 540 5,00 5,80
Sum 365,60 335,00 333,00
Frequency Table
Pernyataant
Lumulative
Fratuensy Pearcernt Valid Pergernt Percent
Vaiid 3,00 30 34,1 34,1 341
4,00 84 81,4 81,4 ?5;5
BaG 4 45 45 106,0
Totat a8 1600 100,0
Pemyataand
Cumulative
Frequency Peroent Valid Pereent Percert
Valid 2,60 E 1,4 1.1 1.1
3,00 13 14.8 14,8 18,0
440G 85 739 73,9 89 .8
5,00 9 142 10,2 1600
Total 88 100,48 ¢ 168,08

Faktor-Faktor Yang..., Ferry Indrawan, Pascasarjana Ul, 2009
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Pernvataan3

Cumlalive
Freguenny Percerd Valid Parcent Peroant
Vatid 0O 1 1,1 11 1.1
280 7 8,0 84 81
300 25 284 284 7.5
4,00 51 68,0 580 85,8
5,00 4 4.5 4.5 100,0
Tatal A8 100,0 100,0
Parnyataand
Cumulative
Fraquency Pgroent Yalid Persant Percent
Valid 00 i 1.1 1.3 11
3,00 2 23 24 34
4,00 &0 £58.2 68,2 7186
§,00 25 284 28,4 100,10
Total as 100,0 00,0
Permnyataand
Cumulalive
Eraguency Percent Yalid Percent Percent
valid 00 1 14 1.1 1,1
360 4 4,5 4.5 87
4,60 62 74,5 70,5 78,1
500 21 239 #3.8 150,40
Total 88 100,0 100,0
Pemyataang
Cumuiative
Eronuency Pearcent Wl Percent Parcent
Vatid 50 1 1,1 i 1%
200 4 4.5 4.5 &7
3,00 18 205 A5 281
4,00 52 52,1 59,1 88z
§,00 13 14,8 14,8 1606
Total 88 100,0 100,0
Pemyataar?
Cumubniive
Freguency Percerg Vaiid Percent Pearcant
Valhg 06 1 1.4 4.1 14
2.5 8 58 8,8 8.0
3,00 15 17,0 170 254
4,00 54 614 61,4 864
500 12 13,6 13,6 190,00
Total 88 100,0 100,0
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